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Nama 
NPM 
Program Studi 
Judul Tesis 

ABSTRAK 

: Noennan Adi Sanroso 
: 0706308894 
: Pengkajian Ketahanan Nasional 
: Ana1isis Penyusunan Anggaran Tahunan Depertemen 

(Studi Kasus Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 
Departemen Hukum dan HAM). 

Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat 
sehingga "rule of the game'' tidak pemah tercipta. Keliadaan perangkat peraturan 
yang jelas dan mengikat, dapat menyeba\>kan sistem peranconaan pembangunan 
nasiona! tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di 
berbagui tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengulolaan keuangan sektor publik 
te!ah mendorong pengembangan pandekatan yang lebih sislematis dalam 
penganggansn sekt<>r publik. Pendekatan penganggaran di saktor publik dapat berupa 
line item budgeting, performance budgeting~ program budgeting, dan zero-ba8ed 
budgeting 

Penyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departernen Hukurn dan HAM 
belum dilaksanakan secara optimal karena adanya bambatan-hambatan yang 
mempengaruhi proses trenyusunan anggaran. Implernentasi kebijakan penyusunan 
anggaran berbasis kine!ja yang sudah menjadi kebijakan panencanaan dan 
penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sapenuhnya di Departemen. 

Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif 
bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhimya 
menjadi lahopan yang dikenal sebagai grounded theory reseorch. Sarnpel yang 
dipergunakan yaitu pejabat slruktura] yang bekerja di penyusunan anggaran selarna 5 
(lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancam dengan metode 
observasi dan melalui studi kepustakaan. 

Dari hasH mekanisme peleksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen 
yang se!ama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan 
program dan anggaran tahunan departemen yang berhasis kinerja adalah 
ketidakkonsistenan sistem allru program software yang diajukan oleh Departemen 
Keuangan dan kelerbatasan prasarana dan sarana khususnya dalrun masaleb jejaring 
komunikas! informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan 
anggaran tahunan departernen. 

KataKunci: 

Penyusunan anggaran, Program dan Kegiatan~ Tugas pokok dan Fungsi 
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Title 

ABSTRACT 

: Noennan Adi Santoso 
: National Resilience Studies 
: Strategic Planning, Strategies And Policies 
: Annual Budgetary Analysis Department 

(The Case Study on Program and Budget Ministry of Law 
and Human Rights) 

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule 
of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can 
lead to national deve1opment planning system will not result in synergy in 
development efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector 
fmancial management has encouraged the development of a more systematic 
approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can 
be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based 
budgeting 

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights ;p:e not 
conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. 
Policy implementation of perfurmance-based budgeting that has become budgeting 
planning policies aud still can not be fully implemented in the Departmenl 

Research is used by using Qualitative Research Metheds aims to develop 
understanding of concepts, which eventuaHy became known as the stage of grounded 
theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the 
budget for 5 (five) years. Collecting data through interviews and observation methods 
through the lirerature study. 

From the results of the implementation mechanism of the annual budget for 
the Department that was conducted} the main obstacle in the conduct of the 
preparation of annual budget and program performance-based departments is lhe 
inconsistency of the system or software program proposed bY the Ministry of Finance 
and the limited infrastructure and facilities, especially in information communication 
network problems as support the accelerntion of the process of drafting the annual 
budget and program departments. 

Key Words: Budgeting, program and activities, main task and function. 
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BABI 

PENDAIIULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Proses perencanaan setelah pasca otonomi daerah juga tidak luput dari 

beberapa permasalaban yang krusial dan signifikan. Reformasi kclembagaan 

politik kepemerintahon belum berjalan baik. Sistem perencanaan belum 

dilandasi suatu dasa< hokum yang kuat sehingga "rule of the game" tidak 

pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, 

dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangnnan nasional tidak akan 

menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangnnan di berbagai 

tingkatan, sektor dan daerab. Dengan demikian, John R Commons (1934) 

menyebutkan babwa seperaogkat aturan main atau tata cara untuk 

kelangsungan sekumpulan kepentingan (a set of working rules of going 

concerns) tidak akan menciptakan 2 demarkasi penting yaitu konvensi 

(conventions) dan aturan main (rules of the game). 

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperaogkat 

keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarabkan 

pada pencapaian sasaran tertentu. Dengan definisi tersebut, maka 

perencanaan mempunyai unsur-unsur: (I) berhubungan dengan hari depan; 

(2) mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis; dan (3) diraocang 

unttllc mencapai tujuan tertentu (Kunarjo, 1992). 

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah. Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

1 Universitas Indonesia 
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Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mendorong adanya 

deseutralisasi penyeienggaraan pemerintah danrah. Desentralisasi ini 

menunjukkan adanya pelimpaban kewenangan dari pemerintah pusat kepadn 

pemerintah daerah untuk meogatur dirinya sendiri secara otonom. 

Adanya desentralisasi pengeiolaan pemerintahan daerah dan tuntutan 

masyarakat akan tmnspar.msi dan aknotahilitas, memaksa pemerinlah baik 

pusat maupnn daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang 

lebih transparnn dan aknolaheL Sistem ini diha.rapkan dapat mewujudkan 

pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang­

undangan. efisien, ekonomis, efektif; trairsparan, dan bertanggnng jawab 

dengan memperhatikan keadilan. kepatutan, dan manfuat nntuk masyakamt. 

Refonnasi seklor publik yang disertai adanya tunMlln demokratisasi 

menjadl suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tnntutan 

demokratisasi ini menyebabkan aspek transpar.msi dan akuntabilitas 

menjadi hal penting dalam pengeloiaan pemerintahan termasuk di bidang 

peugelolaan keuangan negara. Agar Indonesia tidak semakin jatub maka 

birokrasi Indonesia perlu melakukan reformasi secara menyelurub. 

Reformasi itu sesnnggubnya harus dilibat dalam kerangke teoritik dan 

empirik yang luas, mencakep didalamnya peogaa!Jm masyarakat sipil (civil 

society), supremasi hukmn, strategi pembangnnan ekonoml dan 

pembangnnan politik yang sating terkeit dan mempengaruhi. Dengan 

demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisabkan dalam 

upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini. 

Universitas Indonesia 
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Globalisasi tak hanya menuntut peningkatan pernn sek:tor swasta, 

tetapi juga menuntut sek:tor publik untuk memperbaiki kineJjanya dalam 

rangka melayani kebutuban pasar global. Hal ini telah berlaogsung di 

Thailaod, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Di Singapura, misalnya, 

munculnya pasar global ditaoggapi pemeriotah dengao meningkatkan 

kompetensi civil service agar mereka mampu menjawab tantangan zaman 

dan lebih kompetltif di dunia internasional. Kepekaan Birokrasi untuk 

mengantlsipasi tuntullm perkembangan masyarakat mengenai 

perkembangan ekonomi, sosial dan politik sangat kurang sehlngga 

kedudukan birokrasi yang sebumsnya sebagai pelayan masyarakat 

cenderung bersifat vertical lop down daripada horizontal parlisipative 

Seiring dengan adanya reformasi pengelolaan sek:tor poblik yaag 

ditandal dengao munculoya era New Public Management (NPM), Ielah 

mendorong adanya usaha untuk rnengembangkao pendekatan yang lebih 

sistematis dalam penganggaran sektor publik. Terdapat empat jenis 

pendekatan pengaoggarnn di sektor publik dengan penekanan yang berbeda­

beda untuk setiap pendekallm tersebut. Keempat pendekatan dalam 

penganggarnn ini adalah line item budgeting, perfonmmce budgeting, 

program budgeting, dan zero-based budgeting (Kiuvers, 1999). Pemerintah 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nornor 32 dan 33 Tahun 2004, serta 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenllmg Keuangan Negru:a dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenllmg Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional telah menetapkan penggunaan pendekatan 
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penganggaran berbasis preslasi ke!ja atau kinelja dalam proses peyusunan 

anggaran. Penganggaran berbasis kine!ja (PBK) merupakan suatu 

pendeketan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinelja atau 

prestasi kelja yang ingin dicapai. Beberapa penulis menggunakan islilah 

yang berbeda untuk penganggaran berbasis kinelja ini. Hatry ( 1999) 

menggnnakan istilab penganggaran berbasis basil (results-based budgeting), 

sedangken Osborne dan Gaebler (1992) menggnnakan istilah penganggaran 

untuk basil (budgeting for results). Untuk selanjutnya, dalam tesis ini 

dignnakan istilah penganggaran berbasis kinerja yang disingkat PBK. PBK 

dapat dikatakan merupakan hal barn karena pusat perhatian diarahk:an pada 

outcome dan mencoba untuk mengbubungken alokasi sumber daya """""" 

eksplisit dengan outcome yang ingin dicapai (Ha:try, 1999). Dellnisi PBK 

yang diungkapkan oleh Negara Bagian Maine, Amerika Serikat dalam 

Smith {1999) adalah bahwa anggaran kinerja mengbuhungken pengeluanm 

dengan basil. PBK mengalakasikan smuber daya didasarkan pada 

pencapaian outcome yang dapat diulrur se<;ara spesifik. Outcome 

didefinisikan melalui proses perencanaan strategis yang mempertimbangken 

isu kritis yang dibadapi lemba,'3, kepebilitas lembaga, dan masnkan dmi 

stalr£holder. 

Sebelum dikelnarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahnn 2003 

tentang Keuaognn Negara dan Undang-undaog Nomor I TahWl 2004 

tentang Perbendaharaan Negam, penyasunan anggaran menggunakan 

pendekatan tra.disional yang mana hanya berorienmsi pada input, bukan 

Universitas Indonesia 
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output Sebagai oontoh pada periQde beJjalan, suatu unit kerja meminta 

kenaikan jumlah anggaran pendapalan karena inflasi, maka metoda 

penyusunan anggaran yang berorientasi input dan menentnkan kenaikan 

anggaran berdasarknn inflasi atau perubahan harga seperli itu 

disebut incremental budgeting. 

Traditional budget didomlnasi oleh peoyusuoan anggaran yang 

bersifat litre-item dan J"'ncrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran 

yang hanya mendasarknn peda besamya realisasi anggaran tahun 

sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar terhadap 

anggaran bam. Hal ini seriugkali bertentangan dengan kebutuhan riil dan 

kepeotingau masyarakat. Performance budget pada dasamya adalah sistem 

penyusuoan dan peogelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian 

basil atau kineJja. Kinerja tersebut harus mencermlnknn efisiensi dan 

efektivitas pelayanan publik, yang berarli ha:rus berorientsi kepeda 

kepentingan publik. 

Setelah terjadl krisis keuangan, administrntor negata metel 

memikirkan kembali proses penganggaran secara serius. Perubahan dalam 

pola pikir ini akhbmya mengbasilknn penerbitan Undang-Undang 1712003 

mengenai Keuangan Negara, yang mengubab standar yaitu, belanja rutin 

dan pembangunan dan mengunsolidasikannya menjadi satu anggaran 

bersama. Undang-undang ini pun memperkenalkan perencanaan 

pengeluaran jangka menengab dan konsep pengganggaran berbasis kinelja. 

Universitas Indonesia 
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Perbedaan antara metode tradisonal dengan metode baru adalah 

sebagal berikut: 

Tabel 1. Tabel perbandingan Metode Angganm 

ITEM PBK TRADISIONAL 
Singkatan dari Pengganm Berbasis Kinerja Kinerja Berbasis Anggaran 

Arti Anggaranlah yang di;'Usun Kinerjalah yang diubah-
sesnal dengan beban target ubah sesnal dengan 
kinerja terlenlu ketersediaan anggarnn yang 

ditetapksn dalam plafon 
angganm belanja 

Pendekatan baru dalam sistem angganm publik tersebut cenderung 

memiliki karakteristik umum sebagai berikut: 

1. Komprebensif atau komparatif 

2. Terintegrasi dan lintas deportemen 

3. Proses pengambilan Jreputusan yang rasional 

4. Berjangka panjang 

5. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas 

6. Analisis toral cost dan benefit {terma:mk opportunity cost) 

7. Berorientasi input, output, dan ouroome (value for money), bukan 

sekedar input. 

8. Adanya pengawasan kineija. 

Pengangganm merupukan rencana keuangan yang secara sistimatis 

menunjukksn alokasi sumber daya mannsia, material, dan sumber daya 

lainnya. Berbagai variasi dalam sisrem penganggaran pemerintah 

dikembangksn untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian 
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keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan 

pertangguogjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kineija 

diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alai pengukuran dan 

pertanggungjawaban kineija pemerintah. 

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penga.'lggaran bagi 

manajemen untuk. m~ngaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam 

kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, tennasuk 

efisiensi dalam pencapaian basil dari keluaran tersebut Keluaran dan basil 

tersebut dituangkan dalam target kiueija pada setiap unit keija Sedangkan 

bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program, diilmti dengan 

pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. 

Program pada anggaran berbasis kiueija didefinisikan sebagai 

inslnnnen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akao 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk: mencapai sasaran dan 

tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordiuasikan oleh instansi pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai 

cara untuk. mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari 

rencana kerja tahunan yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan 

anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja 

Dewasa ini perencanaan pembangunan menghadapi tantangan berat, 

bukan saja karena perkembangan lingkungan stratejik domestik dan 

internasional mengbadapkan batasan-batasan terhadap kiprah perencanaan 

dalam mendorong pembangunan masa depan yang lebih baik, tetapi juga 
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berkembang anggapan bahwa lembaga perencanaan pembangunan tidak 

diperlukan, karena keberadaannya selama ini banya memperpanjang jalur 

alokasi sumber-sumber yang bukan merupakan tanggung jawabnya, dan 

Ielah menimbulkan dampak negatif dalrun peningkatan efisiensi anggaran. 

Dan dikala masyarakat mengberapkan Inalllliemen pemerintahan dapat 

mengembangkan kebijakan yang efektif dalam mewujudkan pemuliban 

perekonomian dan mend<Jrong bangkitnya kembali pembangunan di seluruh 

tanah air, perencaoaan pembangunan bel urn juga menggemakan suatu irama 

yang membangkitkan. 

Mengbadapi tantangan-tantangan tersebu~ di srunping sistem 

perencanaan harus mampu mendayagunakan pe~ sumber-sumber 

yang tersedia secara optimal, juga adalah mengembangkan kebijakan­

kebijakan yang inovatif yang mendorong transformasi ekonomi daerab 

berbasis sumber daya setempel 

Dalam hubungan perencanaan pemhangunan, bal itu mempunyai 

makna behwa lembaga-Iembaga atau unit perencanaan pemhangunan pusat 

atau daerab memiliki degree of freedom tertentu untuk mengembangkan 

dan menawarkan rencana kehijakan yang bersasaran mengopti.malkan 

pemllllfilalan keunggulao kompamtif dan peningkalan keunggulan 

kompetitif yang ada dl dsemh. Dengan kebijakan seperti i!ulab terbentang 

tantangan-tantangan Iuas untuk mengernbangkan potensi-potensi lokal 

melalui pengembangan berbagai langkab kebijakan inovatif yang dapat 

mendorong akselerasi perkembangan dan pembangunan. Seearn implisit bal 
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iru juga mengandung arti bahwa relokasi sumber-sumber dari suatu daerah 

lee daerah lain akan mendorong perkembangan di daerah bersangketan, yang 

pada gilirannya akan meningkatkan permintaan efektif dari daerah tersebut 

serta mendorong arus permintaan peda daerah lainnya, sebingga terjadi 

peningkatan kemajuan pada kedua daerah. 

Jones dan PendlebUI)' (2000) menjelaskan bahwa anggaran 

menyediakan hubungan penting anmrn perencanaan dan pengendalian. 

Peran perencanaan dinyatalcan dalam bentuk input yang diperlakan nntuk 

menjalanken aktivitas yang direncanakan. Peran pengendalian dilakakan 

dengan mempersiapkan anggaran dengan suatu cru:a yang memperlihatkan 

secara jelas masakan dan sumber daya yang dialokasikan kepeda individu 

atau departemen antuk melaksanakan rugas yang mcnjadi tanggnng 

jawabnya. Pengendalian dapat dilakakan dengan membandingkan basil 

yang dianggarkan dengan basil yang diperoleh untuk menjamin bahwa 

tingkat pengeluaran iidak dilampaui dan tingkat aktivitas yang direncaoakan 

tercapai. 

Maddox (1999) menjelaskan pengeodalian adalah suaru prose.• 

melalui mana man!\iemen suatu organisasi membuat keyakinan yang 

beralasan bahwa •umber daya digunakan secara efekiif dan ellsien untuk 

mencapai misi dan rencana organisasi, pelaporan keuangan andal, dan 

kebijakan, hukum, dan peraturan yang relevan diikuti. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahnn 2003 mengamanatkan perobeban­

pernbahan knnci tentang penganggaran sebagai berikut: 
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l. Penerapan pendekalan penganggaran dengan perspektif jangka 

menengah 

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan 

kerangka yang menyeluruh, meningkatlrnn keterkailan anmra proses 

perencanaan dan penganggaran., mengembangkan disiplin fiskal, 

mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, 

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada inslansi 

pemerintah dengan pemberian peiayanan yang optimal dan lebih 

efisien. 

Dengan melaknkan proyeksi jangka menengab. dopat diknrangi 

ketidakpastian di masa yang akan datang dalarn penyediaan dana 

untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatifkebijakan baru, dalam 

penganggaran tabunan. Pada saat yang sama, barus pula dihitung 

implikasi kebijakan barn tersebut da1arn konteka keberlanjnlan fiskal 

dalarn jangka menengah. Cam ini juga memberikan peluang untuk . 
melakukan aealisis apaksb instaasi pemerintab perlu melalrukan 

pembahan terbadap kebijakan yang ada, tennasuk mengbentikan 

program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan beru 

dapat diakomodasikan. 

2. Penerapan penganggaran secara terpadu 

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instaasi pemerintab disusun 

secara rerpadu, rermasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan 

enggaran belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yeng 
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diperluklln sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa 

penganggaran menjadi lebib transparan, dan memudabkan 

penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. 

Dalarn kaitan dengan menghitung biaya input dan menakslr lcinerja 

program, sangat penting untuk memperthnbangkan biaya secara 

keseluruhan, baik yang bersifat investasi manpun biaya yang bersifat 

operasional 

3. Penerapan penganggaran berdasarkan lcinerja 

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator lcinerja sebagai 

bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. 

Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam 

pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan 

keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. 

Rencana kerja dan anggaran (RKA) yang disusun berdasadmn prestasi 

kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besamya 

dengrm menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, 

program dan kegiatan instansi pernerintah harus diarabkan untuk 

meneapai basil dan keluaran yang telah ditetapklln sesuai dengan 

Rencana Kerja Tahunan (RKT). 

Departernen Hukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertugas membantu Presiden 

dalarn menyelenggarakan sebagian urusan pemerintaban di bidang hukum 

dan hak asasi rnanusia (Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005). Sebagai 
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lembaga pemerintah yang menyediakan jasa pelayanan hukum dan hak asasi 

manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 

I Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelakaanaan, dan kebijakan 

teknis di bldang hukum dan hak asasi manusia 

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya 

3. Pengelolaan barang mililr/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawabnya 

4. Peegawasan alas pelaksanaan tugasnya 

5. Penyampaian laporan hasil evalnasi) saran dan pertimbangan di 

bidang tugas dan fungainya kopada Presiden. 

Berdasarkan fungsi di atas, maka Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia membawahi beberapa Unit Eselon I yang menangani bidang 

hukum dan hak asasi manusia yang terdiri dari: 

L Sekretariat Jenderal 

2. lnspektoral Jenderal 

3. Direktorat Jendera! Peraturan Perundang-undangan 

4. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

5. Direktural Jenderal Pemasyarakatan 

6. Direktorat Jendera! lmigrasi 

7. Direktorat Jendera! Hak Kekayaan Intelektual 

8. Direktorat Jenderal HAM 

9. Badan Pembinaan Hukum NasionaJ 
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10. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum 

dan HAM. 

Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM 

mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, koordinasi penyusunan 

rencana dan anggaran, pengorganlsasian. ketatalaksanaan serta evaluasi dan 

penyusunan laporan Departemen berdasarkan peraturan perundang­

undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Hukum dan HAM, 2005). 

Biro Perencanaan melaksanakan fungsinya sebagai Biro dalam 

menyusun perencanaan program dan anggaran Departemen dengan 

mekanisme kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan. Mekanisme penyusunan dilakukan berdasarkan ketentuan yang 

ditetapkan dari Direktorat Jenderal Anggaran melalui alat aplikasi RKA-KL 

(Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga). Dalam penyusunan 

perencanaan penganggaran tersebut dilaksanakan berdasarkan pagu yang 

ditetapkan oleh Departemen Keuangan. Lebih lanjut mengenai mekanisme 

ke~a penyusunan anggaran akan dibahas pada Bah ll. 

Dalam proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan, tiap-tiap 

satuan kerja memberikan usulan terbadap program kegiatan yang akan 

dilakBanakan setiap tahunnya. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh 

setiap satuan kerja dalam mengajukan usulan pelaksanaan program kegiatan 

antara lain berupa perubahan kebijakan terhadap organisasi yang secara 

keseluruhan akan mempengaruhi tu~r.s pokok dan fungsi serta keterbatasan 

alokasi anggaran yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan yang didasarkan 
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kepada tugas pokok dan fungsi belum berorientasikan kepada output. Dasar 

penetapan alokasi anggaran hanya memporhitungkan biaya kegiatan yang 

telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan memperbitungkan angka 

inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Akibat proses perubahan kebijakan Pemerintah terhadap sistem 

perencanaan dan keuangan berdampak pada perubahan terhadap struktur 

organisasi sehingga mengakibatkan perubahan terhadap mekanisme 

pelaksanaan tugas pokok dan fungai. Perubahan tersebut yaitu penyusunan 

perencanaan yang berbasis anggaran kine!ja yang merupakan bagian dari 

sistem penganggaran yang bersifat unified budgeting. Sebelum adanya 

kehijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan 

penyusunan anggaran dilaksanakan oleh 2 unit organisasi yaitu Biro 

Perencanaan yang bertugas menyusun anggaran rutin dan Biro Keuangan 

yang bertugos menyusun anggaran pembangunan. 

Sebelum adanya perubehan kebijakan tersebut, selama ini Biro 

Perencanaan hanya mengelola anggaran pembangunan. Pengelolaan 

anggaran pernbangunan ini hanya bersifat kegiatan-kegiatan jangka pendek. 

Sejalan dengan perubahan tugas pokok dan fungsi tersebut menyebabkan 

penyusunan proyeksi anggaran, balk yang bersifat rutin dan pembangnnan 

sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan disarnping itu 

h8l'\IS tetap memperharikan keselarasan pelaksanaan kegiatan terhadap 

pencapaian visi dan misi. 
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Sebagaimana yang tcrtuang dalam Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Hukum dan HAM sebelumnya yang diatur dalam Keputusan 

Menteri Kebakiman dan HAM nomor M.04.PR.07.10 tahun 2004 tentang 

Organisasi dan Tata Ke!ja Departemen Kehakiman dan HAM, tugas pokok 

dan fungsi Biro Keuangan salah satunya adalah penyusunan anggaran 

Departemen. Sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Undang­

undang nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan Undang­

undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional maka tugas pokok penyusunan anggaran tersebut dialihkan kepada 

Biro Perencanaan, mengingat implementasi Undang-undang tersehut diatas 

mengisyaratkan terpusatnya penyusunan program dan anggaran. 

1.2. Rumusan Masalah 

Pernbahan kebijakan Pemerintah dalam penerepan sistem perencanaan 

nasional dan sistem keuangan negara, menyebabkan tugas pokok dao fungsi 

Biro Perencanaan mengalami perubaban yang signifikan sehingga 

perubaban tersebut harus dapat diimplementasiken oleh setiap bagian di 

lingkungan Biro Perencanaan. 

Yang menjadi pokok permasab!han adalah sebagai berikut: 

I, Apakab penyusunan anggaran di lingkungan Bagian Penyusunan 

Program dan Anggaran Departemen Hukum dan HAM Republik 

Indonesia sudah melaksanakan sistem penganggaran berbasis kine!ja? 

2. Faktor-fuktor apa yang menjadi bambatan dalam penyusunan 

anggaran Departernen llukum dan HAM? 
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1.3. Thjuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

I. Untuk melihat sejauh mana pclaksanaan penyusunan anggaran 

berbasis kinerja di lingkungan Departemen Huknm dan HAM 

2 Untuk melihat faktor-faktor yang menjadi bahan penetapan kebijakan 

perencanaan penyusunan program dan anggaran di 1ingkungan 

Departemen Huknm dan HAM. 

1.4 Manfaat Thoritis 

Sebagai sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap 

perencanaan dan penganggaran di lingkungan Departemen Huknm dan 

HAM. 

1.5 Manfaat l'raktis 

Sebagai masukan sebagai bahan rekomendasi kebijakan penyusunan 

perencanaan dan penganggaran bagi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal 

Departemen Huknm dan HAM 

1.6. Rnang Lingkup 

Untuk itu penelitian dibatasi pada analisis peranan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Biro Perencanaan dalam penyusunan program dan 

anggaran Departernen Huknm dan HAM guna meningkatkan kualitas 

perenCliDllaD pada instansi vertikal dalam menduknng pencapaian tugas 

pokok dan fungsi Departemen Huknm dan HAM di baik pusat maupun 

daerah. 
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L7. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

BABI PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, pokok 

permasalahan, tujuao penelitian., manfaat penelitian, ruang 

lingkup, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini akan diuraikan tinjauan teori tentang Mekanisme 

Penyusunan Anggaran, Pengertian Perencanaan, Siklus 

Perenca~ Kebijak:ac Pemerintah, yang mempunyai 

hubungan yang relevan dengan topik penelitian. 

BAB ill METODE PENELITIAN 

BabiV 

Bab ini akan membabas mengenai metode Penelitian yang 

dignnakan dalam penelitian ini mulai dari pendekatan penelitian, 

Sumber data dan Instrumen Penelitian, Proses Pengumpulan 

Data, serta Proses Analisis Data. 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, ANALISIS 

DAN PEMBAHASAN HASIL PENEL1TIAN 

Dalam bah ini diuraikan mengenai basil penelitian yang 

menggnnakan teknik wawancara dengan pihak-pibak yang 

terkait dengan kegiatan perencanaan dan melaknkan 

pengamatan melalui teknik Participant abserver terhadap 

penyusunan anggaran serta studi dokumentasi dengan 
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mempelajari dan mengamati dokumen berupa buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, serta literatur mengenai 

pengelolaan anggaran. Juga menganalisis permasalahan dan 

hambatan-hambatan yang ada sehlngga dapat ditentukan strategi 

dalam penyelenggaraan penyuStman program dan anggaran yang 

lebih baik pada Sekretariat Jenderal Departemen Hokum dan 

Hk\f. 

BAB V KESIMPULANDAN SARAN 

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran atau rekomendasi serta keterbatasm peneUtian. 
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BABD 

TINJAUAN l'USTAKA 

2.1. l'enyusunan Anggaran 

Salah satu cici yang menunjukan rencana berorientasi pada 

pelaksanaan adalab adanya hubungan yang erat dcngan 

peoganggaranlpenyusunan anggll!".m. Keadaan ini merupakan cerminan 

babwa yang direncanakan mendapatkan kepastian akan peoyediaan 

anggarannya. Dalam kegiatan perencanaan dan peoyusunan anggaran perlu 

"terciptanya keserasian hubungan keJjasama antar unit perencanaan dan unit 

penganggaran" (Bintoro Tjokroamidjojo : 167). Kegiatan penyusunan 

anggaran tidak dapat dlpisabkan dengan kegiatan perencanaan. M. Arief 

Djamaluddln (1982 : 39) antara lain mengemukakan babwa perencanaan, 

pembuatan program dan anggaran dari suatu organisasi merupakan satu 

kesatuan yang bulat dan tidak dapat terpisabkan. Dalam bukunya itu antara 

lain dlsiratkan babwa perencan.aan, pembuatan program dan penyusunan 

anggaran merupakan kegiatan terpadu dalam fungsi-fungsi manajcmen. 

M. Suparmoko (1997 : 49) memberikan pengertian anggaran sebagai 

suatu daftar atau pernyatuan yang terperinei tentang penerirnaan dan 

pengeluaran negara yang dlbarepkan dalam jangka waktu tertentu. 

Anggaran (singkatan dari anggaran keuangan atau anggaran peodapatan dan 

belanja) ialab reneana yang lua.s yang dlnyatakan dengan angka-angka nang, 

dengan mana suatu reneana keJja untuk jangka waktu tertentu dicapai. Lebih 
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lanjut T.M. Siahaan (1973 16) menyebutkan prinsip-prinsip anggaran 

sebagai berikut: 

l. Prinsip keselw:uhan (comprehensiveness), dimana anggaran yang 

disusun barns mencakup semua aktifita.s keuangan organisasi 

2. Prinsip kesatuan (unity), dimana anggaran disustm dengan angka­

angka bruto haik untuk pendapatan rnaupun pengeluaranfhelanja 

sehingga mencerminkan kebulatan 

3. Prinsip perincian (specificatf""), di mana anggonm disusun secara 

terperinci sehingga jelas roocana keJja dan akibat-akibat keuangannya 

4. Prinsip kecermatan (accuracy), dimana anggaran barns diperkiraken 

secara cermat Prinsip ini juga mempermudah pelaksanaan dan 

meningkatlrnn efisiensi 

5. Prinsip kctcrbukean (transparancy), dimana anggaran yang disusun 

barns dijelaskan kepada rakyat dan mudah dipohami. 

Menurut Munandar (2000 : 1), budget (anggaran) ialah suatu rencana 

yang disusun secara sistematis, yang meliputi selw:uh kegiatan perusabaan, 

yang <linyatakan dalarn uult (kesatuan) mcneter berlaku untukjangka wa1ctu 

(perinde) terlentu yang akan datang. 

Dari pengertian tersebut diata.s, dapat diketahui babwa suatu budget 

mempunyai empat unsur, yaitu: 

l. Rencana, ialab suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktifitas atau 

kegiatan yang aken dilakukan di wa1ctu yang akan datang 
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2. Meliputi selurnh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan 

yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada di dalam 

perusahaan 

3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat 

diternpkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka rngam 

4. Jangka waktu tertentu yang aknn datang, yang menunjuk!<an bahwa 

budget berlakunya untuk masa yang aknn datang. 

Selanjutaya Munandar (2000: I 0) mengatukan ada liga kegauaan 

pokok budget, yaitu: 

I. Sebagai Pedoman kerja Budget berfungsi sebagai pedomau kerja dan 

memberikan arab serta sekaligus memberikan target-target yang barus 

dicapai oleb kegiatan-kegiatan perusahaau diwaktu yang akan datang. 

2. Sebagai alai pengkoordinasian kelja 

Budget berfungsi sebagai ala! pengkoordinasian kelja agar semua 

bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat soling 

menunjang, saling bekerjasama dengan baik, untuk menuju kesasaran 

yang telah ditetapkan. Dengan damikian kelancarnn jalannya 

perusahaan aknn lebih teljamin. 

3. Sebagai alat pengawasan kerja. 

Budget berfungsi pula sebagai tolok ukur, sebagai ala! pembanding 

untuk menilai realisasi kegiatan perusabaan nanti. Dengan 

membandingklm antara apa yang tertuang di dalam budget dengan apa 

yang dieapai oleb realisasi kerja perusahaan, dapat1ah dinilai apakah 
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perusahaan telah sukses bekerja ataukah kunmg sukses bekerja. Dari 

perbandingan tetsebut dapat pula dike!ahui sebab-sebeb 

penyimpangan antara budget dengan realisasinya, sebingga dapat pula 

dike!ahui kelemahan-kelernahan dan kekuatan-kelruatan yang dimilild 

perusahaan. Hal ini ukan dapat dipergunukan sebagai bahan 

pertimbangan ynag sangat betguna un!uk menynsun rencana-rencana 

(budget) selanjulnya secara lebih matang dan lebih akurat. 

Dalam kaitannya dengan penganggaran (budgeting) Munandar (2000 : 

16). mengatukan bebwa yang dimaksud dengan budgeting ialah proses 

kegiatan yang mengbasilkan budget tersebut sebagai basil kerja (outpUt), 

serta proses kegiatan yang herkaitan dengan peluksanaan fungsi-fungsi 

budget, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengkootdinasian kerja dan 

alat pengawasan kerja. Secara lebih terperinc~ proses kegiatan yang 

tercukup dalam budgeting tersebut antara lain: 

1. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menynsun 

budget. 

2. Pengolahan dan peaganalisaan data dan inform""i tersebut untuk 

mengadukan taksimn-taksimn dalam rangka menynsun budget. 

3. Menynsun budget serta menyajikannya secara teratur dan sistematis. 

4. Pengkootdinasian pelukaanaan budgeL 

5. Pengampulan data dan informasi un!uk keperluan pengaw...a kerja, 

yaitu untuk mengadakan penilaian (evaluasi) terbadap peluksanaan 

budget. 
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6. Pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan 

interpretasi dan menrperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam rangka 

mengadakan penilaian ( evaluasi) terbadap keJja yang telab 

dilaksanakan, serta menynsun kebijakan-kebijakan sebagai tindak 

lanjut dari kesimpulao tersebuL 

Pemerintab mempunyai peranao penting dalam pengendalian 

perekonomian di dalam suatu Negara, oleh karena itu Pemerintab 

menjalaokao fungsi anggaran sebaga.imana yang disebutkan oleh Aronson di 

dalam bukunya Public Finance (1985), seeara rinci menjelaskau 

pendapalnya tentang fnagsi-fungsi anggaran. yang diuraikan sebagai 

berikut: 

I. Budgets help us control the size of government. Without well­
defined budget proceduru that require legislative action, we might 
lose our abilil)l to limit the level of public spendiJW (Some people, af 
course, argue that even with current budgeting procedures public 
spending that become uncontrollable). 
2. Budgeting also improves the accountabilil)l, management, aud 
planning of public sector activities. Formal budgeting and 
accounting technique can be used to sheck on wether or not money 
has been used in the way prescribed by the people of the communil)l 
and the legislature. Bureaucrats and elected officials who abuse their 
power can be embrassed by anditors whose job it is to assure us that 
public fimds are spent legality If not effoctively. 
3. The budget is also a planning tooL If forces people to compare the 
benefits of various projecJs with the coc/s of such projects and may 
therefore put such people in a better position to make wisw decisions. 
Modern budget procedures also contain projections of expenditures 
and revenues, and as long as these estinuues are. thought of as 
projections rather than forecasts of the future they too can improve 
people's understauding of the long-run implications of a decision. 

Berdasarkan uraian Aronson di alas, disehutkan bahwa dengan 

anggaran dapat membantu mengendalikan besamya suatu Pemerintahan. 
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Tanpa dirumuskan dengan benar prosedur anggaran yang mengilrutsertakan 

pihak legislatif tersebut, maka kita akan kebllangan kemampuan untuk 

membatasi tingkat pengeluaran publik. (Banyak orang berpendapat, babwa 

walaupun dengan menggunakan prosedur anggaran yang terbaru, 

pengeluaran akan tetap tidak terkontrol}. 

Anggarnn juga dapat meningkatkan akuntabi!itas, manajemen dan 

perencanaan pada aktivitas sek"tor publik. Anggaran formal dan tekuik· 

tekuik akuntansi dapat digunakan oleh masyarakat dan legislatif untuk 

menguji, apakab uang telab digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkatL Birokrat dan pejahat yang dipilih apabila menyalahgunakan 

kakuasaannya akan diparmalakan oleh pameriksa (auditor) yang 

mempunyai tugas memberikan keyakinan kepada kita, bahwa dana 

masyarakat dibelanjakan seeara legal. 

Dan anggaran itu sendiri merupakan alat perencanaan. Hal itu 

memberikan kemampuan pada masyarakal untuk membandingkan 

keuntungan dari proyek-proyek dengan biayanya, dan akan memposisikan 

masyarakat pada tempat yang baik dalam membuat keputusan yang lebih 

luas. Prosedur anggaran modem berisi proyeksi dari pendapatan dan 

pengeluaran, dan sepanjang anggaran belanja itu memungkinkan untuk 

diproyeksikan dari perkiraan dimasa akan datang, akan dapat meningkatkan 

kemampuan pengertian masyarakat terhadap implikasi keputusan jangka 

panjang. Dengan keta laia, babwa anggamn dapat berfungsi sebagal alai 
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kontrol atau pengendalian dan pengawasan, juga sebagai alat 

pertanggungjawabanlakuntahilitas serta sebagai alai perencanaan. 

Dari uraian tersebut dapat disarikan bahwa fungai anggaran sebagai berikut: 

I. Pengendali pemerintab dalam penggunaan dana publik. 

2. Sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas, kemampuan rrnllllljemen 

dan perencanaan. 

3. Sebagai alai kontrol bagi Jegislatif dan rakyat. 

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi uiama 

(Mardiasmo : 63), yaitu sebagai alat perencanaan (planning tool), alat 

pengendalian (control tool), alat kebijakan fiskal (fiscal tool), alat politik 

(political tool), alat koordinasi dan komunikasi (coordination and 

communication tool), alat penilaian kinerja (performance measurement 

tool), alat motivosi (11Wtivation tool), ala! untuk meneiptakan ruang publik 

(public sphere) 

2.2. Pengertian Perencanaan 

Perencanaan merupakan salah satu fungai organik manajemen. 

Sebagai salah satu fungsi organik manajemen, pereneanaan merupakan 

kegiatan yang mutlak untuk dilakokan oleh setiap organisasi karena 

merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan. Bintoro 1jokroamidjojo 

(1996 : 12) mengemukakan pengertian perencanaan antara Jain sebagai 

berikut: 
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L Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses 

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaknkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

2. Percncanaan adalah suatn cara bagaimana mencapai tujuan sebruk­

baiknya (maximun output) dengan sumber-sumber yang ada supaya 

lebih efisien dan efektif 

3. Perencanaan adalah penentrnm tujuan yang akan dicapai atan yang 

akan dilaknkan, bagalmana, bilamana, dan oleh siapa_ 

Dengan adanya kegiatan perencanaan akan diperoleh alau dihasilkan 

kegiatan-kegiatan sitematis yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Oleh karenanya, kegiatan 

percncanaan mcmegang peranan yang signifikan bagi keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi. Mengenru arti pentingnya melakakan kegiatan 

perencanaan Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan sebagai berilrut: 

I. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan 

kegiatan, adanya padoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 

ditujakan kepnda pencapaian tujuan pembanganan 

2, Dengan percncanaan maka dilaknkan suatu perkiraan (forecasting) 

terhndap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan 

dilakakan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek 

perkernbangan telapi juga mcngcnai hambatan-hambatan dan risiko­

risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengnsahakan supsya 

ketidakpastian daPal dibatasi sedikit mungkin 
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3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilill berbagai 

altematif rentang cara yang terbaik (the best alternative) atau 

kesempatau untuk memilih kombinasi eata yang terbaik (the best 

combinarion) 

4. Dengan perenoanaan dilakukan penyusunan ska!a prioritas. Memilih 

urut-urutau dati segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun 

kegiatan usahanya 

S. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengnlruran ataa 

standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi (control 

evaluation).(Bintoro Tjokroamidjojo, 1996:9) 

Kegiatan perencanrum akan mengbesilkan rencana, yang merupakan 

dokumen resmi dan m"'liadi bentuk kebijakan serta pedoman dalam 

pelaksanaan operasionalnya RenCWlll sebagai basil dati kegiatanlproses 

perencaan merupakan bentuk kebijakan yang barns <finYuk dalam mencapai 

sasaran organisasi dan penetapeo prosedur terbaik untuk mencapaioya. 

Selaio itu dengan adanya reneana akan dimungkinkan (James A.F. Stoner & 

Charles Waakel, 1993 : 22) organisasi memperoleb serta mengikat 

sumberdaya yang dipernkan untuk meneapal tujuan sebagai berikut: 

I. Anggota organisasi melanjutkan rangkaian kegiatan yang konsisten 

dengan tujuan dan prosedur yang telah ditetaPkan 

2. Kemajuan ke arah peneapaian tujuan dapat dipantau dan diukur 

sebingga tindakan perbaikan dapat diambil bilamana kemajuan tidak 

dapat dieapai. 
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Sedangkan Sondang P. Siagian (1986 81 - 84) lebih lanjut 

menyebutkan ciri-ciri rencana yang baik yaitu: 

l. Rencana harus mempermudab pencapaian tujuan 

2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang benar-benar memallami 

tujuan organisasi 

3. Rencana hams diseruU olel:t suatu perincian yang 1eliti 

4. Rencana hams bersifut sederhana 

5. Rencana barus luwes. 

Lebih Janjut Stoner (1993 : 130) juga mengemukakan bahwa rencana 

dapat diuraikan menjadi dan jenis utama,. yaitu: Rencana strategis yang 

dirancang untuk mencapai tujuan organisasi =ra keseluruban; dan 

rencana operasional yang memberikan rincian tentang begaimana rencana 

strategis itu dilaksanakan. 

Sedangken LAN (1985: 31) mendefinisiknn perencanoan sebagai 

berikut: 

I. Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. 

2. Proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat 

pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan. 

3. Usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan 

untuk memajukan perl<embangan tertentu. 

Dari berbagai definisi perencanaan di alas, dapat dilihat bahwa 

perencanaan meliputi penetapan tujuan dan sasaran organisasi, cara-cara 
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atau kegiatan·kegiotau untuk menellpai tujuan dan sasaran tersebut, terkait 

dengan lingkungan organisasi di masa depan, dan menghasilkan dokumcn 

tertulis yang disebut rencana, 

Perencanaao adalah keputusan untuk masa yang akan datang, apa 

yang dilakukan, bilamana akan dilakukan dan siapa yang melakakan, 

Sekalipun waktu yang akan datang jarang dapat diperkitukan secara tepa!, 

terutama fakto!'faktor diluar jangkauannya, tetapi dengan proses intelektual 

parencanaan dibarapkan dapat mendekati kebenaran, Hal ini al:as 

pertimbangan bahwa keputusan hams berdasarkan atas maksudltujuan 

organisasi pengetahuan dan petkiraan yang diperbitungkan. Jelasnya bahwa 

perencanaan dimaksudkan untuk mernperoleh sesuatu dahun waktu yang 

akan datang dan usaha eara efektifuntuk pencapaiannya, 

Menurut Conyers dan Hills (1990), de!inisi perencanaan adalah 

sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mCDCllkup keputusan· 

keputusan atau pilihan berbegai altematif penggunaan sumber daya untuk 

mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan dataug. Berdaaarkan definisi 

tersebut berarli ada 4 (empet) elemen dasar perencanaan yaitu: 

1. Merencanakan berartl mernilib. 

Peren=aan merupakan proses mernilih diMtara berbagai kegiatau 

yang diingiukan karena tidek semua yang diinginkan dapat dilakukan 

dan dicapai pada saat yang bersamaan. Hal ini mengisyaratkan babwa 

hubungan antara perencanaan dengan proses pengambilan keputusan. 

2. Peren=aan merupakan alat alokasi sumber daya. 
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Sumber daya yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang 

dianggap berguna dalam pencapaian tujuan tertentu. PerencanJUllt 

mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana 

penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya 

3. Perencanaan mempakan alat pencapaian tujuan. 

Konsep perencanaan sebegai alat untuk pencapaian tujuan muncul 

berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu 

masalah yang sering dibadapi oleh seol'llllg perencana adalah behwa 

tujuan mereka didefurlsikan kurang tepa! atau sering kali tujuan yang 

ditetapkan oleh pimpinan. 

4. Perencanaan untuk masa depan. 

Salah satu elemen penting dalam perencanaan adalah elernen waktu. 

Tujuan dalam perencanaan dirancang untuk dicapai di masa yang aksu 

datang, oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan. 

Perencanaan mernpunyai banyak manfaat antara lain adalah: 

L Membantu manajemen untuk menyesuai.kan diri dengan perubahan· 

perubaban lingkungan 

2. Membantu dalam kristalisasi penyesuaian pade masalah-masalah 

utama. 

3. Memungkinkan manajer memahami keseluruban gambal'llll operasi 

lebibjelas 

4. Membantu penempatan tanggungjawab Jebih tepa\ 

S. Memberikan cru:a pemberian perintah untuk beroperasi 
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6. Memudahkan dalam melalrukan koordinasi diantara berbsgai bagian 

organisasi 

7. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipubami 

&. Meminimumkan pekeljaan yang tidak pasti 

9. Menghemat waktu, usaha dan dana. 

Menmut Duncan (1996), perencanaan strntegis adall:h suatu proses 

yang digunakan untuk menelaab pengembangan dan situasi dalam hal lata 

cara pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Hasil dari 

perencanaan strntegis sendiri adalah rencana dan strntegis. Filosofi yang 

menghubungkan perencanaan strntegis dengan keputusan pelaksanaan rutin 

organisasi dalam pengelolaannya, disebut manajemen sttategis, sehingga 

dapat disimpulkan babwa perencanaan strntegis merupakan bagian dari 

manajemen strategis. 

2.3. Formantiug, Implementing dan Evaluatiug 

Menurnt Wahyudi (1996), bahwa menajemen •trategi dapat diartikan 

sebagai suatu seni dan ilmu dari suatu perbuatan (formating), penernpan 

(implementing) dan evaluasi (evaluating) terbadap keputusan-keputusan 

strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi 

mencapai tujuan organisasi diirulsa mendatang. Dari pengertian tersebut, 

maka kemudian disimpulkan bahwa manlliemen strategis mengandung dua 

hal penting, yaitu: 

l. Manajemen strategik, terdiri atas tiga proses, yaitu: 
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a. Pcmbuatan strategis, meliputi pengembangan misi dan tujuan 

jangka panjang, pengidentlfikasian peluang dan ancaman dari 

luar serta kekuatan dan kelemahan orgailisasi, pengcmbangan 

alternatif strategi dan penentuan strntegi yang sesuai nntuk 

diadopsi. 

b, Penempan strategis.. meliputi penentuan sasa.ran-sasaran 

opernsional tahunan, kebijakan organisasi, memotivasi 

karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber daya agar 

strategi yang telah ditetapkan dapat diirnplementasikan. 

c. Evalnasi atau kontrol strategi, yaitu mencakup usaha-usaha 

untnk memotori seluruh basil-basil dari pembuatan dan 

penerapan strategi, termasnk di dalamnya mengnknr kinerja 

individu dan organisasi langkah-langkah perbaikan jika 

diperlnkan. 

2. Manajemen Strategik, memfukuakan pada penyatuan atau 

penggahungan aspek-aspek pemasamn, rise! dan pengembangan 

keuangan atau akuntansi dan prodnksi atau operasional dan 

produksinya dari suatu organisasi. 

Menurut Qjoko Wijono, manajemen strategis pada umumnya dibagi 

dalaru enam segmen utama yaitu: 

I. Analisis keadaan yang sedang berjalan. 

2. Memeriksa proses yang akan datang. 

3. Menyusun atau menunjnkan jalan yang akan datang. 
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4. Meletakan strategi dalam keJja. 

5. Pelaksanaan rencana strategi. 

6. Monitoring dao evaluasi pelaksanaao kegi.atan dan basil. 

Dalam pelaksanaan manajemen strategi.s ada tiga manfaat yang 

diperoleh organisasi (Djoko Wijono, 1999) yaitu: 

I. Konsistensi kegiatan. 

Manajemen strategis menyediakao kegiatan-kegiatan organisasi yang 

bersifat konsisten. 

2. Meningkatk:an kesadaran manajerial. 

Proses ~emen strategis menciptakan suatu pikiran yang 

berwawasan lingkungan, be1pildr dan berperi1alru proaktif. 

be~paodangao ke masa depan. 

3. Melibalkan semua tingkatan organisasi. 

Manajemen strategia memberikan pel\lllilg kepada semua aoggota 

organisasi untuk terlibat dalam proses maoajemen. Tidak haoya mendorong 

komitrnen, -retapi juga mengurangi resistensi atau perlawanan teiha<laP 

perubahan. 

Menurut Pearce da.; Robinson (1997) ada enam unsur man!\iemen 

strategis yang be1p0ngarub teihadap perencaoaan strategis, unsur-unsur itu 

udalah: 

I . Misi organisasi merupakao peruyataan Ulllum yang menguraikan 

pmdnk, pasar dan teknologi, yang digarap perusahnan yang 

mencemdakao nilai dan prioritas para pengambil keputasan. 
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2. Profil perusahaan menggambarkan kwalitas dan kwantitas sumber 

daya keuangan, manussia dan fisik perusahaan. 

3. Lingkungan eks!ernal perusahaan terdirl dari semua keadaan dan 

kekuatan yang mempengarubi piliban sirn!egi dan menentukan situasi 

persaingan. 

4. Analisa pililian sb:alegis merupakan proses penyaringan dimana 

dilakuknn penilaian secara simultan alas lingkungan ekslemal dan 

profil perusahaan sebingga memungkinkan perusahaan 

mengidentifikasi berbagai peluang interaktif yang mungkin menarik. 

5. Sasanm jangka penjang adalah basil yang diharapkan oleh suatu 

organisasi dalam kurun waktu beberapa tahun. 

6. Strategi umum adalab rencana umum dan menyelumb mengenai 

tindaksn-tindakan yang akan dilakuknn oleb perusahaan untuk 

meneapai sasaran jangka ponjangnya dalam suatu lingkungan yang 

dinamis. 

Pereneanaan sb:alegis bnkanlah tujuan dahun pereneanaan sb:alegis itu 

sendiri, tetapi semata-mata merupakan kumpulan konsep untuk membantu 

para peroimpin untuk membuat kepotusan panting dan melakukan tindaksn 

panting. 

Menurut Bryson (2003 : 54-81) ada 8 (de Iapan) langkab urutan proses 

pereneanaan strategis yaitu: 

I. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses pereneanaan strntegis. 

2. Mempeljelas mandai organisasi. 
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3. Mempeljelas misi dan nilai-nilai organisasi. 

4. Mcnilai lingkungan internal. 

5. Menilai liogkungan ekstemal. 

6. Mengidentifikasi isu stmtegis yang dihadapi organisasL 

7. Merumuskan stmtegi untuk mengelola isu~isu. 

8. Menciplakan visi organisasi yang efeklif dirnasa depan. 

Kedelapan Iangkah diatas menjaru pedoman dalam bertindak, melihat 

basil dan evaluasi, merupakan begian integral dari proses perencanaan, 

implementasi dan evaluasi. Sehingga dalam implementasi dan evaluasi 

suatu rencana stmtegis tidak hams menunggu proses ke delapan langkah 

tersebut selesai, tetapi beijalan bersamaan dengan proses perebuatan suatu 

reneana stmtegis. Perubaltan-perubeban dapat dialakukan selama proses 

tersebut beJjalan apabila memang benar-benar dibutuhkan untuk merespon 

lingkungan baik internal maupun ekstemaL 
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Penganggaran 

2.4. Faktor yang Mempengarubi Basil Pereneanaan dan Penyusuun 
Anggaran 

Sumberdaya manusia adalah semua kegialan manusia yang produktif 

dan semua potensinya wttuk memberikan sumbangan yang produktif kepada 

magyarakat" (Soeroto, 1986 : 4). Sumberdaya manusia atau pegawai 

merupakan salah satu W1SUf administrasi yang terpcnting apabila 

dibandingkan dengan unsur-wtSur administrasi yang lainnya. 

Sumber<hya manusia merupakan sumber terpenting yang mungkin 

dimiliki olen suatu organisasi (Sondang P. Siagian, 1982 : 6), oleh 

karenanya wajor bila perhatian utama ditujukan pada somber ini oleh 

organisasi dalam mencepai tujuannya. Tanpa tersedianya sumber daya yang 

cukup, haik kwantitas dan terutama kwalitasnya, maka W>Sur-WlSUf 
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administmsilpendukung lainnya tersebut kurnng dapat memberikan manfaat 

bagi keberbasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan 

demlkian dapat dikatakan bahwa dalam pancapaian tujuan organisasi akan 

mendapa!kan bambatan apabila sumberdaya manusia yang dirrrllikinya tidak 

memadai. Pegawai sebagai sumberdaya manusia yang bisa 

merancang/merencanak:~ memproduksi barang dan jasa, mengawasi mutu, 

memasarkan produ.k, dan mengalokasikan sumberdaya lainnya separti 

keuangao, data dan infurmasi, dan yang lebih panting adalab menentukan 

tujuan strategi orgatrisasi. 

Demlkian pula, ketersediaan sumberdaya manusia yang berkwalitas 

dan terompil serta profusional dalam kegiatan parencanaan dan penyasunan 

anggaran memiliki pernnan yang sangat panting dalam memperoleh 

kwalitas yang dibasiJkan yaitu rencana dan anggaran yang baik, serta dapat 

dipertanggnngjawabkan. Kondisi seperti inilab yang mendorong perlunya 

pangelolaan atau penanganan sumberdaya manusia secara sungguh-sungguh 

agar dapat "didayaganakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif 

dan efisien" (Prasetya lmwan, dkk, 1997 : 3). Pengelolaan sumberdaya 

manusia saat ini tidak hanya dilihat sebagai filktor produksi dengaa 

mengabaikan faktor yang lain, tetapi sebagai manusia dengan segala 

parmasalabannya yang kompleks. Sumberdaya manusia dapat menjadi aset 

yang berberga bila mempunyai produktivitas kerja yang tinggi, akan tetapi 

bisa menjadi beban organisasi bila tidak produktif. 
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Faktor sumberdaya ruanusia atau pegawai yang merupengaruhi basil 

perencanaan dan penyusunan anggaran antara lain dapat diikhtisarkan 

sebagai berikut: 

a Kemampuan pegawai yang dapat dilihat dan indikator pendidikan 

formal yang dimilikinya 

b. Ketrampitan dan keahlian pegawai yang dapal dilihat dari indikator 

kepesertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatih:m teknis 

fungsional, kecepatan dan ketepatan ke~ja 

c. Pengalam.an kCija pegawal yang dapat dilihat dan indikator ruasa 

kerja pegawai. 

Kemumpuan pegawai yang ada perlu terus ditingkatkan antara lain 

dengan memberlk:an kesempatan yang selua>-luasnya untuk mengiketi 

pendidikan formal Janjutan bagi para pegawai, terutama untuk pendidikan 

SMTA, 81, dan 82 ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan 

pendidikan dan pelatihan juga dibuke Iebar bagi para pegswai, ICIUtarua 

pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan tugss pekok 

dan fungsi Biro Perencanaan, antara lain pendidikan dan pelatihan 

penelitian dan pengembangan, pengelolaan proyek, penyosunan anggaran 

dan admin.istrnsi keuangan. 

Kebijaksanaan adalah berbagai kegiatan pengambilan keputusan yang 

strategis yang menyangknt keseluruban organisasi, serta keterkaitan dengan 

hal-bat yang nilainya strategs dimyau dan sudut kepentingan kelestarian 
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organisasi yang pada gilirannya akan memungkinkan mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan baginya. Kebijaksanaan beserta selurah kegiatan 

perumusannya berarti pemberian arah yang akan ditempuh oleh organisasi 

untuk satu kurun waktu yang panjang dimasa yang akan datang. Dalam 

k:egiatan analisis dan perumusan kebijakan, sesuatu yang arnot penting 

adalab pengarnbilan keputusan untuk mengalokasik:en dan mernpergunakan 

snmber dana, daya dan tenaga manusia yang paling kritis sifatnya, sehingga 

dengan demikian tanlangan, k:esempatan, gangguan dan ancaman yang 

mungkin dibadapi organisasi dimasa depan akan dapat diantisipesi dengan 

baik. 

Faktor-faktor kebijakan yang mempengaruhi kegialan perencanaan 

penyusanan program dan anggaran adalah: 

a. Rencana Jangka Panjang 

Rencana jangka penjang sering disebut Rencana Sttategis (Renstra). 

rencana yang menyelnruh, rencana manajerial yang komprehensif. 

Menurut Sondang (1986 : i 79) hahwa • Sebagai rencana jangka 

panjang yaag bersifat strategis bagi organisas~ dalarn perumusannya 

dilaknkan dengan pendekatan lebih kualilatif dihandingkao dengan 

kuantitatif". Cici-ciri rencana jangka panjang (LAN, 1985) dapot 

dikemukakan sebngai berikut: 

l) Bersangkutan dengan masa depao organisasi dari keputusao­

keputusan yang diambil sekarang. PerenCMl!aR jangka panjang 

melihat rangkaian yang flekaibel tenlang keadaan dari hubungan 

. sebab. akibat dalam masa depan oleh adanya keputusan yang 
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diambil sekarang. Identifikasi manfaat, kemungkinan­

kemungkinan yang menguntungkan dan altematif tindakan 

dikombinasikan dengan data informasi yang tepat dijadikan 

landasan bagi keputusan yang diambil sekarang, serta dengan 

mengurangi sekecil mungkin faktor-fhlctor yang merugikan. 

2) Suatu proses, yang dimulai dari penentuan sasa.-an/obycktif, 

penentuan strategi dan kebijaksanaan dalam mencapai sasaran, 

serta mengembangkan rencana operasional guna menjamin 

pelaksanaan strategi. Dalam perencanaan ini ditentukan apa 

yang akan dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa 

Perencanaan jangk:a panjang bukanlah penentuan tentang apa 

yang barns dihasilkan sekarang, tetapi berusaha menjawab 

pertanyaan : apa yang dilakukan Ielah benar, apa sasaran yang 

hakiki, apa yang dihasilkan akan bermanfaat ? 

3) Dengan perencanaan jangka panjang dicoba untuk melihat 

keadaan masa depan yang diinginkan. 

4) Perencanaan jangka panjang menintegrasikan rencana strategis 

dan rencana operasional, sasaran-sasaran dan kebijaksanaan dari 

segala tingkat organisasi. 

Disamping itu, perencanaar:.jangka panjang dapat berupa: 

I) Studi perkiraan a tau proyeksi keadaan masa depan dalam jangka 

waktu yang cukup panjang, yang didasarkan pada variabel-
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variabe1 ekonomi maupun kandisi-kondisi laiMya (perencanaan 

perspektif). 

2) Suatu perencanaan kebijakan untuk meocapai tujuan dalam 

jangka paojang. 

b. Rencana Jangka Menengah 

Rencana jangka menengah ooring jnga disebut dengan rencana 

jangka sedang dan merupakan wujud kankrit dari penjabaran rencana 

jangka paojang. Dalam rencana ini rergambarkan dengan jelas usaba­

usaha untuk melaksanakan kebijakan rencana strategis organisasi 

dalam rnngka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan 

perencanaan jangka menengab merupakan bagian dari perencanaan 

jangka paojang. Rencana jangka menengab juga merupakan 

pentabapan, penreljemaban, dan apabila perlu dilakukan paoyesnaian 

unluk menjamin kontinultas dan keberhasilan pelaksanaan jangka 

panjang. 

Hasil pelaksanaan rencana jangka menengah rerdabulu barns 

menjantin landasan bagi pelaksanaan rcncana tabap berikutnya. 

Reocana jangka meneogah ternebut dil>uat secam heljenjang mula1 

dari eseloo terendab dalanr suatu organisasi sampai dengan eselon 

yang tertinggi. 

c Rencana Jangka Pendek 

Sondang ( 1986 : 181 ) menyebutkan habwa, rencana jangka 

paodek merupakan penjabaran lebih rluci dari rencana jaogka paojang 

Universitas Indonesia 

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana UI, 2009



42 

dan menengah. Biasanya berupa kegialml-kegiatan operasional 

organisasi antara lain: 

I) Penjabarnn berbagai fungsi organisasi 

2) Kegiatan penunjang yang diperlukan dijabarkan secara rinci, 

seperti keuangan, kepegawaian, logistik, dan prosedur 

3) Kuantifikasi dilalrukan alaS kegiatan dan digambarkan dalam 

basil yang diharapkan. 

Perencanaanjangka pendek pada dasamya dibedakan dalarn tiga 

macam ( LAN : 42 ), yaitu: 

I) Perencanaan tahunan, merupekan pentahapan dan 

penterjemahan dari rencana jangka menengah, dengan 

me1akukan penyesuaian-penyesuaian bilamana diperlukan. 

2) Perencanaan untuk memeeahkan masalah-masalah yang 

mendesak, untnkjangka waktu kurang lebih satu tahun. 

3) Pereneanaan kerja dalam pelaksanaan tugas rutin, antara lain 

berupa perencanaan triwulan, buulanan, mingguan, dan bahkan 

harlan, temasnk prosedur kerja dan cara-cara kerja. 

lstilah data dan informasi sering soling tukar pemakaiannya. Pada 

prlnsipnya data merupekan bahan baku yang diolah untuk memberikan 

informasi. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakill 

kwalitas, tindakan, benda, dan lain sebagainya Data dapat terbentuk dari 

karakter yang berupa alfabet, angka maupun simbol kbusus lainnya. Data 

disusun dan diolah dalam bentuk struktur data, struktur file dan pusat data. 
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Sedangkan infurmasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk 

yang berarti bag penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan 

saat ini atau di saat yang akan datang (Gordon B. Davis, 1985 : 28). Gordon 

lebih lanjut menggambarkan hubungan antara data dengan infurmasi atau 

alur proses dari data menjadi informasi: 

Gambar 2.2. Alur Proses Data dan Informasi 

/: PENYIMPANAN DATA 7 
il 

/DATA /AoQ PENGOLAHAN II ~ INFORMASI 7 
Swnb"' : Gordon ( 1985 : 28 ) 

Pengurusan informasi terdiri dari pengurnpulan, 

pengolahanlklasifikasi, penyimpanan dan pengambilan kembali. Sistem 

informasi dalarn snatu organisasi barns dieiptakan, dikembangkan dan 

dipelihara terutama untuk pimpinan, karena dengan )alan demikian 

"kelompok pirnpinan akan dapat berfungsi dengan lebih efektif dan efisien" 

(Sondang P. Siagian, 1982: 25). Informasi yang tcrsedia barns memenuhi 

syarat sebagai berikut; 

I. Lengkap 

2. Mulakhir 

3. Akurat (depat dipercaya) . 

Universitas Indonesia 

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana UI, 2009



44 

4. Relevan. 

Data dan iufonnasi yang tersedia dengan lengkap dalam arti yang utuh 

dan komplit alas data dan infonnasi sangat diperlukan untuk pengambilan 

keputusan. Data yang mutakhir merupakan data yang terkini atau terbaru. 

Data dan informasi yang akurat merupakan data dan informasi yang bebas 

dari kesalaban dan !epat untuk pengambilan keputnsan. Relevan 

berhubungan dengan tujuan dan kegunaan dari data dan iuformasi. Data dan 

infonnasi sangatlah diperlukan agar perenc.anaan progrdlll dan anggaran 

yang dihasilkan menjadi layak. benar, dan tepat sasaran. 
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2.5. Opernsionalisasi Konsep 

KONSEP INDIKATOR PERTANYAANWAWANCARA 

1. Formating 1. Pengembangan .. Bagaimana pendapat Bapakllbu 
ml$1 dan lujuan tugas pokok dan fungsi terbadap 
jaogka panjang pelaksanaan UU No. 25 Tabun 2004 

dan UUNo. 17 Tabun 2003? .. Bagaimana menurut Bapak!Ibu 
penyusurum kegiatan tiap Bagian 
terhadap pencapaian visi dan misi 
Biro Perencanaan ? .. Bagaimana menurut Bapak/Ibu 
kebijakan Biro Perencanrum dan 
unsur perencana unit lahnnya terhadap 
peningkatan lrualitas pereneanaan ? 

2. Pengidentifikasian .. Bagaimana menurut Bapak /lbu 
peluang dan koordinasi pelaksanaan penyusunan 
anCaman dart fuar kegiatan peda masing • masing serta kekuatan 
dan kelemahan Bagian? 
oroani$asi . .. Bagaimana menurut Bapak!Ibu 

koordinasi pe!aksanaan kegiatan yang 
dilakukan antar Unit ? .. Bagaimana menurut Bapak!Ibu 
efektifitas penyeleaggaraan kegiatan 
terhadap pencapahm tugas pokok dan 
fungsi? .. Bagahnana menurut Bapak!Ibu fungsi 
koordinasi terhadap proses 
administrasi pereneanaan dan 

? 
3. Pengembangan .. Bngahmma memuut Bapakllbu 

altemalif strategl kedudukan Biro Perencanaan sebagai 
koordinator Perencanaan Program 
dan Anggaran Depertemen ? .. Bngaimana menurut Bapak!Ibu 
kebijakan Biro Perencanaan dan 
unsur perencana unit lainnya terhadap 
peningkatan lrualitas perencanrum ? 

4. Penentuan .. Bagaimana menumt Bapak!Ibu 
strategi yang ketersadiaan sarana dan prasarana 
sesuai untuk terhadap upaya peningkatan lrualitas diadopsi 

pelaksanaan tugas i>okok dan fungsi ? 
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2. Implementing 1. Penentuan "' Bagaimana menurut Bapakflbu 
sasaran kebijakan Pimpinan terhadap 
operaslonal pelaksanaan kegiatan masing-masing tahunan 

Bagian? 

"' Bagaimana menurut Bapak/lbu 
efektilitas penggunaan anggaran 
terhadap perencanaan kegiatan? 

2. Kebijakan "' Bagaimana menurut Bapakflbu 
organisasl kemampuan penyusunan kegiatan 

terhadap pelaksanaan tupok'i pacta 
masing-masing Bagian ? .. Bagaimana menurut Bapakllbu 
kedudukan Biro Perencanaan sehagai 
koordinator Perencanaan Program 
dan Anggaran Departemen ? .. Bagaimana menurut Bapakllbu 
kemauan politik (political will) 
terhadap kebijakan perencanaan di 
lingkungan Departemen Hukam dan 
HAM? 

3. Memotivas! .. Bagaimana menurut Bapakllbu 
karyawan rekrutmen dan penempatan SDM 

terhadap upaya peuingkatan kinelja 
perencanaan? 

4. Mengatokasikan "' Bagaimana menurut Bapakllbu 
sumber-sumber kuantitas tenaga SDM perencanaan 
daya agar strategi yang diperlukan dalam peningkatan yang telah 
d~etapkan dapat kualitas penyusunan program ? 
diimplementaslkan .. Bagaimana menurut Bapakllbu 

persepsi pegawai terhadap 
pelaksanaan kegiatan? .. Bagaimana menurut Bapakllbu 
dampak perubahan tugas pekok dan 
fungsi Biro Perencanaan terhadap 
kemampuan SDM Departemen ? 

"' Bagaimana menurut Bapakllbu 
dukungan teknologi lerhadap setiap 
usulan keo:iatan ? 

3. Evaluating 1. Usaha-usaha "' Bagaimana menurut Bapakllbu 
untuk memotori apahila ada kelerbatasan anggaran 
seluruh hasl-hasil terhadap pelaksanaan tugas pokok dari pembuatan 
da~!Eal penerapan 

danfungsi? 
slra I 
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,.. Bagaimana menurut Bapakllbu 
evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap 
Bagian sebagai bahan acuan UDiuk 
penyusunan rencana periode ke 
depan? .. Bagaimana menurut Bapakllbu 
dukungan informasi perencanaan 
terbadap pelaksanaan kegiatlln tiap 
Bagian? .. Bagaimana menurut Bapak/lbu 
upaya peningkstan anggaran untuk 
sarana dan prasarana? .. Bagaimana mennrut Bapakllbu 
efektifitas penetapan alokasi 
angganm pada setiap Unit Utama? .. Bagaimana menurut BapakiTbu. 
efuktifitas koordinasi dengan wtit 
utama dalam pelaksanaan kegiatan ? 

2. Mengukur kinerja .. Bagaimana menurut Bapakllbu 
indivldu dan pemabaman pegawai terbadap tugas 
organtsasi pokok dan fungsi lllllSing-masing 

Bagian? .. Bagaimana menurot Bapak!Jbu 
penyusunan kegiatan yang disusun 
berdasarkan skala prioritas ? .. Bagaimana menurut Bapak1Ibu 
kemungkinan tidak adanya 
peningkatan angganm untuk 
pelaksanaan kegialan yang 
menwiang turroo ~kok dan funRsi? 

3. langka!Hangkah .. l:lalam keterkaltlln dalam 
perbaikan jika penyusunan program dan angganm 
dlperfukan adakah saran dan masukan yang 

dapat Bapak/Jb& sampalkan ? 
Wohon diielaskan) 
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METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam konteks judul peneliiian Analisis Penyusunan Anggaran Tahunan 

Departemen dcngan mengambil studi kasus di lingkungan Bagian 

Penyusunan Progrom dan Angganm, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, 

Departemen Hukum dan HAM Ropublik Indonesia, penelitian ini 

dilaksanakan dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif. 

Menurut Sngiyono di dalam bukunya yang beljudul Metode Penelitian 

Kuantitatif dan Kualitatif (Sugiyono, 2007) menegaskan bahwa Metode 

Penelitian Kualimtif menekankan pada makna, penalanm, definisi suatu 

situm;i tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatil; Jebib 

lanjut, mementingkan pada proses dibandiugkan dengan basil akhir; oleh 

karena itu urut-nrutan kegiatan dapet herubah-ubah rergantung pada kondisi 

dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan penelitian biasanya 

herkaitan dengan hal-hal yang hersifat praktis. 

Jika kita menggunakan pendekatan kualitatil; maka dasar teori sebagai 

pijakan ialah adanya interaksi simbolik dari suatu gejala dengan gejala lain 

yang ditafuir herdasarkan pada budaya yang hersangkotan dengan cam 

meneari makna semantis nnivetsal dari gejala yang sedang diteliti. Pada 

mulanya teori-teori kualilatif muncul dari penelitian-penelitian antropologi , 

etnologi, serta alimn fenomenologi dan alimn idealisme. Karena teori-1llori 
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ini bersifat umum dan terbuka maka ilmu sosiallainnya mengadopsi sebagai 

sarana penelitiannya. 

Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 

ialab meogembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akbirnya 

menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai grounded theory research. 

Melibat sifalnya, pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan 

berubah-ubab atau berkembang sesuai dengau situasi di lapangan. 

Kesimpulannya, desain hanya diguuakan sebagai asumsi untuk melakukan 

pene!itan, oleh karena itu desain harus bersifat fleksibel dan terbuka. 

Pada pendekatan kualitatif, data bersifal deskriptif, maksudnya data 

dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk 

lainnya, seperti futo, dokumen dan catalan-eatatan lapangan pada saat 

penelitian dilakukan. 

Sampel keeil mernpakan ciri pendekatan kualitatif karena pada 

pendekatan kualitatif penakanan pemilihan sample didasarkan pada 

kualitasnya buksn junalahnya. Oleh karena itu, ketepatan da1am memilih 

sample merupakan salab satu kunci keberhasilao utama untuk menghasilkan 

penelitian yang baik. Sampel juga dipaodang sebagai sample teoritis dan 

tidak representative 

Peneliti menggunakan pendekatlin kualitatif, maka yang bersaogkutan 

aksu mengguuakan taknik ohaervaai atau dengan melakuksn observasi 

terlibat langsung, seperti yang dilakuksn oleh para peneliti bidang 

aotropologi dao elnologi sehingga peneliti terlibat langsung dengan yang 
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di1>:1iti. Dalam praktiknya, penelitl akan melakukan review terbadap 

berbagai dokumen dan foto-foto yang ada. Interview yang dignnakan inlah 

interview 1l:rtntnp. 

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kaalitatif, peneliti 

tidak rnengambil jarak dengan yang diteliti. Hubnngoo yang dibangun 

didasarl<an pada saling kepercayaan. Dalam praktiknya, peneliti melaknkan 

hubnngan dengan yang diteliti secara intensif. Apabila sample itn manusia, 

rnaka yang meqjadi responden diperlakakan sebagai partner bukan obyek 

penelitian. 

Aoalisis data dalam penelitian kuelitatif bersifut induktif dan 

berkelanjutan yang tnjuan akblmya mengbasilkan pengertian·pengertian, 

konsep--konsep dan pembangunan suatn teori bam, contoh dari model 

analisa kuelitatif ialah analisa domain, analisa taksonomi, analisa 

komponensial, analisa tema lrultnral, dan analisa komparasi konstan 

(grounded theory resewch). Pendekatan kuelitatifbanyak rnenrakan waktn, 

reliabiltasnya dipertanyakan, prosedumya tidak bakn, desainnya tidak 

terstroktur dan tidak dapat dipakai untnk penelitian yang berskala besar dan 

poda akblmya basil penelitian dapat terkontaminasi dengan snbyektifitas 

peneliti. 

Terkait dengan topik bahasan penelitian ini yaitn Aoalisis Penyusunan 

Aoggamn Tahnnan Departemen dengan mengambil Studi Kasus Bagian 

Penyusnnan Program dan Aoggaran, rnaka topik tersebut bisa dikatakan 

masih bel urn jelas gambarennya. Hal inilah yang menjadikan alasan peneliti 
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menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sesuai dengan apa yang 

dljelaskan olen Sugiyono (2007: 22) bahwa penggunaan pendekatan 

penelitian kualitatif cocok untuk meneliti masalah penelitian yang belum 

jclas, masih remang remang bahkan masih gelap. Dalam arti, sesuai dengan 

rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah penyusunan anggaran di 

lingkungan Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Departemen Huk:nm 

dan HAM Republik lndonesia sudah melaksanakan sistem penganggaran 

berbasis kinClja. 

Penelitian kualitatif dlsebut Participant Observation karena peneliti 

itu sendiri yang barns menjadi i.nstrumen utama dalam pengnmpulan data 

dengan cara mengobservasi langsung objek yang ditelitinya. Penelitian 

kualitatif sangat betgantung dengan basil pengsmotan peneliti tidak terbatas 

pada urusan data dokumen dan objek penelitian saja. Dalam pendekatan 

kualilatif, teori tidak menjadl pembimbing sentral bagi peneliti dalam 

merancang penelitian dan menafsirkan data penelitian. Sumber pokok 

jawaban petmasalahan penelitian terletak pada data-data yang dlkumpulkan 

peneliti di lapangan, bukan bersumber dari teori. Sedangkan teori di dalam 

penelitian ini digunakan untuk mombantu mempCljelas kumkteristik data. 

Melalui proses yang ditakakan secam bertabap, teori dapat dibangun 

dengan mengumpulkan konsep dan data yang ditemukan di lapangan, 

dianalisis dengan teori yang digunakan dalam penelitian, kemudian akan 

membentuk suatu penafsirnn yang komprebensif terbadap konsep-konsep 

tersebut sehlngga diharapkan dapat membentuk teori baru atau 
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menyempumakan teori yang sudah ada sebelumnya. Hal ini tidak jauh 

berbeda dengan yang dikemukakan oleh Cresswell mengenai pentingnya 

penelitian kualitatif dalam pengnmpulan data, yakni sebagal berikut : 

"In qualitative research. the text or word data are analyzed using 
increasing levels of abstraction From coding text segments, the 
researches forms themes and may interrelate the themes form broad 
generalizations". 

Data yang iillrumpulkan berupa deskripsi fenomena atau gejala-gejala 

yang menjadi permasalahan penelitian, uraian detail yang menjelaskan 

sesuatu seperti apa adanya serm memberi gnmbaran ynng jelas tentang 

perencanaan strategis penynsunan progmm dan anggaran 

Penelitian dilalrukan di lingkungan Bagian Bagian Penynsunan 

Pmgram dan Anggaran, Biro PerenC3DSllll, Sekretariat Jenderal, 

Depam:men Hukum dan HAM Republik Indonesia 

Penelitian ini dilaksanakan selama lebih kurang 100 bari ke!ja ke!ja 

atau 4 bulan yaitu dari awal bulan September sampai akbir bulan Desember 

2009. Adapunjadwal kegiatan penelitian sebagai berikot: 

Tabel3.1 
Jadwal Kegiatan Penelitian 

URAIAN 
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3.2. Inslnmten Penelition 

Menurut Sugiyono (2007: 59) ada dua halutama yaug mempengaruhi 

kualitas data basil peuelitiau yaitu: lrualitas instrument peuelitian, dan 

lrualitas pengumpulan data. 

DailUil penelitiau kualitatif, yang meojadi instrument penelitian alan 

aiat peueliti adalab peneliti itu sendiri. O!eh karena itu, peneliti sebagai 

instrument juga barus "divalidasi" sebempa jaub peneliti lrualitatif siap 

melakukm peuelitian yaug selanjutnya terjun ke lapangan. V a!idasi 

terbadap penelitl sebagai instrument peue!itian melipntl validasi terbadap 

pernabaman metode panelitiau kualitatif, peuguasaan wavo.'l!sall terbadap 

bidang yang diteliti di mana daiam penelitian ini adalab tentang Strategi 

Penyusunan Anggaran Tabunan Departemen kbusnsnya di Iingkungan 

Bagian Penyusunan Prognun dan Anggaran, Biro Perencanaan, Sekretariat 

Jenderal, Depertemen Hnkum dan HAM Republik Indonesia sebagai obyek 

penelitian. 

Adapun yang melakukm validasi adalab pene!iti sendiri (Sugiyono, 

2007: 59) melalui evaluasi diri seberapa jaub pemabaman terbadep metode 

lrualitatif, peuguasaan teori, dan wawasan terbadap bidang yaug dite!iti, 

serta kesiapan dan bekal memasuki lepangan. 

3.3. Sampel Somber Data 

Menurut Sugiyono (2007: 146) daiam peuelitian lrualitatif, sampel 

suruber data dipilih secara purposive dan bersifirt snowball sampling. 
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Penentuan sampel sumber data pada proposal masih bersifat sementara dan 

akan berkemhang kemudian setelah peneliti di Japangan. Dalam hal ini 

penentuan jwnlah sampel sumber data untuk sementara beijumlah 5-10 

orang yang dalam realisasinya akan berkembang. 

Adapun alasan peneliti menetapkan mereka sebagai sampel surnber 

data adaJah (Sugiyono, 2007: 146): 

L Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalw proses 

enkulturasi. Sahingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga 

dihayati 

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti 

3. Mereka yang mempunyal waktu yaag memadal untuk dimintai 

informasi 

4. Mereka yang tidek cenderung menyampaikan informasi basil 

kernasannya sendiri. 

5. Mereka yang pada mulanya tergolong "cukup asing" dengan peneliti 

sehingga lebih menggairahkan untuk dijadiken semacam guru atau 

narasumber. 

3.4. Pengumpulan Data 

3.4.1 PNS .. Pengumpulan Data 

Untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam upaya menjawab 

pertanyaan penelitian sebagaimana telah difonnulasikan dalam bah 

sebehmmya, pennlis menggunakan pendekamn kualitatif, analisis data 
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sekunder dengan mengirimkan pedoman wawancara ke beberapa Kantor 

Wilayab. 

Wawancara mendalam secara langsnng, baik formal dan informal 

dilaknkan dengan menggnnakan pedoman wawaneara dengan pertanyaan­

pertanyaan yang bersifat terbuka dan tidak berstruktur sehingga penulis 

dapat mengajnkan pertanyaan kepada informan tentang fakta-fukta atas sam 

kejadian atau peristiwa dan diharapkan dapet meminimalisir disinformasi 

dan kesalaban penafsimn atau interpretasi data atau infonnasi yang 

diperoleh selama peneliuan. 

Sedangkan wawancara tidak Jangsung dilaknkan dengan mengirimkan 

pedoman wawancara ke beberapa Kantor Wilayab melalui pos, karena 

informan dalam penulisan ini terdiri dari Kanwil-Kanwil Depe.rtemen 

Hulrmu dan HAM yang terdapet di berbegai kota. 

Selanjutnya penulis juga melaknkan observasi dengan menggunakan 

teknik participant observer yakni dengan terlibet langsung daben proses 

pelaksanaan pengelolaan anggsran sambil melalmkan pengamatan. 

Sedangkan kajlan doknmenta>i dengan cara mempelajari dan 

menganulisa doknmen berupa buku-bukn, peraturan perundang-undangan 

serta Jitemtur yang berhubungan dcngan strategi penyusunan program dan 

anggnran pada Sekretariat Jenderal. 

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian knalitatif, teknik pengumpulan data yang utama 

adalab observasi partisipatif; wawancara mendalam, studi doknmentasi, dan 
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gabungan ketiganya atau disebut juga sebagai ttianggulasi (Sugiyono, 2007: 

147). 

Secara gads besar, observasi portisipatif yang dilakukan melalui 

wawancara mendalam yang akan dilakaknn pada saat di lapangan 

berpedoman pada wawacara mendalam secara terntruktur yang terkait 

dengan masalah sebagai berilrut: 

1. Variabel Formating. dengan lndikntor Pengembangan misi dan tujuan 

jnngke panjnng, yang kemudian diwujudkan dalam beutuk pertanynan 

sebagai berilrut: 

a. Bagainuma pendapat Bapak atau lbu berkenaan dengan 

penyempurnaan tugas pokok dan fungsi terhadap pelaksennan 

UUNomor25 Tahun 2004 dan UUNomor I7Talnm2003? 

b. Bagaimana menurut Bapak atau lbu penyusunan kegiatan tiap 

Baginn terhadap peneapaian visi dan misi Biro Pereneanaan? 

c. Bagainuma menurut Bapakllbu kebijakan Biro Perencanaan dan 

unsur perencana unit Iainnya terbadap peningkemn lrualitas 

perencanaan? 

2. Variabel Formaling, dengan lndikator Pcngidentifikasian peluang dan 

anCIU!lan dad luar serta kekuatan dan kelemalnm organisasi, yang 

kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikul: 

a. Bagaimana menurut Bapak atau lbu lroordinas.i pelaksanaan 

panyusunan kegiatan pada masing-masiug Bagian? 
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gabungan ketiganya atau disebut juga sebagai 1rianggulasi (Sugiyono, 2007: 

147). 

Secara garis besar, observasi partisipatif yang dilakukan melalui 

wawancara mendalam yang akan dilakukan pada saat di lapangan 

berpedoman pada wawacara mendalam secara terstruktur yang terkait 

dengan masalab sebagai berikut: 

!. Variabel For mating, dengan lndikator Pengembangan misi den tujnan 

jangka panjang, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana pandapal Bapak atau lbu berkenaan dengan 

penyempurnaan tugas pokok dan fungsi terhadap pelaksanaan 

UU Nomor 25 Tabuo 2004 dan UU Nomor I 7 Tabun 2003? 

b. Bagaimana menurut Bapak atau Jbu penyusunan kegiatan tiap 

Bagian temadap pencapaian visi dan misi Biro Perencanaan? 

c. Bagaimana menurut Bapakllbu kebljakan Biro Perencanaan dan 

unsur perencana unit labmya terbadap peningkatan kualitas 

perencanaan? 

2. V ariabel Formalin g. dengan Jndikatm Pengidentifikasian peluang dan 

ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemaban orgauisasi, yang 

kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

a. Bagaimana menurut Bapak atau lbu koordinasi pelaksanaan 

penyusunan kegiatan pada masiug-masing Bagian? 
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b. Bagaimana rnenurut Bapak atau lbu koordinasi pelak:sanaan 

kegiatan yang dilakukan antar Unit? 

c. Bagaimana menurut Bapakllbu efektifitas penyelenggaraan 

kegiatan terbadap pencapaian tugas pokok dan fungsi ? 

d. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu fungsi koordinasi terhadap 

proses adminislnlsi perencanaan dan anggaran? 

3. Variabel Formalin& dengan lndikator Pengembangan alternatif 

strategi, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana menurut Bapak: atau Ibu kedudukan Biro 

Perencanaan sebagai koordinator Perencanaan Program dan 

Anggaran Departemen? 

b. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu kebijakan Biro Perencanaan 

dan unsur perencana unit laionya terbadap peningkatan kualitas 

perencanaan? 

4. Variabel Furmating, dengan lndikator Penentua.n stralegi yang sesuai 

untuk diadopsi, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: Bagaimana menurut Bapak atau lbu ketersediaan 

sarona dan prasarana terbadep upaya peningkatau knalitas pe!aksanaan 

tugas pokok dan fungsi? 

5. Variabel Implementing dengan fndikator Penentuan sasaran 

operasional tabllllJUl, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: 
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a. Bagaimana menurut Bapak atau Ibo kebijakan Pimpinan 

terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing Bagian? 

b. Bagaimana menurut Bapak alau lbu efektifitas penggunaan 

anggaran terbadap perencanaan kegiatan? 

6. Variabel Implementing dengan Indikator Kebijakan organisasi, yang 

kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

a. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu kemampuan penyusunan 

kegiatan terbadap pelaksanaan tupnksi pada masing-masing 

Bagian? 

b. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu kedudukan Biro 

Perencanaan sebagai koordinator Perencanaan Program dan 

Anggaran Oepartemen? 

c. Bagaimana menurul Bapak atau Ibn kemauan politik (political 

will) rerbadap kebijakan pereueanaan di lingkungan Departemen 

Hukum dan HAM Republik Indonesia? 

7. V ariabel Implementing dengan Indikator memotivasi karyawan, yang 

kemudian diwujudkan dalam beotuk pertanyaan sebagai berikut: 

Bagaimaoa menurul Bapak alan Ibn rekrutmen dan penempatao SDM 

terhadap upaya peuingkatan kineija perencanaan? 

8. Variabel Implementing deogan Indikator mengalokasikan sumber­

sumber daya agar stmtegi yang Ielah ditetapkan dapat 

diimplementasikao, yang lremudian diwujudkan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: 
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a. Bagaimana menurut Bapak atau lbu kuantitas tenaga SDM 

perer!Cl!Ill!ll!l yang diperlukan dalam peningkaten kualitas 

penyusunan program? 

b. Bagaimana menurut Bapak atau lbu persepsi pegawai terharlap 

pelaksanaan kegiatan? 

c. Bagaimaua menurut Bapak atau lbu dampak perubahau tugas 

pokok dan fungsi Bim Perencanaan terhadap kemampuan SDM 

Depertemen? 

d. Bagaimana menurut Bapak atau lbu dukangan teknologl 

tetharlap setiap usulan keglatan? 

9. Variabel Evaluating dengan lndikator Usaha-usaha unluk memomri 

selurah basi-basil dari pembuatan dan penerapan strategi, yang 

kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

a. Bagaimaua menurut Bapak atau Jbu apabila ada keterbatasan 

anggaran terharlap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi? 

b. Bagaimana menurut Bapak atau lbu evaluasi pelaksanaan 

keglatan setiap Bagian sebagai bahau acuan untuk penyusunan 

reneana periode ke depan? ' 

c. Bagaimana menurut Bapak atau lbu dukangan informasi 

perencanaan tetbadap pelaksanaan kegiatau tiap Bagian? 

d. Bagaimana menurut Bapak atau lbu upaya peningkatan 

anggaran untuk sarana dan prasarana? 
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e. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu efektifitas penetapan 

alola!si anggaran pada setiap Unit Utama? 

!0. Variabel Evaluating dengan lndikator Mengukur kinelja individu dan 

organisasi, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu pemabaman pegawai 

terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian? 

b. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu penyusunan kegiatan yang 

disusun berdasarkan skala prioritas? 

c. Bagaimana menurut Bapak atau lbu kemllllg)cinan tidak adanya 

peningl:atan anggarau untuk pelaksanaan kegiatan yang 

menunjang tugas pokok dan fungsi? 

11. Vru:Ulbel Evaluating dengan lndikator Langkab-langkab perbaikan jika 

diperlukan, yang kemudlan diwujudkan dnlam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: Dalam keterkaitan dnlam penyusunan program dan 

anggaran adakab saran dan masukan yang dapat BaPak alllu lbu 

sampaikan? 

Ketigapuluh butir pertanyaan ternebu~ IllaW1 dapat berkembang saat 

di laku.kan wawacaran mendnlam teriladap bebempa pihak y3Ilg dinilai 

kompten yaitu: 

!. Pejabat struktural di bidang pereneanaan Ibna (5) orang 

2. Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada 

setiap Direktorat Jenderal sebanyak sepuluh (1 0) orang. 
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lnforman dipi!ih karena dianggap dapat memberikan penjelasan dan 

infonnasi yang dibutnhkan dengan mengacu pada pedoman wawancara 

yang telah disusun. 

3.5. Analisis Data 

3.5.1. Proses Analisis Data 

Setelah melalrukan tahapan penelitian, pengolahan data dan informasi 

yang telah dikumpelkan mnka proses selanjutnya adalah analisis data 

berdasarkan kajian-kajian teori perencanaan strategik dan teori pengelolaan 

anggaran yang sesuai dengan kerangka teori. 

Dalam proses Wl!wancma peoulis akan mengga!i informasi dari 

informan tentang strategi apa yang selama ini diguuaiom dalam tal!ap-tahap 

peogelolaan anggaran, tingkat keberhasilan dan hambatan-bambatannya, 

dan harapan-harapan tentang sistem, standar dan praktek peogelolaan 

anggaran selanjutnya penulis akan membandingkan antara standar tahap­

tahap peogelolaan anggaran dengon basil yang dicapai organisasi yang pada 

akhimya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Data yang diperoleh balk melalui proses observasi dan wawancara, 

selanjutnya dipindah dan dituangkan dalam bentnk tulisan (transkrip data). 

Setelah itu dilakukan pengelompokan data, data yang berhubungan 

disatnkan dan data yang tidak berhubungan tidak dimasukkan agar 

memudahkan dalam mengolahnya (kategorisa.~ data). Dalam tahapan ini 

sebelumnya dilakukan pembuatan koding terhadap data yang telah 

dikumpalkan, haik melalui observas~ wawancara, maupun kajian literatur. 

Universitas Indonesia 

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana UI, 2009



62 

Tahapan penelitian lainnya yang penting untuk dilalrukan oleh penulis ialah 

melal"llkan proses check and recheck alan triangulasi dan selanjutnya 

dihuatkan kesimpulan deri data. 

Selain itu untuk mendukung hasil temuan di lapangan dan 

mcmperkuat Jandasan konseptual, maka berbagai tulisan ilmlah atau basil 

penelitian sejenis dijadikan sebagasi acuan dalam penelitian. Proses 

selanjutnya adalah analisis dan penyajian data seoara deskriptif kualitatif 

melalaui penfkounaan analisis isi naratif dan pemahaman interpretatif. 

3.5.2. TeknikAnalisis Data 

Menurut Sugiyono (2007: 147), dalam penelitian kualitatif, teknik 

analisis data lebib banyak dilalrukan bersamaa.n dengan pengurnpulan data. 

Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tabapan memasuki lapangan 

dengan grand tour, dan minitour questions, analisis datanya dengan anaJisis 

domain. Tal1ap ke dua, adalah menentukan focus, teknik pengurnpulan data 

dengan minitour questions, anelisis data dilalrukan dengan anelisis 

laksonoml. Selaojutnya pada tahap seleksi, pertanyaan yang d.igunakan 

adalah pertanyaan struktural, anelisis data dengan analisis kompenensial. 

Setelah dianalisis koropenensial dilanjutkan dengan anelisis teroa. 
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Tabel3.2. 
Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

NO JUDULTESIS DISUSUN OLEH PROGRAM STUDI TAHUN 

Fukt.or-faktor y~g 

I 
mempengaruhi I"""'""'""' M.Aris Finnansyah 

ilmu sosial dan ilmu 2003 

'""""""' berbasis kinelja di politik, ilmu administrnsi 
propinsi DKI Jakarta 

Persepsi alas faktor-faktor yang 

2 mempeogarulti l<walil.as hasil PS. Trimo Syukur 
ilmu sosial dan ilmu 

2001 
perencanaan ... penyurunon politik, ilmu administrasi 
:mggaran belanja LIPI 

Amilisis l.:ualitatif pemilahan 
mwat inap di paviliun DR.R Mahamni Utami 

Kajinn administrasi rumah 
3 Dannawan P.S. RSPAD Gatot Dcwi 

sakit, program pasca 2002 
Soebroto periade '"'"""""' "'"""' 1997/1998 sampai 200012001 

Penernpan """"' I"""'""'""' Ilmu perpustakaan, 
4 program don pengendalian Tahsinul Manaf 

program pasca sarjana 
2001 

anggaran perpustilkaan 

Analisis '"'"""""' belanja Perencanaan dan 
5 departemen kesebaJ.an pada masa Sri Nurwati kebijakan publi.k, :!akultas 2002 

pra dan era desetralisasi ekonomi 

Persepsi pegawai tenbng Ilmu administrasi, 

6 "'"''""""""" '"'"""""' di Mail ani 
administrasi dan kebijakan 2003 

sekretariat n.,..,. republik Amponwon 
publik 

Indonesia 

StraJ:egi penyurunon program· 
kegiatan di lingkungon biro kajian ketahanan nasionat. 

7 perencanaan sckretariat jenderal Johannes O.P.S program pasca sarjana 
2007 

Departemen Hukum dan HAM Rl 
suatu pendekatan analisis SWOT 

- pengelolaan onwrnn kajian kelahanan nasional, 
8 """" sekrelmiat jendCJ"81 AnnaEmila progru.m pasca sarjana 

2007 
Departemen Hukum dan HAM RI 
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GAMBARAN UMUM OliJEK I:'ENELITIAN, ANALJSIS DAN 
PEMBAHASAN 

4.1. Gambarao Umum Objek l:'enelitian 

4.l.l.Kaludokan, Tuglls dan Fungsi Departemen Hukum dan HAM 
Republlk Indonesia 

Organisasi dao tala kelja di linglrungan Departemen Hukwn dao 

HAM Re:publik Indonesia diatur berdasarkan Pemturan Menteri Nomor 

M.09-PR.07.10 TAHUN 2007 di maoa dalam Bab I, Pasal I, disioggung 

masalah Kedudu.kan Departemen Hulrum dao HAM Republlk Indonesia 

sebagai berikut: 

a. Depar!emen Hukum dao Hak Asasi Manusia adalah unsur pelaksana 

Pemerintah. 

b. Depar!emen dipimpin oleh Menteri Hukum dao Hak Asesi Maousia 

yang berada di bawah dao bertaeggungjawab kepada Ptesiden. 

Kemudian, di dalam Pasal 2 disioggung masalah Tugas Departemen 

Hukum dao HAM Republik Indonesia sebagai berilrut: "Departemen 

Hukum dao Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membaotu Presiden 

dahan menyelenggamkan sebagian urusan pemerintabao di bidaog hukum 

dan hak asasi manusia." 

Selanjutnya, di dahan Pasal3 disinggung masalah Fungsi Departemen 

Hukwn dao HAM Republlk Indonesia sebagai berilrut: 

Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dahan Pasal 2, 

Depar!emen Hnkmn dao Hak Asesi Maousia menyeleoggsmkan fimgsi: 
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a Peromusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan 

teknis di bidang bukwn dan bak asasi manusia 

b. Pelaksanaa:n urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasn)'B 

c. Pcngelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawabnya 

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya 

e Penyampaian laporan basil evaluasi, saran, dan pertimbangan di 

bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. 

4.1.2.Susunan Organisasi Departemen Hokum dan HAM Republik 
Indonesia 

Di dalam Peraturan Menteri No. M.09-PR.01.10 TAHUN 2001, Bab 

II, Pasal 4 dijeinskan susu:nan organisasi di lingkungan Deportemeo Hukum 

dan HAM Republik indom:sia sebogai berikut: 

Departemen Hulann dan Hak Asasi Manusia terrliri alas: 

b. Direktorat Jenderall'erallmm Penmdang-undengao 

c. Direktorat Jenderat Adminls1Iasi Hulann Umum 

d. Direktorat Jenderat Pemasyarakatan 

e. Direktorat Jenderat hnigrasi 

f. Direktorat Jenderat Hak Kekayaan Intelektual 

g. Direktorat Jenderal Hak Asasi Maousia 

h. Jnspektoral Jenderat 

i. Badan Pembinaao Hukwn Nasional 

j. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia 
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k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukmn dan Hak Asasi 

Manusia 

I. Staf Ahll. 

Dalam konteks topic penelitian ini yaitu Straregi Penyusunan 

Anggarno, maka peneliti memfukuskan pada Sekretariat Jenderal khususnya 

Biro Perencanaan. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan kedudukan, 

tugas dan fungsi dari Biro Perencanaan membawahi pennasalalmn 

penyusunan anggaran. Hal ini dapat dililll!t peda Peraturan Menteri No. 

M.09-PR.07.10 TAHUN 2007, Bab III, Pasal5 di mana ditegaskan sebagai 

berikut: Sekretariat Jenderdl mempooyai tugas melaksanak:an koordinasi 

pelaksanaan 1ugas serta peml»naan dan pemberian dukungan administrasi 

Departemen. 

Kemudian pada Pasal 6 ditegaskan sebagai berikut: Untuk 

melaksanakan tugas sebagainwna dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat 

Jendernl menyelenggarakan fimgsi: 

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di 

linglrungan DeparteJnen 

b. Penyelenggaraan pengelolaan edministrasi umum untuk mendukomg 

kelanearan pelaksanaan tugas dan fungsi Depertemen 

c. Penye!enggaraan hubungan keija di bidang edministrasi dengan 

Kementarian Koordinator, Kementerian Negata, Departemen lain, 

Lembaga Pemerintab Non Departemen., dan lembaga bda yang terkait 

d. Petaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 
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Selaqjuinya, pada Pasal 7, dijelaskan susunan organisasi Sekretarlat 

Jendeml Departemen Hukum dan HAM Repoblik Indonesia sebagai berikut: 

a BiroPerencanaan 

b. Biro Kepegawaian 

c. Biro Kenan.gan 

d. Biro Perlengkapan 

e. Biro Hubungan Masyarnkat dan Hubungan Luar Negeri 

f. Biro Umum. 

Klrusus Biro Perencanaan dijelaskan pada Pasal 8 sebagai berikut: 

Biro Perenc.anaan mempunyai tugas melaksanaka.n pembinaan, koordinasi 

pen)'USWlllD rencaua dan anggamn, pengorganisasian, lretatalaksanaan serta 

evaluasi dan pen)'USWlllD lllporan Departemen berdasackan lretentwm 

peratwan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian pada Pasal 9 dijelaskan sebagai berikut: Untuk melaksanaka.n 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Perencanaan 

menyelenggmakan fungsi: 

a. Pengumpulau dan pengolahan data perencanaan Departemen 

b. Penyusunan rencana strategis yang meliputi rencana pembangunan 

jangka panjang, reneana pembangonan jangka menengah dan reneana 

pembangonan mhunan 

e. Pen)'USWlllD progrnn dan Rancangan Anggaran Pendapetan dan 

Belanja Nega.Tll (RAPBN) Departemen 

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencan.aan Departemen 

Uoivernitas Indonesia 

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana UI, 2009



68 

e. Penyusunan evaluasi rencana dan laporan Depar1emen 

£ PeJaksanaao pcmbinaan organisasi di linglrungan Depar1emen 

g. Pelaksanaan pcmbinaan lrelatalaksanaan di lingkungan Depar1emen 

h. Pelaksanaan urusan lata usaha Biro Perencanaan. 

Pada Pasal 10 dije!askan tenlang susunan organisasi Biro 

l'erencanaan sebagai berikut: 

a Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Dala 

b. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 

c. Bagian Evaluasi dan Laporan 

d. Bagian Organisasi 

e. Bagian Ketatalaksaoaan 

f. Kelompok Jahatan FungsionaL 

Terkait dengan masalah topic baltasan peoelilian ini yaitu Strategi 

Penyusunan Anggaran Tahunan Departemen Hnkum dan HAM Republik 

Indonesia, maka peneliti memfukuskan pada Bagian Penyusunan Program 

dan Aogganm di mana Ielah dialm pada Pasal 15 sebagai berikut: Bagian 

Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakon 

koordinasi, penyusunan perencanaan, program dan anggaran serta 

pemberian bimbingan teknis perencanaan di lingkungan Departemen. 

Kemudian pada Pasal 16 dijelaakan bahwa untuk melaksanakan tugas 

sebagahnaua dimaksud dalam Pasal 15, Bagiau Penyu>'Ulll!ll Program., dan 

Angganm menyelenggarakau fungsi: 

• Koordinasi penyusunan perencanaan, peogram dan anggaran 
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b. Pengelolaan, pengolaban dan amilisis data 

c. Penyusunan rencana · stategis yang meliputi :rencana pembangnnan 

jangb panjang, reneana pembangnnan jang!rn menengah dan rencana 

pembangnnan talmnan 

d. Penyusll.llllJl program, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran 

Pendapalan dan Belanja Negom Deparremen 

e. Pelaksanaan pemberian bimbingan telrnis perencanaan Depmlemen. 

Selanjutnya pad a Pasal I 7 dijelaslmn ten tang susunan organisasi 

Bagian Penyusll.llllJl Prognun dan Anggaran yang terdiri a.tas: 

a. Sul:>bagian Penyusll.llllJl Prognun dan Anggaran I 

b. Subbagian Penyusll.llllJl Prognun dan Anggaran II 

c. Subbagian Penyusll.llllJl Prognun dan Anggaran ill 

d. Subbagian Penyusll.llllJl Prognun dan Anggaran IV 

Akbimya pada Pasal 18 dijebrskan tentang tugas dari. masing masing 

subbagian tersebut diatas yrutu: 

a. Subbagian Penyusll.llllJl Prognun dan Anggaran I mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan, pengolahan dan analisis data, penyusll.llllJl 

rencana, program dan angganm, penyusunan reru::ana strategis, Nota 

Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara 

(RAPBN) Departemen, pemOOhasan anggaran dan pemberian 

bimbingan telrnis perencanaan di lingkangan Unit Direktorat Jendeml 

Peraturan Perundang-undangan, Direktmat Jendeml Pemasyarakaml, 

dan Inspektorat Jendeml serta Kantor Wilayah Depmlemen Hulrum 
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dan Hak A.'!OSi Manusia di JaWll Bam~ Banten, DKI Jakaroi, Jawa 

Tengab, DI. Yogyakaroi, Jawa Tliilllf dan Bali. 

b. Subbagian Penyusunan Prognun dan Anggamn II mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan, pengolaban dan analisis data, penyusunan 

reru:ana, prognun dan anggarnn, penyiapan baban peoyusunan rencana 

strategis, Nom Keuangan dan Rancangan Anggamn Pendapatan dan 

Belanja Negara (RAPBN) Departemen, perabahasan anggaran dan 

pemberian bimbingan teknis pereneanaan di linglrungan Unit 

Direktornt Jendeml Administtasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal 

Hak Asasi Manusia, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak 

Asasi Manusia seda Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, 

Snmalera &rat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Snmalern 

Selatan, Kepulauan Bangka Belltung, dan Lampung. 

c. Snbbagian Penyusunan Prognun dan Anggaran ill mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan, pengelahan dan analisis data, penyusunan 

reru:ana, prognun dan anggaran, penyiepan baban penyusunan rencana 

strategis, Nota Kenangan dan Rancangan Anggaran Perulapatan dan 

Belanja Negara (RAPBN) Departemeu, pembahasan anggaran dan 

pemberian bimbingan teknis pemneanaan di linglrungan Unit 

Direktorat Jenderal lmigeasi, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

bdelektual dan Badan Pengembangan Sumbe< Daya Manusia Hukum 

dan HAM seda Kantor Wilayab Departemen Hukum dan Hak Anusi 
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Manusia di Ka1imanlan Barnt, Kalimnntan Tengab, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian 

JayaBarnt. 

d. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran IV mempunyai tugas 

melalmkan pengelolaan, pengolahan dan analisis dala, penyusunan 

re!lC8lla, progoun dan anggazan, penyiapen bahan penyusunan 

rencana strategis, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran 

Pendapa!an dan Belanja Negara (RAPBN) Depnrtemen, pembahasan 

anggaran dan pemberi.an bimbingan reknis perencauaan di 

lingkungaa Unit Sekretariat Jenderal, dan Badan Pembinaan Hulrum 

Nasional serta Kantor Wilayah Depnrtemen Hulrum dan Hak Asasi 

Manusia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggam. 

Sulawesi Barnt, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, 

dan Nusa Tenggara 11mur 

4.2. Jlasill'enelitiu. 

4.2.l.Formating, Implementing dan Evaluating 

4.2.1.a. Fonnating 

Dalam lronteks Uodang-Undang Nomor 17 Tahnn 2003 lentang 

Keuangan Negara dan Undang-Uodang Nomor 25 Tahnn 2004 ren!ang 

Sislem Perencanaan Pembangurum Nasinnal yang telah menelapkan 

penggunaan pendekatan penganggaran beibasis preslaSi kerja alan kinerja 

dalam proses peyusunan anggaran_ Depnrtemen Hukum dan HAM Republik 

i:nd<>nesia. masih memiliki inslitusi di daemh yang di mana tllwan bila 
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penugasan dan kewenangannya di sernhkan kepada daerab, maka secara 

otomalis pula Departemen Hukum dan HAM harus mematuhi perundang 

undangan tersebut Oleh karena iln, secara inlemal pun di linglrungan 

departemen kbusumya masalab SUS1lllall organisasinya masih memiliki 

struktur y8Jlg memiliki tugas dan fungsi monitoring ke institusi Departemen 

Hukum dan HAM di daerah. Hal ini dapat dilibal pada Pasal 18 Penlluran 

Men1eri Nomor M.09-PR.07.10 TAHUN 2007 di mana sangat 

mempedlatikan dan menimbong ad3DYa perundang undangan yang 

berlcailllll dengan hubungan keuangan pusa1 daerah. 

"Di departemen kita masib. memiliki institusi di daerah yaog di mana 
rawan. bila penugasan dan kewenangannya di sernhkan kepada daerab, 
IIIJika seeara otomalis pula kila ini harus momatubi perundang 
undangan tersebnt Oleh karena iln, secam internal pun di linglrungan 
departemen ini, kbllSIJSl1ya masalab susunan organisasinya masih 
memiliki struktur yang menn1iki tugas dan fungsi monitoring ke 
institu£i kila di daerah. Hal ini daPal dilihnt pada or!a departemen di 
mana sangat memperbatikan dan menimbong ad3DYa perundang 
undangan yang berl<ailllll dengan hubungan keuangau Pusat DaeraiL 
dengan dernikian, karena eksistensi kila masih memiliki tugas dan 
fungsi di daerah maka secara olomalis pula dalam strategi penynsunao 
anggaran talnman departemeu harus pula mempertimbongkan 
implementasi dari Undang Undang 25 labun 2004 tersebul". 
(wawancara Kepala Biro Pereneaoaan lllllggal 2 desember 2009) 

Dalam Pasal 18 Peraturan Menferi Nomor M.09-PR.07.10 TAHUN 

2007 masing masing subbagian harus memberikan masukau bempa draft 

rencana anggaran yang ke bagian penyusunan program dan anggaran wrtuk 

dipadekan dengan unit unit yang lainnya. Sehingga menjadi draft nsu1an 

program dan aDggaraD ke Departemen Keuangan. Dalam pembuatan draft 

nsu1an program dan anggaran menggunakan sistem bottom up bekan 

menggunakan sistem top down . Di dalam mcngimplementasikan Undang-

Universitas Indonesia 

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana UI, 2009



73 

Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negarn. dan Undang-

Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perenoanaan Pembangunan 

Nasional Departemen Hukum dan di daerah yang paling memahami 

berbagai masalah. tantangan, dan kebutuhan yang diperlukan baik yang 

ber.;ilirt operasional dan non operasional namun, permasalaban yang muruml 

dengan dilerapkan Undang Undang No. 17 T abun 2003 ini adalab 

penyusunan anggarn.n tahunan yang memakao waktu lebih lama 

dikarenakan proses bottom up dan kinOJja masing masing unit kOJja dan 

pelaksana untuk bisa menjadi sebuah draft anggaran tahunan yang diusulkan 

kepada Departemen Keuangan. 

Da1am proses revisi penyusunan angganm juga mengalami beberapa 

kendala 

"reW.i dari penyusunan anggarn.n talmnan di departemen kenangan 
pun masih membutuhkan waktu dikarenakao ada usulan program dan 
angganm yang diberi 1lmda bintang (ditunda atau ditolak). Sebingga 
departemen luuus melakakao revisi draft usulan program dan 
anggar.m. Selanjum,ya disampailoln lagi ke departemen Kenangan 
Proses ini tidak cukup sekali babkan bisa .... revisi usulan draft 
angganm tahunan berulang ka1i. Padahal, unit yang kompelen 
menanguni masalab ini dan unit yang terkait memiliki togas dan 
fungsi kescharian di sisi lain~. (wawan=a Kepak Biro PereDC~naan 
tangga12 desember 2009) 

Kcndisi ini membua:t program penyusunan anggarn.n betbasis kinOJja 

memakao W3K1a. Namun dapat dialrui bahwa dangan program ini kebocornn 

alall kemubaziran nang negara bisa diminimalisasi wa1au belum op!imal. 

Selain itu, dangan program penyusunan angganm betbasis kinOJja juga 

tOJjadi keterlumbatan realisasi anggar.m. Memang """""' teori, per januari 

angganm bisa direalisasi. Namun dalam prakteknya, =lisasi angganm bisa 
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turun di atas bulan April. Hal lni jelas membuat reallsasl anggaran kurang 

ter:serap pada program program yang Ielah dijadwalkan. Otomatis, daya 

serap anggar.m kurang optimal dan beberapa program meojadl tidak 

terlaksana. 

Masalah penyusunan kegiatan tiap Bagian terhadap pencapalan visi 

dan misi Biro Perencana.an bahwa Vi::;i dapat tercapai bila saja misi 

terpenuhi. Namun, seperti yang di uraikan di alas, bahwa dengan program 

penyusunan anggaran berbasis kinelja di mana memakan waktn yang tidak 

sedikit, maka jelas pelakaanaan program dan anggaran jadi mundur. Ini pun 

masib bogus, bahkan hebernpa program tidak bisa dilaksanakan mengingat 

reallsasi anggaran yang seeara teori bisa direallsasi pada bulan Januari 

namun dalam prakteknya pada umumnya haru bulan April. Padabal di bedan 

desember kita hams sudab tutup bukn di mana sudab tidak ada lagi 

pelakaanaan program. 

Masalah penyusunan kegiatan tiap Bagian terbadap pencapaian visi 

dan misi Biro Perencanaan 

"penyusunan kegiatan tiap bagian dapat tercapai bila saja lll1Sl 

terpenuhi. Namun, dangan program penyusunan anggaran berbasis 
kinelja di mana memakan waktn yang tidak sedikit, maka jelas 
pe1akaanaan program dan anggaran jadi mundur. Ini pun masih bagus, 
bahkan beher-apa program tidak blsa dilaksanakan mengingat realisasi 
anggaran yang secara teori bisa direalisasi pada bulan Januari namun 
dalam prakteknya pada umuxnnya baru bulan April. Padabal di bulan 
desember kita hams sudab llllup bukn di mana sudab tidak ada Jagi 
pelaksaoaan programfl fl. (wawancara Kopala Bagiaa Organisasi 
tanggal2 desember 2009) 

Kalan dilihat dari kondisi seperti basil wawancam diatas, prnktis 

pelakaanan jadwaJ program yang telah dianggarkan rata rata eli:klif hanya 
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tersisa waktu 9 bulan pelak:sanaannya. Koru;ekuensinya bila ada program 

yang memakan waktu lebih dari 9 bulan hampir bisa dipastikan dicontreng 

dari jadwal program. lnl barakibat pada daya serap anggaran yang menjadi 

kurang optimal. Dengan demikian, pencapailm misi kurang optimal di mana 

sec.ara otomatis pencapaian visi pun menjadi terganggu karena banyak 

kendala yang dibadapi lY.illc intemal maupun ekstemal. 

Menanggapi kebijakan Biro Perencanaan dan unsur perencana unit 

lainnya terhadap penlngkalan kwilitas perencanaan dimana Departemen 

hukum dan ham adalah salah satu sub sist£m di dalam penyclenggaraan 

ketatanegaraan Indonesia. Otomatis pula, kwilitas pereocanaan yang 

menurut departemen hukum dan ham ini telah dinilw baik, namun belum 

tentu bwk menurut departemen yang kompeten di dalam mengkaji dtaft 

usulan anggamn tahunan departemen yaitu Departemen Keuangan 

"proses penyusunan anggaran tahunan departemon yang kim susun 
barbasis kine;:ja, bersifut bottom up dan belpcgang peda sistem dan 
prosedur yang telah ditetapkan oleh Departemen Kenangan, dinilai 
oleh pihak kita dianggep Ielah barlmalitas, peda akhiroya setelah dikaji 
oleh Departemen Keuangan dikembatikan kepeda kill! wtuk dilakukan 
barbagai revisi. Hal ini bisa leljadi bendang kali. Gambar.m ini 
memperlibatlam sulit kita secara pihak bahwa epakah penyusunan dtaft 
anggaran tahunan departemen yang kita bnat Ielah barlrualitas atau 
balum sehingga bisa dikatakan sangat relative bergantung dari 
perspektif mana kita melibatnya apakah dari perspekllf kepentingan 
tercapainya visi dan misi departemon kim atau dari perspektif 
kepentingan departemen keuangan yang lebih mengatamakan efisiensi 
dan efektifitas anggaran". (wawancam Kepala Bagian Penyusunan 
Program dan Anggaran langgal2 dcsember 2009) 

Koordinasi pelaksanaan penyusunan kegiatan pada masing-masing 

Bagian. Koordinasi dalam unlan memonitorlng proses penyusunan anggaran 

tahunan kepeda unit unit yang terkait dilakukan sejak dini di mana biasanya 
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telah diberi peringatan pada unit unit terkait untuk menyiapkan data data, 

pengumpulan infurmasi, proyeksi program kedepannya dan lainnya yang 

dibutuhkan untuk penyuaunan anggaran dilakukan pada pertengahan tahun 

setiap tahunnya. Jadi awal bulan Mei semua unit yang terkait telah 

menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Kemudian pada bulan Juni 

antara pusat dan unit sallng berkomunikasi secara intens atl!s segala lml 

yang berkaitan dengan penyuaunan anggarnn. Hal ini tidak saja dilalrukan 

internal departemen melainkan juga ekstemal yaitn membangun komunikasi 

dengan Departemen Keuangan klrususnya masalah ada tidaknya perubaban 

software dan hardware yang terkait dengan program penyu.'!Wl!Ul anggarnn 

tahunan departemen. Bila saja ada perubaban di dalam softy,•are, biasanya 

Departemen Keuangan memberikan scmru:am training tmtuk 

mengaplikasikan software yang mereka akan ganakan. Dengan demildan, 

departernen hukuna dan ham tetap berpegang pada prinsip bottom up dan 

berbasis kinelja. Hal ini ditnnjukkan dengan perbaikan efisiensi dan 

efektivitas dalam pemanfaatan sumbor daya dan memperkuat proses 

pengambllan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka 

menengah. Rencana kelja dan anggaran (RKA) yang disusun bordasarkan 

prestasi kelja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar­

besarnya dengan mengganakan sumbor daya yang terbataa. 

Masalah koordinasi pelaksaaaan kegiatan yang dilalrukan antar unit, 

kepala bagian pengumpulan dan pengolahan data mernberikan pendapat 

"Kendala yang rutin dibadapi dari tingkst persiapan hingga 
penyuatman anggarnn tahunan adalah koordinasi antar unit unit yang 
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terkait. Adapilll kendala utamanya adalah bahwa data, informasi dan 
segala hal yang dibutuhkan untuk penyusuuan anggaron bukanlah 
bersifat independent dala melainkan interdependent data. Ma.ksudnya, 
data yang dibutuhkan suatu unitterkait dcngan data yang ada di Jain 
unit. Sahingga bila saja satu unit belum melaksana.ksu inventaris data 
pedahal data yang Ielah terinventaris itu dibutuhkan oleh unit lain, 
maka otomatis unit yang bersangkutan akan tertunda. Pada gilirannya, 
terjadi keterlamhalan dan ketergesa gesaan saat penyusunan anggamn 
tabunan dapartemen. Hampir dipastikan hal ter:sebut akan mengurangi 
kualitas penyusunan draft anggaran tabuuan departemen. Kurangnya 
kualitas penyusunan draft anggamn tabunan departemen yang 
disampaikan kepada Departemen Keuangan, rnenciplakan revisi 
berulangkali. Uatuk mencegahnya, maka sejak bulan Maret, kita 
biasanya membangun Jromunikasi internal kepada unit unit terkait 
untuk penyiepan segala hal yang dibutuhkan saat draft awal 
penyusunan anggaran tabrntan departemen rnulai dikerjakan. 
Kernudian, melakukan antisipasi jika saja ada data. yang dibutuhkan 
belurn juga tersusun oleh unit lain yang terkait. Biasanya, hila terjadi 
hal ini maka kita akan melakakan pmyeksi ke depan betdasm:kan data 
anggaran tabun lalu untuk program yang berl<:elanjutan. Ma.ksudnya, 
ada program yang tidnk: selesai untuk satu tabun fiskal. Seperti, 
prasarana dan sarana yang terl<ait dengan security program 
keiraigrasian, lernbaga pernasyarakalan dan sebagainya". (wawaw:ara 
Kepala Bagian Pcngnmpulan dan Pengolahan Data tanggal 2 
desember 2009) 

Terkait dengan pertanyaan efuktifitas penyelenggaraan kegiatan 

terbadap pencapaian tugas pnkok dan fungsi dirnana pengertian efelrtifitas 

itu seodiri adalab tepa! sasaran. Sedangken efisiensi adalab tepat guna. Bila 

mana kita menilai apakah tugas pnkok dan fisogsi dari penyelenggaraan 

penyusunan anggaran tahun depan itu elektif alau tidakoya, hal ini sangat 

bergantung pada apakah program yang Ielah terjadwalkan dan teranggarkan 

ini bisa mencapai tepa! sasaran yang akan dicapai disesuaikan dangan waktu 

anggaran. Mengingat waktu realisasi anggaran nntuk program yang telab 

disetujui untuk dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dengan catatan 

tidnk: diberi bintang. Namun betdasm:kan pengalaman selama ini, tingkat 
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efektifitas penyusunan anggamn tahunan berbanding terhadap realisasi dan 

daya serap anggaran tahunan departemen., rata ratanya mcncapai 65%. Jadi 

bisa dlkatakan daya serap anggaran banya mencapai 65% sedangkan 35% 

nya dari realisasi anggaran terkendala oleh berjalannya waktu anggaran 

yang berakhir pada bulan Desember. Oleh sebab itu, arti penting koordinasi 

adalah kesiapan data sejak inventarisasi data, hingga pelaksanaan draft awal 

pcnyusunan anggaran tahunan depertemen harus diperhatikan oleh semua 

unit unit terkait jika kita ingin kegiatan penyusunan anggaran tahunan 

departemen mernililci tingkat efektifitas yang tinggi terhadap daya serap 

anggaran tahunan. Pada giliranaya, berarti program program yang telah 

teranggarkan bisa optimal terealisasi. 

Mengingat penyusunan anggamn tahunan depertemen beranjak dari 

unit unit internal di lingkungan kerja Depertemen ini, maka kendala yang 

bersil'at teknis adminitrasi perencanaan dan anggaran bisa dikalakan kurang 

signifikan. Karena di dalarn Pasal 15 hingga Pasal 18 Peraturan Menteri 

Nomor M.09 TAHUN 2007 dengan tegan mengatur tatakerja unit unit yang 

di bawah Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan, 

Sekretariat Jcnderal Depertemcn HOKUM dan HAM Republik Indonesia. 

Dihnrapkan unit unit terkait dalarn proS<S penyusnnan anggaran tahuan 

depertemen menyadari tugas dan fungsi masing masingnya. Sehingga tidak 

menjadi kendala yang bersifat teknis administratif. 

".berdasarkan pengalarnan yang ada selama ini, terjadi pula kendala 
yang bersifat teknis administratif di tingkat lapengan terutama dalam 
lambat merespon disposisi yang biasanya terjadi peda institusi kita 
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yang berrula di daerah sebingga unit terkait lainnya terutama di pusat 
bw:us menunggu. Hal ini berimbas pada proses penyusunan anggaran 
di meja unit lainnya. Karena sistem penganggaran berbasis kinerja 
menilikberatkan perbaikan etlsiensi dan efeklivitas dalam 
pemanfaatan sumber daye dan mernperkuat proses pengambilan 
keputusan tentang kebijakan dalam kernngka jangka menengab. 
Rencana kerja dan anggaran (RKA} yang disnsun betdasarkan prestasi 
kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya 
dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Cara untuk 
menganlisipnsinya. maka kita terns membangun komunikasi dengan 
semua lini dalam unit unit terkait baik yang ada di pesat maupun di 
dnarah. Sebingga hila Sl\ia terjadi keterlambetan dalam menindalrlanjut 
dispesisi dari pusat ke daerah alan sebaliknya kita bisa melaeak sedini 
mungkin di mana letuk disto.-sinya". (wawnncara Kopala Bagian 
Organisasi tanggal 2 desember 2009) 

Kedudukan Biro Pereneanaan sebagai koordiuator Pereneanaan 

Progr-.un dan Anggaran Departemen diakui sejak dilansirnya progrom 

penyusunan anggaran berbasis kinerja. Kesemuanye ini menjadikan 

kedudukan biro perencanaan menjadi lebih sibuk. dinilai memiliki 

kompetensi dalam artinya tempat bertanya dari unit unit yang terkait di 

dalam proses penyusunan anggaran tabunan. Disamping itu dengan 

keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun koantitas, 

masalab penyusunan anggaran tabunan membuat biro pereneanaan meqjadi 

berat bebannya. Apalagi dengan ketidakkonsistenan sistem yang diajukan 

oleh Departemen Keuaugan di mana ini membaat kita selalu mulai dari titik 

nadir di satu sisi, tapi tugas penyusunan anggaran tabunan barns telap 

be!jalan ditengah tengah kondisi kelidakkonsistenan sistem di sisi Jain. 

Kondisionalitas ini, sudah barnng tentu menjadikan kedudukan biro 

perenc<maan sebagai koodinamr meqjadi sangat strategis. 

"setelah Format Penyusunan Progrom dan Anggaran yang telah 
ditentukan oleh Departemen Keuangan kita teriron berupa software, 
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maka dilakukan distribusi ke unit unit dan instisusi daerah yang terkait, 
Sejak ini pula, Biro Perencanaan bertugas dan berfungsi sebagai 
koordinator terselenggaranya prosesi penyusunan progrem dan 
anggaran. Dalam hal ini juga, biro perencanaan selalu menyiapkan 
langkah Jangkah antisipasi jika saja ada kendala data yang terkait 
dengan unit lainnya. Untuk itu, biro perencanaan memiliki 
dokumentasi data progrem yang sama di tabun berjalan yang di mana 
bisa diproyeksikan ke depannya. Langkah ini ditempub guna draft 
usulan penyusunan Progrem dan Anggaran tidak mengalami 
keterlambatan untuk sampai ke Departemen Keuangan yang akan 
melakukan kajisn. Dengan pertimbangan bebwa masih ada kesempatan 
melakukan revisi progrem dan anggaran sambil menunggu data yang 
update. tugas dan fungsi koordinotor dari Biro Perencanaan memiliki 
arti penting di saat terjadi kendala data. Selain juga untuk 
mensinkrnnisasi data data yang masuk dari unit unit dan institusi di 
daerah yang terkait". ». (wawancara Kepala Snbbegian Bagian 
Penyusunan Program dan Lapnran Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal 
2 dasember 2009) 

Se;:ara ideal kebijakan Biro Pereneanaan dan unsur perencana pada 

unit terkait tetap berpegang pada produk hukum yang berlaku. Persoalannya 

adalah produk hukum yang dijadikan pedoman kita melaksanakan tugas dan 

fungsi selama ini termakan o!eh waktu. Karena begitu produk hukum ini 

dibakukan tanpa melibat pergerakan wakto dan tantangan, maka kita akan 

terpemngkap antara berpegang pada produk hukum yang sebenarnya sudab 

usang dengan realitas tantangan di tingkat lapangan padabal produk 

bukunmya belum tersedia. Hal htilab kita barns eermat terhadap prcduk 

hukum yang sifiltnya subtansif dan yang tiduk substantif. Sebingga kualitas 

perencanaan dapal terpenuhi. 

"kuaaitas perencanaan itu bukan suatu hal yang sifiltaya statis, 
melalukan sarat dengan hal hal yang sifiltnya dinanais sesuai dengan 
tantangan di tiugkai lapangan. Dalam hal ini mana yang diutanrakan 
atau dipriorltaskan yaitu apa.lcab !rita menekankan pada sekedar 
meneapai daya serap anggaran yang tinggi walau progrem prcgrem 
yang ada dan teranggarkan sebenarnya kurang bisa mengantar pada 
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pencapaian visi dan misi. Atau pada penekauan kualitas perencanaan 
program dan anggaran yang lebih memprioritaskan pencapaian visi 
dan misi. Kedua hal ini sulit untuk diperteruukan Mengapa demikian? 
Karena dengan sistem penganggamn berbasis kinerja ini kita lebih 
termakan waktu baik untuk mendapatkan per:setujuan maupun 
realisasi anggaran. Sebingga saat penyusunan anggamn yang terburu 
buru inl kadang kala klta menjadi teq>erangkap pada bal hal yang 
bersifut pragmatis yaitu yang penting ada program yang blsa 
terlakaana supaya daya serap anggamn tinggi. Sehingga untuk tahun 
depan, bisa dianggarkan kembsli. Tanpa kita mengindahkan program 
yang ideal yang nota bene untuk itu membulahkan kajian yang 
mcmakan waktu yang tidak sebentar". (wawancara Kepala Bagian 
Evaluasi dan Pelaporan tanggal2 desember 2009) 

Menanggapi ketersediaan samna dan prasarana terhadap epeyu 

peningkatan kaalitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapak Othman 

Nasution setuku Kepala Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro 

"memang kita tidak memungkiri bahwa untuk mernbangun suatu 
komunikasi terutama dengan institusi insitusi klta di danrah, selama 
ini kita terkendala oleh prasarana dan sarana khususnya dalam 
masalah jejaring multimedia di mana ini sebenarnya akan 
mempenmudah dan mempereepat kerja penyusunan angganm tahunan 
departemen. Mengapa demikian? Minirnalnya prasarana dan satlllla 
jejering komunikasi informasi mengakibetkan penyampaian data yang 
bersifut urgent untuk kepentingan penyusunan anggaran tahunan 
dapartemen baik dari pusat ke danrah rnaupun sebaliknyu menjadi 
terlambat. Sehingga diapnsisi juga tidak segera mendapat respon dari 
unit yang kornpeten". (wawancara Kepala Bagian Pengumpulan dan 
Pengolahan Data tanggsi 2 desember 2009) 

4.2.1.b. Implementing 

Tingkat itnplementasi kebijakan yang terkait dengan proses 

penyusunan program dan anggaran, pada intinya tetap berpegang pada 

produk hukum yang bertuku. Narnun tidak tertutup kemungkinan 

muneulnya kebijakan yang bersifat varian dari produk hokum yang ada di 
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mana hal ini dilakukan untuk meminimalisasi munculnya kendala di 

lapangan, misalnya mempertimbangkan data suatu progrun belum juga 

terselesaikan oleb unit terkait, maka diputuskan kebijakan untuk melakukan 

proyeksi terbadap anggaran progrun yang sama di tahun beijalan untuk 

dijadikan patokan penyusunan progrun dan anggaran tahunan deperternen. 

Keputusan ini ditempub, mengingat usulan draft penyusunan progrun dan 

anggaran hams segera masuk ke Depertemen Keuangan untuk dikaji. Selain 

itu pula, didasarkan pertimbangan bahwa ada kesempatan untuk melakukan 

revisi sambil menunggu selesainya data yang update yang sedang dilakukan 

oleh unit terkait. 

Sejaub mana efektifitas penggunaan anggaran terhadap perencanaan 

kegiatan? efektifitas lebih menekankan pada tepa! sasaran. Terkait antar 

penggunaan anggaran dengan perencanaan kegiatan atau program, maka 

rata ralan}"d banya merniliki daya scrap 65% dari realisasi anggaran. 

Mengapa dernilcian? Karena, keterlambatan turunnya anggaran yang secara 

teori semustinya pada bulan Januari, tetapi praktekuya selama ini rata rata 

baru turun di bulan April sehingga banya te.,isa waktu yang erektif untuk 

pelaksanaan progrun selama 9 bulan. Oleh sebab ltu, progrun progrun 

yang terlaksana rata rata bersiillt pragmatis. Sehingga sulit untuk memenubi 

visi dan misi bagian, biro, sekretariat jenderal dan departemen 

Kemampuan penyusunan kegiatan terhadap pelaksanaan tupoksi pada 

masing-masing bagian tidak sigoifikan. Maksudnya, dari sisi motivasi 

ksryawan dan lrualitas sumbar daya manusia memeoulti apa yang dlminta di 
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dalam software yang ada. Persoalan muru;ul jika diperkenalkan software 

baru oleh Departemen Keuangan. Hal ini jelas membuat para pelaksana 

harus mempelajari terlebih dahulu walau telah dibarikan training. Namun 

tidak semua data yang ada bisa diselesaikan atau dibahas di dalam training 

yang rata rata berlangsung paling lorna 30 hari. Padahal data data yang ada 

bukan data di pusat melainkan juga di institusi institusi di daerah. Kendala 

lainnya adalab saat mentransfer pemahaman software yang baru ini ke para 

pelaksana di daerah. Mengingat keterbalal!an prasarana dan sarnna jejariug 

komwrikasi. Kendatipun ada penugasan ke daerah, hal ini juga terkendala 

dengan mininmya anggaran yang tersedia untuk "tour of duty." 

Kondisionalitas ini yang di mana bersumber dari unsur ekstemal, 

meneiptakan karang optimainya penyusunan kegiatan terhadap pelaksanaan 

tupeksi pada masing-masing Bagian. Jadi bukan katena ketidakmampuan 

para pelaksana yang ada di lingkup bogian Penynsunan Program dan 

Anggaran, Biro Pereneanaan 

Dalam hal lain disahutkan, rekrotmen dan peneropatan SDM terbadap 

upaya peningkstan kinerja perencanaan, ada pendapat bahwa bahwa 

sekarang ditantukan oleh masa lalu, masa depaa ditentukan masa sekarang. 

Begitu pula, tentang msaatah rekruitmen dan peoernpatan sumber daya 

manusia di lingknagan Departemen hukwn dan ham sekarang ini yang bisa 

dinilai masih jaah dari ideal balk dari sisi rasio antara beban tugas dangan 

jumlah swnber daya manusia yang ada maupun dari sisi prlnsip "The right 

man and The right palace" 
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"banyak dijumpai di bebempa unit kelja dan teknis di mana sumber 
daya manusia yang ada tidak pas dengan tugas dan pekeljaannya 
terutama dari sisi pendidil::an funnal yang dimilik:i terhadap tantangan 
tugas dan pekeljaan mereka Selain itu juga ada beberapa unit yang 
berlebihan sumber daya manusia namun di unit lain kekumngan. 
Masalahnya, tidak bisa dilakakan mutasi dikarenakan snmber daya 
manusia yang ada di unit lain tidak bisa begitu saja dimutasil::an ke 
unit lain dikarenakan Jatar belakang pendidil::an formal yang ada 
kumng kondusif terhadap tantangan tugas dan pekeljaan yang ada. 
Sebiogga ketidakmerataao sumber daya manusia antara pendidikan 
formal yang dirniliki dengan bidang tugas dan pekeljaan yang ada 
menjadi salah satu kendala yang akan menjadil::an kualitas 
penyusunan program dan anggaran tahunan departemenjauh dari yang 
diharapkan. Kondisionalitas ini jelas memberikan peugaruh besar saat 
dilakakan draft penyusunan program dan angganm tahunan 
departemen. Seblngga tidak mengherankan apabila teljadi rev:isi 
berulang kali setelah dilakakan kajlan oleh departemea knuangan". 
(wawnncara Kepaia Subbagian Bagian Penyusunan Program dan 
Laporan Direktornt Jendernt Hak Asasi Manusia tanggal 4 desember 
2009) 

Dari sisi kuantitas tenaga SDM perencaoaan yang diperlukan dalam 

peniugkalnn knalitas penyusunan program Ielah teljadi kntidakmerntaan 

antara pendidikan formal yang dimililri dengan tantangan tugas dan 

pekedaan yang ada. Khusus di bagian Penyusunan Program dan Anggaran 

masih keknmngan sumber daya manusia yang memililri pendidil::an formal 

yang mendukung tantangan tugas dan peknljaan yang ada. 

Ditinjau dari persepsi pegawai teibadap pelaksanaan kegiatan bahwa 

mayoritas persepsi pam pegawai khususnya di lingkungan Bagian 

Penyusunan Program dan Angganm terhadap pelaksanaan kegiatan 

penyusunan program dan anggaran tahunan bisa dikatakan baik dan 

mendukung. Walaupun ada keluhan tentang perubahan sistem atau program 

software penyajian penyusunan program dan anggaran tahunan depanemen 
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yang dikeluarkan oleh depactemen keuangan. Hal ini masuk di akal karena, 

begitu ada perubaben sistem atau prognam software penyajian penyusunan 

program dan anggarnn lahU!llll'l depactemen, maka masalah data yang 

diperlukan jelas mengalami perubaban pula. Dengan kala lain data 

kadangkala harus dilakukan olahan !erlebih dahulu di mana proses olaben 

data berbeda dengan sistem atau program sebelumnya. Sehingga pera 

pegawai tidak bisa cuknp melakukan updote data saja tetapi harus 

melakukan elaborasi data untuk bisa diakses ke da1am sistem atau program 

software yang baru. Sudah barnng tentu, bal ini memakan waktu bila 

dibandingkan lidak ada perubaben sistem atau program software yaag 

diajukan oleh departemen keuangan 

Dijelaskan lebih lanjut mengenai dampak perubahan tugas pokok dan 

fungsi Biro Perencanaan terhadap kemampuan sumber daya manusia 

depactemen 

"Ada tidakeya perubahan tugas pokok dan fungsi Biro Jlerencanaan 
tidak siginifikan terhadap kemampuan sumber daya manusia 
departemen yang notabene mayorilaS tidak menganut prinsip "The 
Right Man and The Right Palace" musti begitu bukan berarti, lidak 
ada dampak pada tugas dan fungsi Biro Perencanaan. Ksrena, 
kendalipun dari sisi pendidikan fonnal yang dimiliki kurang 
mendukung tugas dan pekeJjaan yang dihsdapi namun sejalan dengan 
petjalanan waktu mereka telah terla!lh """"'-"' "know how" dan 
"Learning by doin(' yang terasah oleh tantangen, tugas dan pekerjaan 
seiama ini. Namun begitu teljadi perubahan, sudah barang tentu 
mereka harus memulai untuk mengenal "what kind of dul)i" di mana 
dari sisi pendidikan funnal mereka belum mengenalnya. Misal, 
seorang anak hanya selredar mengbapal rumus matematika. Begitu 
rumus itu diputar balikan maka hampir dipaslikan mengalami 
kebingungan. Sebab, yang dia lakukan untuk memeoahkan snal 
maternatika sekedat tradisi bukan betangkat dari sebuab pemabaman 
yang mendalam. Namun kondisionalilaS ini bisa dicarikan solusinya 
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dengan melaknkan berbagai pendidikan dan pelatihan. Hal inilah, arti 
penting BPSDM sebngai pusat transfer "practical knawledge atau 
app/icated knowledge" bukan transfer "teoritical knowledge". 
( wawancarn Kepala Subbngian Bagian Penyusl!nlm Program dan 
Lapnran Direktorat Jendcral Administrnsi Hukum Umum tanggal 4 
desember 2009) 

Dari segi dukwlgan teknologi dalam mensuppnrt kegiatan penyusunan 

program dan anggaran sudah memenuhi standar minimal. Namun, teknologi 

jejaring komunikasi informasi untuk kelancaran sharing data dari pusat ke 

daerah atau sebnliknya masih belum memenuhi s!andar minimal. Karena, 

jejaring unit dan institusi yang berada di bnwah naungan departemen hukum 

dan ham banyuk tcrscbar di daerah. Padabal bnik pusat maupun daerah 

mcmbutahkan keccpatan penyampaian dan penerimaan "Message" terutama 

yang terkait dengan masalah data yang diperlukan untuk penyusunan 

program dan anggaran tahunan departernen. Apalagi data yang diperlukan 

membutahkan "space" yang be=. Oleh karena itu, kerap kali terjadi idle 

time saat mcnyusun program dan anggaran karena lambntnya data masuk 

untuk di entry ke software yang telah ditentnkan. 

4.2.1.e Evalualillg 

Dengau adanya masalah keterbntasan anggaran terbndap pelaksanaan 

tugas pokolc dan fungsi berimbas pads lrualitas penyusunan program dan 

anggaran tahunau departemen yang menyebabkan program program yang 

teljadwal m.ayoritas terperangkap pads program yang prngmatis bukan 

program untuk pencapaian visl dan mis:i. Hal ini juga berkaitao dengan 
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tidak adanya peningkatan anggaran untuk pelaksa.naan kegiatan yang 

menunjang tugas pokek dan fungsi 

"dengan mcncermati kondisi keuangan negara sa.at ini semua itu bisa 
saja terjadi. Kalau sampai teljadi, maka iangkah kita adalah melakukan 
inventarisasi data untuk kemudian rnelakukan kajian ulang khususnya 
peda program yang mengarah kepada peneapaian visi dan misi. 
Dikru:enakan, program ini bersifat berkesinambungan. Setelah itu pada 
program yang bersifat pragmatis. Untuk proyeksi besaran anggaran 
cukep melibat realisasi anggaran tabun berjalan Dengan demikian, 
kendatipun ada pemolongan atau perempingan peda jnmiah program 
yang bersifat berkesinambungan. maka paling tidak tetap ada program 
dalam klasillkasi tersebut yang masih bisa diiaksanakan. Bisa 
dimisalkan disini dalam tahun berjalan ada tima program yang bersifat 
berkesinambnngan namun mengingat keterbatasan anggaran di tabun 
dapan, maka dibuatlah perampingan tinggal tiga program saja". 
(wawancara Kepala Biro Perencanaan tanggall 0 desember 2009) 

Dalam pengevaluasian kegiatan setiap bagian sebagal bahan aeuan 

untuk penyusunan rencana periode ke depan lebih dititikberatkan pada 

program program yang bersifat pragmatis. Sedangkan untuk program yang 

mengarah kepada pencapaian visi dan misi menggunakan skala prioritas. 

Dari dukengan infurmasi perencanaan terbadap pelaksa.naan kegiatan 

terdapat kendala yaitu masalah keterbetasan jejaring tekenlogi informasi 

temtama peda tingkat daerah. Oleh kru:ena itu, bisa dikatakan bahwa 

dukengan infonnasi perencanaan untuk mencapai keatitas penyusunan 

program dan anggaran tabunan departemen masih jaub dari apa yang 

diharapkan. Semestinya, jejaring tekeologi informasi dl daerah dan dipusat 

ditingkatkan guna mendukeng tugas dan pekeljaan bagian bagian yang 

terkait dengan penyusunan draft awal program dan auggaran tabunan 

departemen. 
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Terdapat upaya peningkatan anggaran untuk sarona dan prasarana 

tetapi dangan mempertimbangkan kemampuan pemerintah yang lertuang di 

dalam APBN tahun beljalan, maka proyeksi ke depannya sulit untuk 

melakukan upaya peningkatan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan 

prasarana dan sarana. Konsekuensi logisnya adalah kita melakukan 

inventaris data kemodian melakukan skala priorltas yang bersiillt 

berkesinambungan. Dcogan model ini dibempkan segala kebutuhan 

prnsarana dan sarana yang dibutuhkan ada saatoya akao terpenuhi. 

"dengan pertimbangan keterbetasan aoggaran, melibet APBN tahun 
beljalan sekarang ini, maka bempir dipastikan kita melakukan 
inventarisasi data yang kemudian dibuat akala priorltas program. 
Program-program yang !llllSuk di dalam skala prioritas adalah program 
yang lebib bersifitt program berkesinambungan, karena program 
tersebut pada umumnya merupakao program yang mengarah pada 
pencapaian visi dan misi di mana sulit untuk dilakukan banya satu 
periode tahun fiskal. Sedangkan program yang bersifat pragmatis tldak 
masuk ke dalam program yang di skata prioritaskan dikarenakan cukup 
dilaksanakan satu periodo talrun fiakal saja. Seperti perbaikan 
P""""""" dan sarona kantor, tekuologi yang portable, pendidikan dan 
pelatiban kekbusuSllJI dan sebagainya". (wawancan1 Kepala Subbagian 
Bagian Penyasunan Program dan Laporan IV Bagian Penyaaunan 
Program dan Anggaran tanggal I 0 desember 2009) 

Dari segi efektifitas kooldinasi dengan unit atuma dirasakan kurang 

optimal. lni disebebkan Karena biro perencanaan sangat bergantung pada 

masukuya data dari unit unit dan institusi yang tersebaran di daerah. Jndi, 

luasnya jangkauan di satu sisi dan ditambab dengan keodala j<;jaring 

tekuologi infurmasi mengakibatkan kurang optimalnya pesat membangun 

komunikasi yang intens. Dalam lW ini kerap kali leljndi distorsi dalam 

penyampaian dan penerimaan "message" yang dibuJuhkan untuk proses 
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penyusunan program dan anggarnn. Dan juga koordinasi di tingkat p1lliat 

terutama dengan unit nnit utama bisa terselenggara secara optimal 

mengingat kedekatan geografis dan kemudahan jejaring teknologi 

komunikasi infonnasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk melaknkan 

koordinasi ke nnit atau in.stitusi di daerab kueang efektif namun \Ultuk 

koordinasi dengan nnit unit utama yang berada di pusat berlangsung efektif 

babkan intens. 

4.:!.2. Faktor Kendala dan yang menjadi bahan peuetapan Kebijakan 

4.2.2.a. Faktor Kendada 

Kendala eksternal edalab ketidakkonsistenan sistem yang diajukan 

oleh departemen keuangan. Padeha! setiap departemen mentiliki 

ka:rak:teriatik masing masing dalam program kegiatannya di satu sisi. 

Sedangkan di sisi lain, sistem yang diajukan oleh departemen euangan 

terlalu generalisasi. Hal ini jelas menyulitkan pibek departemen hukum dan 

ham dalam menyesusikan antara program kegiatan yang ada dengan sistem 

yang dikehendaki oleh departemen keuangan. Akibatnya, ada program 

kegiatan yang sebenamya bersifat spesifik seperti pelatiban keimigrasian 

yang bersifat teknis sandi atau intelijen terpaksa dimasokkan ke dalam 

program kegiatan BPSDM di mana hal ini jelas san gat jauh signifikansinya. 

Kendala internal yang dibadapl edalab koordinasi data dari unit nnit 

yang terkait mengingat data yang dibutuhkan bukan suatu hal yang bersifitt 

independent melaiukan interdependent.. Hal ini terkalt dengan jenis dan 

sifat data informasi. Seperti misainya, data informasi anggarnn kegiatan 
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intelijen keimigrnsian. Jelas data informasi anggarannya tidak bersifa1 baku, 

karena kegiatan lni tidak bisa diprediksikan suata masalah bisa selesai. 

Sehlngga prediksi berapa besaran anggamn yang dibutuhkan harus 

menunggu terlebih dahulu apa apa saja yang akan dilakukan dan 

kemungkirum yang akan !eljadi dalam masalah intelijen keimigrnsian. 

Ak.ibalaya, pihak Y"llll mernmgani penyusunan anggaran to be or not to be 

barns menunggn dari pihak yang kompeten di satu sisi. Sedangkan di sisi 

lain, kita berlrejaran waktu yang telah ditelaPkan oleh departemen keuangan. 

'1'engerjaan penyusunan anggarnn pada program yang sifatnya 
interdependen.. menjadikan kita bekerja terburu buru. Hampir 
dipastikan hasilnya pun kurang optimal. Sebab, data infu=i 
anggaran dibuat berdasaikaa perkiraan kasar saja yang panting 
tereantum ada anggnran. Padahal dalam prakteknya bisa jadi apa yang 
tereantum tidak sesuai dengan kebulnban yang riil lni suata hal yang 
dirasakan sangat kurang dalam sistem sekarang ini·~ (wawancara 
Kopala Biro Perencanaan tanggal I 0 desember 2009) 

Begitu data informasi anggaran dalam kegiatan seperti dikatakan 

diatas tersusun bernpir mendekati riilnya, namun perkiraan perhitungan 

sccara kasar telah tedanjur dirnasukkan ke departemen keuangan, maka kita 

terpaksa menunggu kesempatan adanya revisi. Hal ini bisa berlangsang 

berulangkali. Ironisnya, begitu anggaran mendapat persetujuan dari anggota 

dewan dalam bentuk APBN, waktu pelaksanana rata rata tersisa banya 9 

bulan. Akibatnya, jelas ada kegiatan program yang terkait dengan mlsalnya 

kegiatan pelatiban intelijen keimigrasian kurang optimal. Pada gifuannya, 

basil pelatihannya pun knrang dari apa yang dibarapkan. 
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Boleh dikatakan kendala yang hams diperbatikan ke depannya adalah 

masalah sumber daya m!lllllSia di mana kurang akurasinya penempatan. 

''sekarang ini jumlah pegawai di lingkungan biro perencanaan saja ada 
kurang lebih 70 onmg. Dengan komposisi S!Ujana Strata I sebanyak 
50 yang mayoritas berlatarbelakang pendidiken formal S!Ujana 
Hakom, S!Ujana Strata 2 sebanyak I 0 orang dangan mayoritas 
berlatarbelakang pendidiken formal Magister Sains, sedaogken 10 
orang bcrpendidikan formal lulusan Sakolah LanjU!an Tmgkat Atas. 
Komposisi yang kurang seimbang ini di mana di biro perencanaan 
yang mustinya didukeng oleh mereka yang berpendidikan formal 
ekonorni bernpir bisa dikatakan karang jumlahnya. Jelas hal ini 
merepotkan kita dalam melakukan penyusunan pereneanaan 
angganm". (wawancam Kepala Bagian Kermalaksanaan tanggal 10 
desembcr 2009) 

Ketimpangan komposisi ini bermula dari rakruitmen masa lalu di 

mana ada anggapan bahwa Departemen Kehakiman (sebelum refonnasi) 

bcrlrutat banya di bidang hukena. Dan juga sebclum reformasi sbanm 

anggaran kita menganut sistarn tradisional dan APBN kita menganut 

anggaran bcrimbang. Sehlngga setiap departemen memperoleh Daftar !sian 

Proyak yang direncanakan olah BAPPENAS dalam hal ini departemen 

tinggal melaksanakan. Jadi kurang menekankan arti penting pegawai yang 

bukan lulusan s!Ujana huk:um. Atau dengan kala lain, s!Ujana ekonorni 

khususnya akuntansi hampir dikatakan saat itu sekedar juru catat saja 

sebingga karang berperan dalam membuat dan menyusun angganm tidak 

seperti sekarang ini. 

4.:2.2.b. Faldor yang menjadi Bahan l'enetapan Kebijakan 

Terkeit dengan masalah penyusunan angganm tahunan make falrtor 

utama yang menjadi bcban penetapao kebijakan adalah data informa.si yaog 
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meliputi: jumlah pegawai, prasarnna dan sarana, progrnm k:egiatan, jumlah 

pegawai yang akan pensiun, perkiraan penerimaan pegawai dan kunjungan 

keJja Menteri dan para pejahat eselon I baik dalam domaio domestik 

maupilllluarnegeri. 

4.3. Pembahasao 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pereocanaan, pembuatan progrnm 

dan anggaran dari suatu organisasi merupakan satu kesatuan yang bulat dan 

tidak dapat terpisahkan. Dengan demikian, Kegiatan penyusunan anggaran 

tidak dapa! dipisahkan dangan kegiatan pereocanaan. 

Dalam konteks tersebut, terksit dengan Analisis Penyusunan 

Anggaran Tahunan Departemeo, Biro Perencanaan mendisposisi Bagjan · 

Pengumpulan dan Pengolahan Data uotuk melakukan Peogmnpulan Data 

dari unit unit terksit dalam penyusunan progam dan penyusunan anggaran 

terutama yang eksisteosinya berada di berbagai belahan NIISantana melalui 4 

(empat) sub bagian yaitu Subbagian Pengompulan dan Pengolahan Data I; 

Subbagian Pengompulan dan Pengolahan Data TI; Subbagian Pengumpulan 

dan Pengolahan Data Ill; dan Subbagian Pengompulan dan Pengolahan Data 

IV. 

Adapun data yaug dibutubkan oleb Bagian Pengompulan dan 

Pengolalum Data terksit dengan stmtegi penyusunan progrnm dan anggaran 

adalab dalam bantuk rencana yang luas yang dinyatakan dengan angks­

angka nominal msta uang rupiah, dengan mana suatu rencana kelja untuk 

Universitas Indonesia 

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana UI, 2009



93 

jangka waktu I (satu) tahun fiskal ke depan yang hendek dicapai sesuai 

dengan visi dan misi organisasi. 

Selama ini, dam anggarnn yang dibutuhkan dan di entry di bag)an 

Pengumpulan dan Pengolahan Data tetap berpegang pada prinsip prinsip 

sebagai berikut: a. Prinsip keseluruhan (comprehensiveness), dimana 

anggarnn ymg disusun harus mencakup semua aktifitas keuangan 

organisasi; b. Prinsip kesatuan (unity), dimana anggaran disusun dengan 

angka-angka bruto baik unruk pendapatan maupun pengeluaranlbelanja 

sebingga mencerminkan kebulatan; c. Prinsip perincian (specificalion), di 

mana anggaran disusun secara terperinci sebingga jeias rencana kelja dan 

akibat-akibat keuangannya; d. Prinsip kecermatan (accuracy), di mana 

anggaran barus diperkirakan secara cermat Prinsip ini juga mempennudah 

pelaksanaan dan meningkatkan efisiensi; e. Prinsip keterbukaan 

(transparancy), di mana anggaran yang disusun barus dijeiaskan kepada 

rakyat dan mudah dipabami. Unruk maksud memudahkan saat dilakukan 

pengolahan dam melaiui program software y.mg Ielah disediakan oleh 

Departe:men Keuangan. 

Kemudian, basil data yang Ieiah diolah tersebut, disampaikan kepada 

Bagian Penyusunan Program dan Anggaran. Disaat dilakukan penyusunan 

program dan anggaran, bag)an Penyusunan Program dan Anggaran 

berpegang pada prinsip perencanaan yaitu: a. Suatu proses mempersiapkan 

secara sistematis kcgiatan-kegiatan yang akan di1akukan unruk mencapai 

suatu tujuan ter!entu; b. Suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik· 
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baiknya (ma;rimun output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebib 

efisien dan efektif; c. Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan 

dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa 

Disamping itu juga rnemperhatikan hal hal sebagai berikut; a. suatu 

pengarahan dan kegiatan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 

ditujukan kepada pencapwan tujuan pembangunan; b. dilakukan suatu 

perlciraan (forecasting) terhadap hal-hal dalam nmsa pelaksanaan yang akan 

diWui. Perlciraan dilakukan rnengenai potensi-potensi dan prospek-prospek 

perkembangan tetapi juga mengeoai bamba!an·bembatan dan risiko-risiko 

yang mungkin dlhndapi. Perencanaan mengusahnkan supaya keti(!akpastian 

dapat dibetasi sedikit mungkin; c. Memberikan kesempatan uniuk memilih 

berbagai altematif teataog cam yang terhaik (the best alternntive) atau 

kesempatea untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (the best 

combination); d. Dilakukan penynsunan skala prioritas. Memilih umt-urutan 

dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usubanya; e. 

Adanya rencana maka akan ada suatn alat pengukuran atau standar untuk 

mengadakan pengawasan atau evaluasi (control evaluation). 

Butir butir len!ebut diatas dijadikan dasat bagi Bagian Penyusuuan 

Program dan Anggaran saat dilakukan penyusurum anggaran berbasis 

kinerja. Sebagaimana ldta ketahui bahwa penganggaran berbasis kinelja 

adalah metode penganggaran bagi manajemen uniUk mengaitkan setiap 

pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan 

basil yaag dlbarapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian basil dari 
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keluaran ter.;ebut. Keluaran dao hasil ter.;ebut dituangkan dalam target 

ldnerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimaoa tujuan itu dicapai, 

dituangkan dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada setiap tiugkat 

pencapaian tujuan. 

Program pada anggaran berbasis kineija, berisi satu atau lebih 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga 

untuk mencapai sasarao dan tujuaa, serta memperoleh alokasi anggaran atau 

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerlntah. 

Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. 

Dengan kata laia, integrasi dan rencnna kerja tahunan yang ttierupakan 

rencana operasional dan Renslra dan anggaran tahunan merupakan 

komponen dan anggaran berbasis kinerja 

Untuk memudahkan dan melancarkan tugas dan pekerjaan 

penynsunan program dan angganm tahunan departemen, maka disediakan 

program software oleb Departemen Keuangan. 

Satu hal yang tidak kalah pentiug adalah rencana anggaran berbasis 

kinerja lebih menitikberatkan pada rencanan anggaran jangka menengah. 

Mengapa demlkian? Karena kondisi politik di era reronnasi ini hisa .,Ya 

seorang Kopala Negara dan Kopala Pemerintaban di Indonesia hanya satu 

ka1i putaran selama 5 tabun .,Ya Sehingga program program kerja yang 

hendak dicapai adalah program jangka menengah yang diejawantahkan 

dalam program jangka pendak. Hal ini didasarkan pada pemikiran hahwa 
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rencana jangka menengah yang berjalan dinilai cukup untuk dijadikan 

landasan bagi rencana jangka menengah ke depannya. 

. 
Sebagaimana kita ketahui Rencana jangka menengah sering juga 

disebut dengan rencana jangka sedang dan merupakan wujud konkrit dari 

penjabaran rencana jangka panjang. Dalam reneana ini tergambarkan 

dengan jelas usaha·usaba untuk melaksonakan kebijaksanaan reneana 

strategis organisasi dalam rangke mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 

Kegiatan pereneanaan jangke menengah merupakan bagian dari 

perencanaan jangka panjang. Rencana jangka menengab juga merupakan 

pentahapan, penteJjemaban, dan apabila perlu dilakukan penyesuaian untuk 

menjamin kontinuitas dan keberbasilan pelaksanaan jangke panjang. 

Hasil pelaksanaan reneana jangke menengah terdabulu horus 

menjamin landasan bagi pelaksanaan rencana tabap berikutoya. Rencana 

jangke menengah tersebut dibuat secara beljenjang mulai dari eselon 

terendab dalam sualu organisasi sampai dengan eselon yang tertinggi. 

Setelab penyusunan program dan angaranan tabunan departemen telab 

selesai maka disampaikan kepada Biro Perencanaan untuk dilaknkan 

pengkajian ulang sebelum disampaikan kepada Sekrelaris Jenderal unluk 

mendapat perselujuan Menteri. Melalui berbagai revisi, dan dinilai Ielah 

sesuai dengan program penganggaran berbasis kinelja serta mengikuti 

rambu rambu program software yang diajnkan oleb Departemen Keuangan 

maka melalui Sekrelaris Jenderal disampaikan kepada Menteri unluk 
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mendapat persetujuan yang selanjulnya disampaikan kepada Departernen 

Keuangan. 

Sudah barang tentu di Departemen Keuangan. usulan anggaran yang 

disampaikan oleh masing masing departemen tennasuk dari Departemen 

Hukum dan HAM Republik Indonesia dilakukan pengkl\)ian dari berbagai 

perspektif yang tclab menjadi standar Deparlemen Keuangan. Oleh karena 

itu, bisa teJjadi beberapa kali revisi penyusunan progmm dan anggaran 

tabunan departemen. 

Melalui beberapa kali revisi penyusunan progmm dan anggaran, pada 

akhirnya mendapat persetujuan oleh Departemen Keuangan. Unluk 

lremudian dilaknkan pelaksanaan oleh Departemen Hukum dan HAM 

Republik Indonesia khususnya kepada unit unit keJja rerkait yang progmm 

dan anggararmya telab mendapat persetujuan o!eh Departemen Keuangan. 

Maksudnya, usulan progmm dan anggaran telab disetujui dau dialokasikan 

anggararmya. Sehingga unit keJja dapat segera melaksanakan program 

prograrnuya mengingat waktu pelaksanaan progmm harus selesai sebelum 

!nlup buku anggaran pada setiap bulan Desember. 

Bagian Evaluasi dau Laporan, pW1 mula! bekeJja seiring dengan 

peluksanan program dan anggarnn yang dilaksanakan oleh unit unit keJja 

terkait. Hal ini disebabkan keterbatasan walctu pclaksanaan program dan 

anggarnn di mana tutup buku anggaran jaluh pada bulan Desember. 

Unluk menghindari terjadinya tumpukan tugas dan pekerjaan maka 

Bagian Evaluasi dan Laporan melakukan eicilan pekeJjaan. Sehingga disaat 
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mendekati bulan tutup buku anggaran yaitu jatuh pada bulan Desember, 

maka Bagian Evaluasi dan Laporan telah siap melakukan penyusunan 

laporan pelaksanaan program dan anggaran. 

Dari uraian di atas maka dapat ditarik sebuah kesirnpulan sementara 

bahwa format penyusunan program dan anggaran tahunan di lingkungan 

Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM 

Republik Indonesia bisa dikatakan Cnknp Baik dari aplikasi teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dikarenakan Format tatakelja dan susunan 

organisasi di bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan, 

Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia 

berpegang tegub pada Peraturan Menteri Nomor M.09-PR.07.10 TAHUN 

2007 tentang Oganisasi dan Tata Kelja Departemen Hukom dan HAM. 

Karena di dalam pasal 15 hingga pasall8 jelas digambarkan Tugas Pokok 

dan Fungsi (TUPOKSI) masing masing unit teknjs dan kelja yang ada. 

Ditambah lagi, unit-unit terkait dalam penyusunan program dan 

anggaran barpegang pada prnduk bukum yang ada seperti Undang Undang 

No. 25 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 

Keodalipun secara furmat dapat dikatakan cukup balk, namun saat 

penyusunan program dan anggaran dijumpai berbagai kenda!a. Kenda!a 

ekstemal adalah ketidakkonsistenan sistem yang diajukan oleh Departemen 

Keuangan. Kenda!a internal yang dihadapi adalah koordinasi data dari unit 

unit yang terkait mengingat data yang dibutuhkan bukan suatu hal yang 

bersifat independent melainkan interdependent. Sehingga hila saja satu unit 
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terlambat merespon data yang dibutubkan oleh unit lain padubal data itu 

clibutubkan saat melakukan draft awal penyusunan anggaran tahunan 

departemen, maka bisa dipastikan terjadi kemunduran waktu. 

Terkait dengan kendala internal tadi, maka kualitas penyusunan pun 

menjadi berkurang karena dilakakan terhuru buru. Sehingga terjadi revisi 

berulang kali. Revisi berulang kali memunculkan sikap pragmatis saat 

penyusunan anggaran. 

Terkait dengan knalitas penyusunan program dan anggaran tacli, 

harnpir dipastikan berakibat pada sulitnya pencapajan visi dan misi bagian, 

biro, sekreatarint jenderal den departemen 

Satu hal yang tldak kalah penting adalah rendahnya daya serap 

anggaran karena antara realisasi dengan pelaksanaan program terperangkap 

pada waktu tutup buku anggaran di bulan Desember. Dan, keterbatasan 

prasarana dan sarana di dalarn membangun jc;jaring komunikasi informasi 

deri pusat ke deerah atau sebaliknya. 
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5.1. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan bukan rnerupakan hasii ketja merangkum atas apa yang 

telah dibahas di bah sebeiumnyn. Kesimpulan adalah rnenjawab terhadap 

apa yang telah menjadi rumusan masalah dan tujuan peneHtian. Oleh karena 

itu, di dalam rumusan masalah penelitian ini ada 2 (dua) pertanyaan yang 

harus dijawab di dalam bab kesimpulan ini yaitu: 

Pertama, apakah penyusunan anggaran di lingkungan Bagian 

Penyu~LJnan Program dan Anggaran Departemen Hukum dan HAM 

Republik Indonesia sudah melaksanakan sistem penganggaran berbasis 

kinelja. Dari perspektif variable Fonnating, telah dijelaskan secara umuru 

bahwa format penyusunan program dan anggaran tahunan departemen telah 

melaksanakan sistem penganggaran berbasis kinelja. Mengapa dikatakar. 

demikian? Karena dilihat penggunaan sistem atau program software yang 

diajukan o1eh Departemen Keuangan telah berformat sistem penganggaran 

berba.'iis kinerja. Walau diakui sistem atau program softwant tersebut selalu 

berubah untuk menuju kesempumaan tampilan sesuai kebutuhan 

Departemen Keuangan terutama di saat rnelakukan kajian terhadap usulan 

prog,ram dan anggaran yang disampaikan oJeh masing :rnasing departemen. 

Selain itu pul~ adanya koordinasi antar unit unit terkait di dalam 

penyusunan program dan anggaran di mana unit unit yang ada melakukan 

penyusunan program dan angga.ran berbasis kinerja. Ha1 Ini dituojuk.l(an 
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dengan perbalkan efisiensi dan efek:tivltas dalam pemanfaatan sumber daya 

dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan daiam 

kerangka jangka memlngah. Reneana kelja dan anggaran (RKA) yang 

disusun berda5arkan prestasi kelja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 

yang sebesar~be.<>amya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas 

Lebih lanjut lagi, dari perspeh.i:if implementasi, dapat terlihat bahwa 

penyusunan program dan angaran ta.hunan departemen selalu 

memperhatikan program yang berkcsinambungan daJam kerangka jangka 

menengah yang dituangkan di dalam Rencana kelja dan anggaran (RKA) 

dan program yang pragmatis yang disusun berdasarkan prestasi kerja 

dimaksudkan untuk mernperoleh ma.nfaat yang sebe.w-besamya dcngan 

menggunakan sumber daya yang terbatas sebagai upaya penghematan uang 

negara. 

Kemudian dari perspektif evaluasi dapat dikatakan bahwa 

keterbatasan kemampuan keuangan negara bisa saja tCJjadi di mana dapat 

berakibat pada rertundanya pelaksarulan berl:lagai program di mana hal ini 

memak.c;a untuk dilakukan perampingan program dengan membuat skala 

prioriil!s dengan lebih mengedepankan program yang hersifat 

berkesinambungan dalam kenmgka jangka menengah yang tertuang di 

dalam RencMa keJja dan anggaran (RKA). Dan program yang pragmatis 

yang disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoieh 

ntanfaat yang sebesar--besamya dengan menggunakan sumber daya yang 
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terbatas sebagai upaya penghematan uang negara dan mengedepankan 

program yang mengarah pada pencapaian visi dan misi. 

Ke dua. faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam penyusunan 

anggaran DepaJ1emen Hukum dan HAM. Dari basil penelitian ditemukan 

beberapa kendala di dalam proses penyusunan program dan anggaran 

tahunan departemen yaitu: 

1, Kendala eksternal adalah ketidak:konsistenan sistem yang diajukan oleh 

Departemen Keuangan; 

2. Kendala kendala internal yang dihadapi adalah koordinasi data dati unit 

unit yang terkait mengingat data yang dibutubkan bukan suatu hal yang 

bersifat independent meJainkan interdependent, Sehingga hila saja satu 

unit terlarnbat merespon data yang dibutuhkan oleb unit lain padahal 

data itu dibutubkan saat melakukan draft awal penyusunan anggaran 

tahunan departemen, maka bisa dipastikan te!jadi kemunduran wakt:u; 

3. Terkait dengan buti:I' 2) tadi. :maka kualitas penyusunan pun menjadi 

berkurang karena dilakukan terburu burn, Sehingga te~adi revisi 

burulang kali; 

4, Revisi berolang kali memunculkan sikap pragmatis saat penyusunan 

anggaran; 

5, Terkait dengan Butir 4) mdi, hampir dipastikan berakibat pada sulilllya 

pencapaian visi dan misi bagi~ biro~ sekreatariat jenderal dan 

departemen; 
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6. Rendahnya daya serap anggarnn karena antara realisasi dengan 

pelaksanaan program terperangkap pada waktu tutup buku anggaran di 

bulan Desember; 

7. Keterbatasan prasarana dan saraTla di dalam membangun jejaring 

komunikasi informasi dari pusat ke daerah. atau sebaliknya; 

8. Sumber daya manusia yang ada baik dari sisi rekruitmen dan 

penempatan dapat dlkatakan kesalahan masa lalu. Akibatnya te!jadi 

ketidakmerataan dan ketidaksesuaian antara pendidika.J.l fonnal yang 

dimiliki dengan mntangan tugas dan peketjaan yang dihadapi; dan 

9. Ketetbatasan kemampuan keuangan negara bisa saja terjadi di mana 

dapat beraklbat pada tertundanya pemenuhan prasarnna dan sarana, dan 

juga memaksa untuk diiakukan perampingan program dengan membuat 

skela prioritas dengan Iebih mengedepankan program yang bersifat 

berkesinamhungau dalam kerangka jangka menengah tertuang di dalam 

Rencana ketja dan anggarnn (RKA) dan program yang pragmatis yang 

disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh 

manfaat yang sebesar-besamya dengan rnenggunakan sumber daya yang 

terbatas sebagai upaya penghematan uang negara dan mengedepankan 

program yang mengarah pada penca,Pajan visi dan mist. 

Bertitiktolak dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa secara 

keselumahan tujuan penelitian telah teroapai k:a.rena teJah menjawab apa 

yang menjadi tujuan peneUtian yaitu: I) telah tergambarkan rlengan jelas 

kegtatan perenc.anan penyusunan anggaran yang selama ini diterapkan 
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organisasJ; 2) telah terg.ambarkan sejaub mana pelaksanaan penyusunan 

anggaran berbasis kine!ja di lingkungan Departemen Hukum dan HAM; 3) 

telan tergamharkan dengan jelas fakror-lltktor yang menjadi bahan 

penetapan kebijakan perencanaan penyusunan program dan anggaran di 

lingkungan Departemen Hukum dan HAM. 
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5.2. Saran 

Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan 

anggaran tahunan departemen yang berbasis kineJja adaJab 

ketidakkonsistenan sistem atau program software yang diajuk.an oleh 

Departemen Keuangan dan keterbatasan flrasarana dan samna khususnya 

dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung 

percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan dcpartemen. 

Bertitiktolak dari kedua kendala tersebut, maka dtsarankan supaya ada 

peningkatan dalam prnsarana dan sarana jejaring komunikasi informasi dan 

konsistenan sistem atau program software yang diajukan oieh Departemen 

Keuangan sehingga dapat mempercepat kefja unit unit terkait yang 

diharapkan dapat rueningkatkan kualitas pcnyusunan program dan anggaran 

tahunan departemen. 
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Lampiran 01: Daftar Kuesioner 

Kepada Yth 

Bapak!Ibu 

di Tempat. 

Saya adalah mahasiswa Magister pada Program Studi Pengkajian Ketahanan 

Nasional Universitas Indonesia sedang melakukan penelitian mengenai Analisis 

Penyusunan Anggaran Tahunan Departemen Studi Kasus Bagian Penyusunan 

Program dan Anggaran di iingkungan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, 

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. 

Untuk melengkapi penelitian ini, maka saya memohon kesediaan Bapak 

atau Ibu untuk meluangkan waktu menguraikan jawaban atas pertanyaan 

pertanyaan yang tertuang di dalam pedomanan wawancara mendalam ini. Karena 

bantuan Bapak atau Ibu sangat berarti dan alas kesediaan Bapak atau Ibu saya 

ucapkan terima kasih. 

Jakarta, November 2009 

Hormat 

Peneliti 
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Lampiran 02: Pedoman WaWll!lcara Terstruktur 

A. VAruABELFORMATmG 

I. Bagaimana pendapat Bapak atau Ibu berkenaan dengan penyempumaan 

tugas pokok dan fungsi terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2004 

dan UU Nomor 17 Tahun 2003? 

2. Bagaimana menurut Bapa.lc atau Ibu penymmnan kegiatan tiap Bagian 

terhadap pencapaian visi dan m.isi Biro Perencanaan? 

3. Bagaimana menurut Bapak atau Ihu kebijakan Biro Perencanaan dan unsur 

perencana unit lainnya terhadap peningkatan lrualitas perencanaan? 

4. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu koordinasi pelaksanaan penyllilUilan 

kegiatan pada masing-masing Bagian? 

5. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu koordinasi pelaksanaan kegiatau yang 

dilakukan antat Unit'/ 

6. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu efektifitas penyelenggaraan kegiatan 

terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi? 

7. Bagaimana menurut Bapak atau Ihu fungsi koordinasi rerbadap proses 

arlministrnsi perencanaan dan anggaran? 

8. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu kedudukan Biro Perencanaan sebagai 

koordinator Pereneanaan Program dan Anggaran Departemen? 

9. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu kebijakan Biro Perencanaan dan unsur 

perencana unit lahmya rerbadap peningkatan kualitas perencanaan? 

10. Bagaimana menurut Bapak atau Ibn ketersediaan sarona dan prasarana 

rerhadap upaya peningkatan knalit>s pelaksanaan tugas pokok dan fungsi? 
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B. VARIABEL IMPLEMENTING 

1. Bagaimana menurut Bapak atau lbu kebijakan Pimpinan terhadap 

pelaksanaan kegiatan masing-masing Bagian? 

2. Bagaimana menurut Bnpak atau lbu efektifitas penggunaan anggaran 

terbadnp perencanaan kegiatan? 

3. Bagaimana menurut Bapak atau lbu xemampuan penyusunan kegiatan 

terhadap pelaksanaan tupeksi pada masing-masing Bagian? 

4. Bagaimana menurut Bnpak atau lbu kedudukeu Biro Perencanaan sebagai 

koordinator Perencanaan Program dan Anggaran Departemen? 

5. Bagaimana menurut Bnpak atau lbu kemauan politik (political will) 

terbadap kebijakan pereneanaan di Iingkungan Deparlemen Hukum dan 

HAM? 

6. Bagaimana menurut Bapak atau lbu rekrulmen dan penempatan SDM 

terbadap upaya peaingketan kinelja perencanaan? 

7. Bagaimana menurut Bapak atau lbu kuantitas tenaga SDM perencanaan 

yang diparlukeu dalam peningkatan kwilitas penyusurum program? 

8. Bagaimana menurut Bapak atau lbu parsepsi pegawai terbadap pelaksanaan 

kegialan? 

9. Bagaimana menurut Bapak atau lbu dampak perubaban tugas pokok dan 

fimgsi Biro Perencanaan terbadnp kemampuan SDM Departeruen? 

10. Bagaimana menurut Bapak atan lbu dukungan teknologi terhadap setiap 

llSlllan kegiatan? 
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C. V ARIABEL EVALUATING 

I. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu apabila ada keterbatasan anggaran 

terbadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi? 

2. Bagaimana menurut Bapak atau lbu evaluasi pelaksanaan kegiatau setiap 

Bagian sebagai OOhan acuan untuk penyusunan rencana periode ke depen? 

3. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu dukungan informasi perencanrum 

terhndap pelaksanaan kegiatau tiap Bagian? 

4. Bagaimana menurut Bapak atau Ibn upaya peningketau anggaran untuk 

sarana dan prasarana? 

5. Bagaimana menuret Bapak atau lbu efektifitas penetapan alokasi anggarau 

pada setiap Unit Utama? 

6. Bagaimana menurut Bapak atau lbu efektifitas koordinasi dengan unit 

utama dalam pelaksanaan kegiatau? 

7. Bagaimana menW'Ilt Bapak atau lbu pemabaman pegawai terhadap tugas 

pokok dan fungsi masing-masing Bagian? 

8. Bagaimana menurut Bapak atau lbu penyusunan kegiatan yang disusun 

berdasarkan akala prioritas? 

9. Bagaimana menurut Bapak atau lbu kemungkinan tidak adanya peningkatau 

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan 

fungsi? 

I 0. Dalam keterkaitau dalam penyusunan program dan anggaran adakab saran 

dan masukan yang dapat Bapak atau lbu sampaikan ? 

TERIMAKASm 
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Lampirun 03: Hasil Wawancara 

I. Menurut pendapat Bapak Imam Santoso selaku Kepala Biro Perencanaan 

menjawab pertanyaan pnda pengembangan misi dan tujuan jangka panjang: 

"dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Talmn 2003 dan Nomor 25 

Tahun 2004 yang telah menetapkan penggunaan peadekatan penganggaran 

berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses peyusunan anggaran. Di 

departemen kita masih memiliki institusi di daerah yang di mana rawan bila 

penugasan dan kewenangannya di serahkun kepada daerah, maka secara 

otomatis pula kita ini harus mematuhi perundang undangan tersebut. Oleh 

karena itu, secara internal pun di lingkungan departemen ini, khususnya 

masalah snsunan organisasinya masih memiliki struktur yang memiliki tugas 

dan fungsi monitoring ke institusi kita di daerah. Hal ini dapat dilihat pnda 

Pasal 18 permen M.09 tahun 2007 di mana sangst memperhatikan dan 

menimhang ndanya perundang undangan yang berkaitan dengan hubungan 

keuangan Pnsat Daerah. dengan demikian, karena eksistensi kita masih 

memiliki tugas dan fungsi di daerah maka seeara otomatis pula dalam 

strategi penyusunan anggaran tahunan departemen harus pula 

mempertimhangkan implementasi dari Undang Undang 25 tahun 2004 

rersebut. Hal ini bisa dilihat bah'''" masing masing subbagian yang rertuang 

di dalam Pasal 18 permen M.09 tahun 2007 barns memberikan masukan 

berupa draft rencana anggaran yang ke bagian penyusunan program dan 

anggaran untuk dipndukan dengan unit unit yang lainnya. Sehingga menjadi 

draft usulan program dan anggaran ke Departemen Keaanga.q. Jadi bukan 

top down melainkan bottom up di dalam ldta mengimp1ementasikan 

Undang-Undang 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang 25 Tahun 2004 telah 

menetapkan pengguoaan peadekstan penganggaran berbasis prestasi kelja 

atau kinelja dalam proses peyusunan anggaran tahunan departemen kita ini. 

kenapa terjadi seperti itu? Karena unit unit kelja yang berada di daerahlah 

yang memahami berbagai masalah, tantangan, dan kabutuhan yang 

diperlukan balk yang bersifilt nperaaional dan non operasional. sndangkan 

masalah Undang Undang No. 17 Tahun 2003 yaqg inlinya adalah bahwa 
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anggaran ldta berbasis ldnelja. Hal ini mennnjukkan bahwa ada pernbahan 

sistem di dalam penyusunan anggaran. Namun, permasalahan yang mnncul 

dengan diterapkan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 ini adalah 

penyusunan anggaran tabunan yang memakan waktu Jebih lama dikarenakan 

proses boltom up dan ldnelja masing masing unit kelja dan pelaksana untuk 

bisa menjadi sebnah drat anggaran tabunan yang diusulkan kepada 

Departemen K;,uangan. kemudian, proses di departemen keuangan pun 

masih membutuhkan waktu di mana ada revisi draft dikarenakan ada usulan 

program dan anggaran yang diberl tanda bintang (ditunda atau ditolak). 

Sebingga departemen harus melakukan revisi draft usulan program dan 

anggaran. Selanjutnya disampaikan lagi ke departemen Keuangan. Proses ini 

tidak cuknp sekali bahkan bisa saja revisi usulan draft anggaran tabunan 

berulang kali di satu sisi. Padahal, unit yang kompeten menanguni masalah 

ini dan unit yang terkait memiliki tugas dan fungsi kesehruian di sisi lain. 

kondisionalitas ini, yang membuat program penyuslffian anggaran bc!basis 

ldnelja mcmakan waktu. Namun ldta harus mcngakei babwa dengan 

progrnm ini keboooran atau kemubazi.ran uang negara bisa diminimalisasi 

walau belum optimal. selain itu, dangan program penyusunan anggaran 

berbasls ldnerja juga teljadi keterlambatan realisasi anggaran. Memang 

secara teori, per januari aoggaran bisa direalisasi. Namun dalam prakteknya, 

realisasi anggaran bisa turun di alas bulan April Hal iul jelas membuat 

realisasi aoggaran kurang terserap pada program program yang telah 

dijadwalken. Qtomatis, daya scrap aoggaran kurang optimal dan beberapa 

program menjadi tidak terlaksana". 

pertanyaan efuktifitas penyelenggaraan kegiatan terhadap pencapaian tugas 

pokok dao fungsi pendapat Bapak lmam Santoso selako Kepala Biro 

Perencanaan menjawab : 

"Pengertian efektifitas itu sendiri ndaiah tapat sasaran. Sedangken efisiensi 

adalah tepa! guna. Bila ldta menilai apakah tugas pokok dan fungsi dari 

penyelenggaraan penyusunao anggaran tabun depan itu efektif atau 

tidaknya, hai lni sangat bergantnng pada apakah program yang telah 
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le!jadwalkan dan ternnggarkan ini bisa mencapai tepat sasarnn yang akan 

dicapai dlsesuaikan dengan waktu anggaran. Mengingat waktu realisasi 

anggarnn untuk program yang telah disetujui untuk dilaksanakan oleh 

Departemen Keuangan dengan entatan tidak diberi bintang. Namun 

berdasarkan pengalarnan selama ini, tingkat efuktifitas penyusunan 

anggaran tahunan berbanding terhadap realisasi dan daya serap anggarnn 

tahunan departemen, mta ratanya meneapai 65%. Jadi bisa dikatakan daya 

scrap anggarnn banya mencapai 65% sedangkan 35% nya dari realisasi 

anggaran terkendala oleh beljalannya waktu anggaran yang berakhlr pada 

bulan Desember. Oleh sebah itu, arti panting koordinasi, kesiapan data sejak 

inventarisasi data, hingga pelaksanaan draft awal penynsunan anggaran 

tahunan departemen hams diperhatikan oleh semua tarit uuit terkait jika kita 

ingin kegistan penyasunan anggarnn tahunan departemen memiliki tingkat 

efektifitas yang tinggi terhadap daya serap anggaran tahunan. Pada 

gilirannya, berarti program program yang Ielah teranggarkan bisa optimal 

II. Menurut pendapat lbu Dadeh Widaningsih selaku Kopala Bagian Organisasi 

Biro Perencanaan menjawah pertanyaan pengembangan milli dan filjuan 

jangke penjang: 

"penyasunan kegiatan tiap bagian dapat tercapai bila saja milli terpenulti. 

Namun, dengan program penyasunan anggarnn berbasis kineJja di mana 

memakan waktu yang tidak sedikit, maka jelas palaksanaan program dan 

anggaran jadi mundur. Ini pun masih bagus, bahkan beberapa program tidak 

bisa dilaksanakan mengingat realisasi anggarnn yang seoara teori bisa 

dlrealisasi pada bulan Janua.>i namun dalarn prakteknya pada umumnya barn 

bulan April. Padahal di bulan desember kita hams sudab tutup baku dl mana 

sudah tidak ada lagi pelaksanaan program. Kalau dilihat dari kondisi ini, 

praktis pelaksanan jadwal program yang telah dianggarkan mta mta efektif 

banya tersisa waktu 9 bulan pelaksanaannya Konsekennai logisnya, hila ada 

program yang memakan waktu lehib dari 9 bulan harnpir bisa dipaatikan 

dicontreng dari jadwal program. Ini berakibat seperti yang telah dlsinggung 
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di atas. pada daya serap anggaran yang menjadi kurang optimal. Dengan 

demikian, pencapajan misi kurang optimal di mana secara otomatis 

pencapaian visi pun menjadi terganggu karena banyak lrendala yang 

dibadapi baik internal maupun ekstemal". 

Menjawab pertanyaan fungsi koordinasi terbadap proses administrnsi 

perencanaan dan anggaran: 

"mengingst penyusurum anggarnn tahunan departemen bemnjak dari unit 

unit internal di lingkungan kelja Departemen ini, maka kendala yang bersifilt 

teknis adminitrasi perencanaan dan anggaran bisa dikstakan kurang 

signifikan. Mengapa demikian? Karena di dalam Pasal 15 hingga Pasal 18 

Petaturan Menteri Nomor M.09 TAHUN 2007 dengan tegas mengatur 

tatakelja unit unit yang di bawab Bagian Penyusunan Program dan 

Anggaran, Biro Perencanaan, Sekretariat Jendaral Departemen HUKUM 

dan HAM Republik Indonesia Diharapknn unit unit terkait dalam proses 

penyusnuan anggaran tahuan departemen menyadari tugas dan fungsi 

masing masingnya. Sehingga tidak menjadi kendala yang bersifat teknis 

adminislratif. ltu idealnya, tetapi berdasarkan pengalaman yang ada selama 

ini, teljadi pula kendala yang bersifat teknis administratif di tingkat lapangan 

terutama dalam lambat merespon disposisi yang biasanya teljadi pada 

Institusi kita yang berada di daerah sehingga unit terkait lainnya terutama di 

pusal hams menunggu. Hal ini berimbas pada proses penyusunan anggaran 

di meja unit lainnya Karena sistem penganggarnn berbasis kinelja 

menitikberatkan perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfilalan 

sumber daya dan memperlruat proses pengambilan kepulusaft tentang 

kebijakan dalam kerangka jangka menangah Rencana kelja dan anggarnn 

(RKA) yang disusnn berdasarkan prestasi kelja dimaksudkan untuk 

memperoleh manfaat yang sebesar-basaroya dengan menggnnakan sumber 

daya yang terbatas. Cara untuk mengantisipesinya, makn kita terus 

membangun komuniknsi dengan semua lini dalam unit unit terkait baik yang 

ada di pnsat manpun di daerah. Sehingga bila Sl\ia teljadi keterlambatan 
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dalam menindaklanjut disposisi dari pusat ke daerah atau sebalikuya kita 

bisa melacak sedini mungkin di mana letak distorsinya". 

ill, Menurnt pendapat Bapak Budi Wihardja selaku Kepala Bagian Penyusunan 

Program dan Anggaran Biro Perencanaan menjawab pertanyaan 

peagembangan misi dan 111luan jangka panjang: 

"Kebijakan Biro Perencanaan dan unsur perencana unit lainnya terhadap 

peoingklrum kualitas perencanaan. Memnut saya Departemen ini adalah 

salah satu sub sistem di dalam penyelenggaraan ketatanegaraan lnd""""ia. 

Otomatis pula, knalitas perencanaan yang menurut departemen kita ini telah 

dinilai baik. namun belnm tentu baik menurut departemen yang kompeten di 

dalam mengkaji draft nsulan angganm tahunan departemen yaltu 

Departemen Keuangan. Mengapa dikatakan demikian? Karena, proses 

penyusunan anggara tahunan departemen yang kita susun berbasis kine.ja, 

bersifat bottom up dan berpegang pacta sistem dan prosedur yang Ielah 

ditetapkan oleh Departemen Keuangan, dini!ai oleh pihak kita dianggap 

telah berkualitas, peda akhirnya setelah dik,Yi oleh Departemen Kenangan 

dikemhalikan kapade kita u.ntuk dilakakan berbagai revisi. HBl ini bisa 

terjadi berulang kali. Gambaran ini memperlihatkan sulit kita secara pihak 

hahwa apakah penyusunan draft anggaran tahunan departemen yang kita 

buat telah berlrualitas atau belum sehlngga bisa dikatakan saugat relative 

bergantung dari perspektif mana kita melihalllya apakah dari perspektif 

kepentingan tercapainya visi dan misi departemen kita atau dari perspektif 

kepentingan departemen keuangan yang lebih mengutamakan efisiensi dan 

efuklifitas aaggaran". 

Menjawal> pertanyaan kedndukan Biro Perencanaan sebagai koordinator 

Perencanaan Program dan Anggarau Departemen: 

"sejak dilansimya program penyusunan anggaran berbasis kinerja. 

Kesemuanya ini menjadikan kedndukan biro pereneanaan menjadi lebih 

sibuk. dinilai memiliki kompetensi dalarn artinya temps! bertanya dari nnit 

unit yang terkait di dalarn proses penyusunan aaggarau tahunan. Padehal 
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tei11S terang saja dengan keterbatasan sumber daya manusia baik da:ri sisi 

kualitas maupun kuantitas, masalah penyusunan anggaran tabunan membuat 

biro pereneanaan menjadi berat bebannya. Apalagi dengan 

ketidakkonsistenan sistem yang diajnkan oleh Departemen Keuangan di 

mana ini membuat kila selalu mulai dari titik nadir di sam sisi, tapi tugas 

penyusunan anggaran tabunan harus tetap be!jalan ditengah tengah kondisi 

ketidakknnsislenan sistem di sisi lain. Kondisionalitas ini, sudah barang 

tentu mcnjadikan kedudnkan biro perencanaan sebagsi koodinator menjadi 

sangat strategis". 

IV. Menurot pendapat Bapak Muhamad Rizaldi selaku Kepala Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan Biro Perencanaan menjawab perlanyaan koordinasi 

pelaksanaan penyusunan kegialan pada masing-masing bagian: 

"menurut saya koordina.o;;i dalam artian memonitoring prosesi penyusumm 

anggnran tabunan kepada unit unit yang tetkait dilakukan sejak dini di mana 

biasanya telah kita beri ingat pada unit unit tetkait untuk menyiapkan data 

dala, pengnmpulan informasi, proyeksi program kadepannya dan laienya 

yang dibutuhkan untuk penyusunan anggarnn dilakukan pada pertengohan 

tabuu setiap tabunnya. Jadi awal bulan Mei semua unit yang terkalt teloh 

menyiapkan scgala kebutubua yang diperlnkan. Kemudian barn bulan Juni 

kita saling berkomunikasi secara intens atas segala hal yang berkailan 

dengan penyusunan anggnran. Hal ini tidak saja dilakukan internal 

departemen melalnkan juga ekstemal yaitu membacgun komunikasi dengan 

Depertemen Keuangan kbuausnya masaloh ada tidaknya perubahan software 

dan hardware yang terkalt dengan program penyusunau anggaran tabunan 

departemen. Bila saja ada perubaban di dalam software, biasanya 

Departemen Keunngan memberikan semacam tEailling untuk 

mengaplikasikan software yang mereka akan gunakan. Dengan demikian, 

kita tetap berpegang pada prinsip bottom up dan berbasis kinerja. Hal ini 

ditunjnkkan dengan perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfioatan 

sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan lenlacg 

Analisis Penyusunan..., Noerman Adi Santoso, Pascasarjana UI, 2009



kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Renoana ke!ja dan anggaran 

(RKA) yang disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan Ullf.uk 

memperoleh manfaat yang sebesar-besamya <Iangan mengganakan sumber 

daya yang !erbatas". 

Menjawab pertanyaan kebijakan Biro Perencanaan dan unsur perencana unit 

!ainnya terhadap peningkatan kualitas perencanaan: 

"secara idealnya. kebijakan Biro Perencanaan dan unsur pereneana pada unit 

terkoit tetap berpegang pada praduk hukum yang berlaku. Per.soalannya 

adalah produk hokum yang dijadikan padoman kita melaksanakan tugas dan 

fungsi selama ini khan lengkang o!eh waktu. Mengapa demik.ian? K.arena 

begitu praduk hokum ini dibakakan t:mpa melibat pergerakan waktu dan 

tantangan, maka kita akan terperangkap antara berpegang pada produk 

hukum y3llg sehenamya sudah usang dengan realitas t:mt:mgan di tingkat 

lapangan padahal praduk hukunmya belum tersedia. Hal inilah kita harus 

cermat terbadap produk hukum yang sifittnya subtansif dan yang tidak 

suhatantif. Sehingga kualitas perencanaan dapat terpenubl. Maksudnya. 

knalitas perencanaan itu bukan snatu hal yang sifittnya statis, melainkan 

sarat dengan hal bel yang sifittnya dinarnis sesuoi dengan tantangan di 

tingkatlapangan. Dalam bel ini mana yang diutamaksn atau diprioritaskan 

yaitu apakah kita menekankan pada sekedar mencapai daya serap anggaran 

yang tinggi walan program prognun yang ada dan teronggarkan sebenarnya 

knrang bisa mengantar pada peneapaian visi dan misi. Atau pada penekanan 

kualitas perencanaan program dan anggaran yang lebib mernprioritaskan 

peneapaian visi dan misi. Kadua hal ini sulit untuk diperternukan Mengapa 

demikian? K.arena dengan sistem penganggaran berbasis kinerja ini kita 

Iebih termakan waktu baik Ullf.uk mendapatkan persetujuan maupun realisasi 

anggaran. Sehingga saat penynsunan anggaron yang terburu burn ini kudeng 

kala kita meqjadi terperangkap pada hal bel yang bersifut pragmatis yaitu 

yang penting ada program yang bisa terlaksana supaya daya serap anggaron 

tinggi. Sehingga untuk tahun depen, bisa dianggarkan kembali. Tanpa kita 
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mengindahkan program yang ideal yang oota bene untuk itn membutubkan 

kajian yang memakan waktu yang tidak sebentar". 

V. Menurut pendapat Bapak Olhman Nasution selaku Kepala Bagian 

Pengurnpulan dan Pengolahan Data Biro Perencanaan menjawab pertanyaan 

koordinasi pelaksaoaan penyusunan kegiatan pada masing-llll!Sing bagian: 

"Kendala yang rutin dihadapi dari tingkat persiapan hingga penyusunan 

anggaran tahunan adala.'l. koordinasi anlar unit unit yang terkait. Adapun 

kendala utamanya adulah bahwa data, informasi dan segala hal yang 

dibutuhkan untak penyusurum anggaran bukanlah bersifat independent data 

melainkan interdependent data. Maksudnya, data yang dibutubkan suatu unit 

terkait dengan data yang ada di lain unit. Sehingga bila soja satn unit belwn 

metaksanakan inventaris data padabal data yang telah terinventaris itu 

dibutuhkan oleh unit lain, maka otomatis unit yang bersangkutan akan 

tortunda. Pada gilirannya, teljadi keterlambatan dan ketergesa gesaan oaat 

penyusurum anggarnn tabunan departemen. Hampir dlpastikan hal tersebut 

akan mengurangi kuali!as penyusunan draft anggaran tabunan departernen. 

Kurangnya lrualitas penyusunan draft anggaran tabunan departemen yang 

disampaikan kepada Departemen Keuangan, menciptakan revisi 

berulangkali. Untak meneegahnya, maka sejak bulan Maret, kita biasanya 

membangun komunikasi internal kepada unit unit terkait untak penyiapan 

segala hal yang dibutuhkan saat draft awal penyusurum anggaran tabunan 

departemen mulai dikeljakan Kemudian, melakukan antisipasi jika saja ada 

data yang dibutuhkan behun juga tersusun oleh unit lain yang terkait. 

Biasanya, hila teijadi hal ini maka kita akan melakukan prnyeksi ke depan 

berdasarlrnn data al'~arnn tabun lalu untak program yang berkelanjutan. 

Maksudnya, ada program yang tidak selesai untak satu tabun fiakal. Seperti, 

prasarana dan sarana yang terkait dengan security program keimigrasian, 

!embaga pemasyarakatan dan sebagainya". 

Menjawab pertanyaan keoorsediaan sarana dan prasarana terbadap upaya 

peningkatan kua!itas pe!aksanaan tugas pokok dan fungsi: 
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''memang kha tidak memWlgkiri bahwa untuk membangun suatu 

komllllikasi terutama dengan institusi insitusi kita di daerah, selama ini kita 

terkendala oleh prasarana dan sarana kbususnya dalam masalah jejaring 

multimedia di mana ini sebenamya akan mempermudah dan mempercepat 

kelja penyusunan anggaran tahunan departemen. Mengapa demikian? 

Minimalnya prasarana dan sarana jejering komnnikasi informasi 

mengakibatkan penyampaian data yang bersifat urgent untuk kepenfingan 

penyusunan anggaran tahunan departemen baik dari pusat ke daernh maupun 

sebalikuya menjadi terlambal Sehingga disposisi juga tidak segera 

mendapet respnn dari unit yang loompeten". 

VI. Mennrut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusuoan Program dan 

Laporan pada Direkenral Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjawab 

pertanyaan kebijakan Pimpinan llorlJadap pelaksanaan kegiatan rnasing­

masing Bagian: 

" di tingkat implementasi kebijakan yang terkait dengan proses penyusunan 

program dan anggaran, peda intinya tetap berpegang pada prnduk buknm 

yang berlaku. Namun tidak tertutup kemungkinan munenlnya kebijakan 

yang bersifitt varian dari produk huloom yang ada di mann hal ini dilaltukan 

untuk memi:nima!isasi muneulnya kendala di lapangan seperti yang telah 

diuraikan di bagian terdahulu. Seperti, misal, mempertimbangkan data suatu 

program belum juga terselesaikan oleh unit terkait, maka diputuskan 

kebijakan untak melakukan proyeksi terhadap angganm program yang sama 

di tahuu beljalan untak dijadikan patokan penyusunan program dan 

anggaran tahunan departemea Keputusan ini ditempuh, mengingat usulan 

draft penyusunan program dan anggaran harus segem masuk ke Departemen 

Keuangan untak diksji. Selain itu pula, didasarkan pertimbangan bahwa ada 

kesempatan untak melakukan revisi sambil menunggu selesainya data yang 

update yang undang dilakukan oleb unit terkaif'. 
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VII. Menurnt pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan 

Laporan peda Direktoral Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjawab 

pertanyaan efektifitas penggunaan anggaran terhadap perencanaan kegiatan: 

"efektifitas lebih menekankan pada tepa! sasaran. Terkait antar penggunaan 

anggaran dengan perencanaan kegiaten atau pregram, make rata ratanya 

hanya memiliki daya scrap 65% dari realisasi anggaran. Mengape demildan? 

Kerena. keterlambatan turunnya anggaran yang seeara teori semustinya pada 

bulan Januari, tetapi prakteknya selama ini rata rata barn turun di bulan 

April sebingga hanya tersisa waktu yang efektif uutuk pelaksanaan program 

selama 9 bulan. Oleb karena itu., program program yang terlaksana rata rata 

bersifat pragmatis. Sehingga sulit untuk memenubi visi dan miss bagian, 

biro, sekre!miat jenderal dan depertemen". 

VIII. Menurut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan 

Laporan Direktorat Jenderal Pemasyaraketan menjawab pertanyaan 

kemampoan penynsunan kegiatan terhadap pelakeanaan tupoksi peda 

!llliSing-masing Bagian: 

"secam internal, bisa dikataksn bahwa kemarnpuan penyusunan kegiatan 

atau program terhadap pelakeanaan tupoksi pada masing masing bagian 

tidak signifikan. Maksuduya, dari sisi motivasi knryawan dan knalitas 

sumber daya manusia memenubi apa yang dirninta di dalam software yang 

ada. Persoalan muncul jika diperkenalkan software barn oleh Departemen 

Keuangan. Hal ini jelas membuat para pelaksana baras mempe!ajari terlebih 

dahulu walau telab diberikan training. Narnun tidak semua data yang ada 

bisa dise!esaikan atau dibabas di dalarn training yang rata rata berlangsung 

paling lama 30 bari. Padnbal data data yang ada bukan data di pusat 

melainkan juga di institusi institusi ldta di daera!L Kendala lainnya adalah 

saat mentransfer pemabarnan software yang barn ini ke para pelaksana di 

daerab. Mengingat keterbatasan presarana dan sarana j<;jaring komunikasi. 

Kendatipun ada penugasan ke daerab, hal ini juga terkeodala dengan 

minimnya anggaran yang tersedia Wltuk: ''tour of duty." Kondisionalitas ini 
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yang di mana bcrsumber dan l.Ulllur eksternal, menciptakan kurang 

optimalnya penyusunan kegiatan teihadap pelaksanaan tupoksi parla 

masing-masing Bagian. Jadi bukan karena ketidakmampean para pelaksana 

yang ada di lingkup bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro 

Perencanaan". 

IX. Meourut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan 

Laporan Direktorat Jenderallmigrasi menjawab pertauyaan kedudukan Biro 

Perencanaan sebagai koordinalor Perencanaan Program dan Anggaran 

Departemen: 

" setelab Format Penyusunan Program dan Anggaran yang relah ditentakan 

olab Departemen Keuangan kita terima berupa software, maka dilakakan 

distribusi ke unit unit dan instisusi daerab yang terkail Sejak ini pula, Biro 

Perencanrum bertugas dan berfungsi sebagai koordinator terselenggaranya 

prosesi penyusunan program dan anggaran. Dalam hal ini juga, biro 

perencanaan selalu menyiapkan langknb langknb antisipasi jika saja ada 

kendala dam yang terkait dengan unit lainnya. Untnk itu, biro parencanaan 

memiliki dokumentasi dalll program yang sama di !ahun berjalan yang di 

mana bisa diproyeksikan ke depannya. Langkab ini dirempuh guna draft 

usulan penyusunan Program dan Anggaran tidak mengabuni keterlamballln 

untuk sampai ke Departemen Keuangan yang akan melakukan kajian. 

Dengan pertirnbangan babwa masih ada kesempatan melakukan revisi 

program dan anggaran sambil menungge dalll yang update. togas dan fungsi 

koonlinotor dati Birn Pereneanaan memiliki arti penting di saat teJjadi 

kendala data. Selain juga untuk meosinkronisasi dalll data yang masuk dati 

unit unit dan institusi di daerah yang terkaiV'. 

X. Menurut pendapat Kepain Subbagian Bagian Penyusunan Program dan 

Laporan Badan Pembinalm Hukurn Nasional menjawab pertanyaan 

kemanan politik (political will) terbadap kebijakan pereneanaan di 

lingkungan Deparlemen Hukurn dan HAM: 
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"pada umumnya di saat kita melakukan penyusunan program dan anggaran 

tahunan departemen tercantum ideaUsme untuk peneapaian vlsi dan misi 

bagian, biro, sekretariat jenderal dan depertemen secara keseluruban. Namun 

secara praktek, mengingat kendala waktu antaea realisasi dengan 

pelaksanaon anggaran maka banyak program yang tldak bisa terlaksana. 

Karena kita terperangkap pada bulan rutnp bukn anggarnn di bulan 

Desernber. Sebingga political will untuk program program yang sifatoya 

peneapaian visi dan misi yang ada kurang bisa terpenuhl secara optimal". 

XI. Menurut pendapet Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan 

Laperan Direktornt Jenderal Hak Asasi Manusia menjawab pertanyaan 

rektutmen dan penempatan SDM terhadap upaya peningkatan kinerja 

perencanaan: 

"ada idiom yang mengatakan bahwa sekarang ditentnkan oleb masa lalu, 

masa depan ditentnkan masa sekarnng. Begitn pula, tentang masalah 

rekruitmen dan penempatan sumber daya manusia di lingkangan 

Departemen hukum dan bam sekarang ini yang bisa dinilai masih jauh dari 

ideal baik dari sisi rnslo antara beban togas dengan jumlah sumber daya 

manusia yang ada maupun dari sisi prinsip ''The right man and The right 

palace" Mengapa demikian? !<arena banyak dijumpal di beberapa unit kerja 

dan teknis di mana snmber daya manusia yang ada tldak pas dengan togas 

dan pekerjaannya terutmna dari sisi pendidikan fonrud yang dlmiliki 

tmhadap tantangan tngas dan pekerjaan mereka. Selain itu jnga ada beberapa 

unir yang berlebihan sumber daya manusia namun dl unit lain kekurangan. 

Masalahaya, tldak bisa dilakukna mutasi dlkarenakan swnber daya manusia 

yang ada di unit lain tldak bisa begitu saja dlmutasikan ke unit lain 

dlkarenakan Jatar belakang pendidikan formal yang ada kurang kondusif 

terhada]> tantangan tugas dan pekerjaan yang ada. Sebingga ketldakmerataan 

sumber daya manusia antaea pendidikan funrud yang itimiliki dengan bidang 

tugas dan J>Ckerjaan yang ada menjadi salah satn kendala yang akan 

menj>itikan kualitas penyusunan program dan anggarnn tahunan departemen 
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jauh dari yang dibarapkan. Kondisionalitas ini jelas memberikan pengaruh 

besar saat dilakokan draft penyusunan program dan anggamn tahunan 

deparremen. Sehlngga tidak mengherankan apabila teljadi revisi bentlang 

kllli setelah dilakukan kajian oleh Departemen Keuangan". 

XII. Menurut pendapat Kopala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan 

Lapo.rnn Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjawah 

perumyaan lruantitas tenaga SDM perencanaan yang diperluknn dalam 

peningklllan kualitas penyusuuan progrnm: 

'~elah teljadi kelidakmerataan antara pendidikan formal yang dimiliki 

dengan tantangan tugas dan pekeljaan yang ada. Khusus di bagian 

Penyusnnan Program dan Anggamn Tahunan, Biro Perencanaan, Sekretariat 

Jender:al Departemen hukum dan ham masih kekanmgan sumber daya 

manusia yang memiliki pendidikan formal yang mendukung tantangan 

tugas dan pekeljaan yang ada". 

XIII. Menurut pendapat Kepala Subbagian Bagiau Penyusunau Program dan 

Lapo.rnn Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak 

Asasi Manusia menjawab pertanyaan persepsi pegawai terhadap 

peluksanaan kegiatan. Menurutnya: 

"tartebih dahulu kita harus sepokat arti Persepsi sebegai pengalaman tentang 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyirnpulkan infOI!IlaSi dan menafslrkan pesan. Selain itu pula, persep.si 

dapat juga didefinisiken sehagai uatu proses tentang petunjuk·petunjuk 

indemwi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan 

diorganisasiken untuk memberiken kepada kita gambe.rnn yang ter:struktur 

dan bermakna pada suatu siluasi tertentu. Dari konteks persepai di atas, 

maka dapat dikstakan bebwa mayoritas persepsi para pegawai kbususnya di 

lingkungan Bagian Penyusnnan Progrnm dan Anggamn Tahunau 

Departemen terhadap peluksanaan kegiatan penyusunan program dan 

anggoran tahunan bisa diklllakan baik dan mendulrung. Walau kita ketahui 
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mereka rnengelnh tentang kerapkali adanya perubahan sistem atan program 

software penyajian penyusunan program dan anggaran tahunan departemen 

yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Hal ini maank di aka! karena, 

begitu ada perubahan sistem atau program software penyajian penyusunan 

program dan anggaran tahunan departernen, maka masalah data yang 

diperlukan jelas mengalami perobahan pula. Artinyn, data kadangkala hams 

dilalrukan olahan terlebih dahulu di mana proses olahan data berbeda dengan 

sistem atau program sebelumnya. Sehingga mereka tidak bisa cukup 

melalrukan update data aaja tetapi harus melakukan elaborasi data untuk bisa 

diakses ke dalam sistem atau program software yang baru. Sudah barang 

tentu, hal ini. memakan waktu hila dibandingkan tidak ada perubahan sistam 

atan program software yang diajukan oleh Departemen Keuangan~. 

XIV. Menurut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan 

Lapornn Dh-elctorat Jenderal Adminislrasi Hukum Umum menjawah 

pertanyaan dampak perubahan tugas pokok dan fungsi Biro Pen:ncanaan 

terbedap kemampoan SDM Departemen: 

"bahwa ketidakmerdtaan sumber daya manusia terutama dari sL•i pendidikan 

formal yang dimiliki yang diharapkan dapat rnendukuog tugas dan pekeljaan 

yang ada. Ada tldaknya perubahan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan 

tldak siginifikan terbedap kemampuan sumber daya manusia departernen 

yang notabeoe mayoritas tldak menganut prinsip "The Right Man and The 

Rlgbt Palace" Kendatipun demikian bukan berartl, tidak ada dampak 

pada tugas dan fungsi Biro Perencanaan. Mengapa dikatakan dernikian? 

Karena, kendatipun dari sisi pendidikan formal yang dimiliki kurang 

mendakung tugas dan pekeljaan yang dibedapi namun sejalan dengan 

perjalanan waktu mereka telah terlatih secara "know how" dan "Learning by 

doing" yang terasah oleh tantangan, tugas dan pekeljaan selama ini. Narnun 

begitu terjadi perubahan, sudah barang tentu mereka harus memulai untuk 

mengenal "what kind of duty" di mana dari sisi pendidikan furmal mereka 

belum mengenalnya. Misal, soorang anak benya sekedar mengbepal rumus 

matamarika. Bagilu rumus itu diputar halikan maka beanpir dipestikan 
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IMngalami kebingungan. Sebab, yang dia lakukan untuk memecabkan soal 

matematika sekedar lradisi bukan berangkat dari sebuab pemabaman yang 

mendalam. Namun kondisionalita.s ini bisa mcatikan solusinya dengan 

meiakukan berbagai penmffikan dan pelatihan. Hal inilah, arti penting 

Pusdiklat sebagai pusat transfer "practical knowledge atau applicated 

knowledge" bukan transfer "teoritical knowledge". 

X:V. Meuurut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunao Program dan 

Laporan Badan Penelitian dan Pengemhangan Hak Asasi Manusia 

menjawab pertaayaan dukungan teknologi terhadap setiap usulan kegiatan: 

"secara umum, dukungan teknologi dalam mensupporl kegiatan penyusunan 

pregram dan anggaran aadah memenubi standar minimal. Namun, teknelogi 

jejaring komunikasi informasi untuk kelancaran sharing data dari pusat ke 

daerah atau sebalilrnya masih belurn memenubi standar minimal. Mengapa 

demikian? Karena, jejaring unit dan institusi yang berada di bawab naungan 

Departemen bukum dan bam banyak tersebar m daerab. Padahal baik pusat 

maupun daerah membutuhkan kecepalan penyampaian dan penerimaan 

"Message" terutama yang tetkait dengan masalah data yang mperlukan 

untuk penyusunan program dan anggaran tahunan departemen. Apaiagi data 

yang mperlukan membutuhkan "space" yang besar. Oleh karena itu, kemp 

kali le.!jam idle time soat menyusun program dan anggaran karena larnbatnya 

deta masuk untuk di <111ry ke software yang telah ditentukan. Untuk 

mengatasinya, dengan keterpaksaan dilakukan proyeksi pada program yang 

sama sambil rneniUlggu masuknya update data. Atau menunggo saat 

dilaknkan revisi penyusunan pmgram dan anggaran tabunan deparlemen 

seteiah dilakekan kJYian oleh Deparlemen Keuangan". 

X:VI. Menurut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan 

Laporan I Bagiao Penyusunan Program dan Aaggaran, Biro Pereneana:m 

menjawab pertaayaan apablla ada keterbatasan anggaran terhadap 

pelalrsanaan tugas pokok dan fungsi: 
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"mengingat jangkauan unit dan institusi yang bemda di bawah naungan 

Departemen hukum dan ham banyak hertebaran di daernb, maka dengan 

. kareibatasan anggaran herimbas pada kualitas penyusunan program dan 

anggaran Ulhunan departemen. Maksudnya, program program yang 

terjadwal mayoritas terperangkap pada program yang pragmatis bukan 

program lllltuk pencapaian visi dan misi". 

Menjawab pertanyaan evaluasi pelakaanaan kegiatan setiap Bagian sebagai 

baban acuan untuk penyusWlan rencana periode ke depen; 

"sebagaimana Ielah kita ke1llhui bahwa daya serap anggaran berkisar antara 

60"A. hingga 80"A. maka proyeksi ke depan pun tidak jaub dari kisaran itu. 

Mengapa demikian? Karena, program program yang telah teljadwalkan dan 

teranggarkan adalah program yang diraneang bisa dilaksanakao dalam kurun 

waktu 9 bulan efuktif mengingat tutuP bukn di bulan Desemher. Dengan 

demikian dapat dikatakan, seeara perbitungan kasar, evaluasi kegiatan setiap 

begian lebih dititikberatkan pada program program yang bemifut peagmatis. 

Sedangken untuk program yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi 

mengganakan skala prioritas. Alasannya adalah waktu dan dam yang 

terbatas". 

XVII. Menurut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan 

Laporan II Bagian Penyanunan Program dan Anggaran, Biro Pereneanaan 

menjawab pertanyaan dukangan informasi perencanaan 1erbadap 

pelaksanaan kegiatan tiap Bagian: 

"keteibatasan jejaring tekonologi informasi menjadi kendala terbadap 

pelakaanana kegiatan tiap bagian. Mengingat jangkauan unit dan institusi 

yang berada di bawab Departemen hukum dan ham bertebaran di daerah. 

Oleh karena itu, bisa dikalakan bahwa dukungan informasi perencanaan 

untuk mencapai kualitas penyusunan program dan anggaran tahunan 

departemen masih jaub dari apa yang diharapkan. Semestinya, jejaring 

teknn!ogi infurnla!>i di daerah dan dipusal ditiagkatkan guna mendnkang 
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tugas dan pekeljaan bagian bagian yang terkait dengan penyusunan draft 

awal program dan anggar.m lahunan departemen". 

Menjawab pertanyaan upaya peniDgkatan anggar.m nntuk sarana dan 

prasarana: 

"dengan mempertimbangkan kemampnan pemerintah yang tertuang di 

dalam APBN tahun beljalan, maka proyeksi ke depanya sulit untuk 

melakuken upaya peniagkstan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan 

prasarana dan sarana. Konsekuensi logianya adalab kita melakukan 

in.entaris data kemudian melakuken akala prioritas yang bersifat 

berkesinambungan. Dengan model iai diharapkan segala kebutaban 

prasarana dan sarana yang dibutabkan ada saatnya akan terpenuhi". 

XVIII. Menurut pendapat Kepala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan 

Laporan Ill Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan 

menjawab pertanyaan efektifitas penetapan alokasi anggar.m pada setiap 

UnitUtama: 

"kita harus sepakst terlebi!t dabulu tentang pengertian efektifitas sebagai 

tePal sasaran. Apabila batasan efektifitas ini digonakan untuk 

menggambarkan penetapan alokasi anggaran pada setiap unit ntama, maka 

dapat dikatakan babwa tingkst efektifitasnya tidak jaab dati perhitungan 

menyelurub yaitu berldsar antara 60"/o bingga 80%. Maksodnya antam 

alokasi anggaran dengan program yang terlaksana banya terserap antam 

60% bingga 80%. Mengingat efektif waktu pelaksanaan program mta 

ratanya banya 9 bulan efektif. Jadi sulit kita untuk meneapai angks 90% 

bingga I 00% alokasi anggaran terserap pada pelaksanaan program program 

yang telah terjadwalkan dan teranggarkan. kita belajar untnk lebih 

memprioritaskan pada program program yang memiliki daya serap anggar.m 

yang tinggi dengan tetap mengindabkan program program yang mengatah 

pada pencapaian visi dan misi''. 

Menjawab pertanyaan efektifitas koordinasi dangan unit utama dalam 

pelaksaaaan kegiatan: 
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"dengan berbagai lreterbatasan yang ada seperti jejaring teknologi informasi, 

kerapkali terjadi perubahan sistem atau program software penyajian 

penyusunan program dan anggaran !ahunan departemen yang diajukan oleb 

Departemen Keuangan, maka tingkat efektifitas koordinasi menjadi kurang 

optimal. lni disebabkan Karena biro pereneanaan sangat bergantung pada 

masnknya data dari unit unit dan inslitusi yang tersebaran di daerdb. Jadi, 

luasnya jangkauan di sa1u sisi dan ditamhab dengan kendala jejaring 

teknologi infurmasi mengakibatkan knrang optimalnya pusat membangun 

komunikasi yang intens. Dalam hal ini kernp kali terjadi distollli dalam 

penyampaian dan penerlmaan "message" yang dibutuhkan untuk proses 

penyusunan program dan anggaran. Dan juga koordinasi di tingkat pusat 

terutama dengan unit unit utama bisa terselenggara seeara optinaal 

mengingat kedekatan geografis dan kemudaban jejaring teknologi 

komunikasi infonnasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk melakukan 

koordinasi ke unit atan institusi di daerah kurang efektif namun untuk 

knordinasi dengan unit unit utama yang berada di pusat berlangsung efektif 

bahkan intens". 

XIX. Menurut pendapat Kopala Subbagian Bagian Penyusunan Program dan 

Laporan N Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Biro Pereneanaan 

menjawab pertanyaan pemabarnan pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi 

masing-masing bagian: 

"bahwa kita ini merupakan sebuah organisasi d.i mana sumber daya manusia 

merupakan momr penggerak utama (prime mover) orgunisasi. Untuk ito 

diperlukan suatu tatalcerja yang dapat dijadikan pedoman kita menggerakkan 

rada organisasi. kno tatakerja juga sudah diatur di dalam permen Nomor 

M.09 tabun 2007 di mana setiap pegawai yang ada di lingkungan 

departemen hukum dan bam semostinya berpedoman pada peraturan 

tersebut. !tu idealn:ya, namun di lapangan kernpkali dijumpai pegawai yang 

bolum memahami dan melaksanar..an peraturan menteri tersehot, sebingga 

menjadi kendala saat pelaksanaan penyusunan program dan anggaran 
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tnhunan departemen. Untuk mengatasinya, kita selalu melalrukan monitoring 

persiapan data jauh hari untuk meminimalisasi berbagal kendala aotara lain 

adanya data yang bersifat interdependent dan keterbatasaojejaring teknologi 

komunikasi infonnasi". 

Menjawab pertanyaan penyusunan kegiatan yang disusun berdasarkan skala 

priorita.: 

"dengan pertimbangan keterbatasan anggarnn, melibat APBN tahun be!jalan 

sekarang ini, maka hampir dipastikan kita melaknkan inventarisasi data yang 

kemudian dibuat skala prioritas program. Program-program yang masuk di 

dalarn skala prioritas adalah program yang lebih bersifut program 

berkesinambangan. karena program tersebnt pada umumnya merupakan 

program yang mengarah pada pencapaian visi dan misi di mana sulit untuk 

dilaknkan banya sata perinde tahun fiskal. Sedangkan program yang bersifat 

pragmatis lidak masuk ke dalam program yang di skala prioritaskan 

dikanennkan cukup dilaksannkan satu perinde talmn fiskal saja. Seperti 

perbalkan P""""""" dan sarona kant or, teknologi yang porta!Jie, pendidikan 

dan pelatihan kekbususan dan sebagalnya". 

# Menurut pendapat Bapak Imam Santoso selaka Kepala Biro Perencanaan 

menjawab pertanyaan pada kemungkinan tidak adunya peningkatan 

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan 

fungsi: 

"dengan mencennati kondisi keuangan negara saat ini semua itu bisa saja 

tetjadi. Apabila hal ini benar tetjadi, maka langkab kita adalah melaknkan 

inventarisasi data untuk kemudian melaknkan kajian ulang kbususnya pada 

program yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi. Dikarenakan, 

program ini bersifut berkesinamb~mgan. Setelah itu pada program yang 

bersifat pragrnatis. Untuk proyeksi besaran anggaran cukup melihat realisasi 

anggaran tabun be!jalan Dengan demikian, kendatipun ada pemotongan atau 

pemmpingan pada jumlah program yang bersifut berkesinambnngan, maka 

paling lidak tetap ada program dalarn kla<ifikasi torsebut yang masib bisa 
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dllaksanakan. Singkat kala, dimisalkan di dalam tahun be!jalan sekanmg ini 

ada 5 program yang bersifat berkesinambungan yang dapat dllaksanakan, 

Namun mengingat keterbatasan anggaran di tahun depan, maka dilakukan 

perampingan tinggal3 program s'\ia". 

Mcmberikan saran dan masukan teotang keterkaitan dalam penynsunan 

program dan anggaran: 

"saran saya yang bersifat ideal adalab pertama perlunya dllata kcmbali tata 

rclcruitmcn dan penempatan pegawai yang disesuikan dengan kebutuban 

yang ada dengan mempettimbangkan tantangan tugas dan pekerjaan yang 

dihadapi kedua parlunya paningkanm kemampuan jejaring teknol<>gi 

informasi dalam rangka meodukung proses penynsunan program dan 

anggaran tahunan departemen ketiga konsitensi sistem atau program 

software oleh Departemen Keuangan yang di mana berdampnk pada 

efisiensi waktu penynsunan program dan anggaran tahunan departemen dan 

terakhir perlunya peningkanm parnahaman tatakeija oleh pegawai di 

lingknogau departemen bukum dan ham. 

Sadangkan saran saya yang bersifut peaktis adalab pertama perlunya 

peningkatan kemampuan somber daya manusia secara "pratical knowledge" 

atau "Learning by doing' melalui diklat kedua perlunya peuingkatan 

kemampuan mengarsip data dan dokumen di mana sangat diparlukan di aaat 

dilakakan proyeksi anggaran bila Slija teijadi keterlambatau mengupdate 

data, dan tidak adanya peningkatan anggaran dikarenakan keterbatasan 

keuangan negara ketiga perlunya melakukan skaia prioritas pada program 

yang bersifat berkesinambangan dalam kerangka jangka menengab. Yang 

tertuang di dalam Rencana kerja dan anggaran (RKA) dan program yang 

pragrnatis yang disusun berdaaarkan prestasi kerja dimaksudkau untuk 

memperoleh manfaat yang sebeaar-besarnya dengan menggunakan somber 

daya yang terbatas sebagai upaya penghematan tlllng negara dan 

mengedepankan program yang meogarah pada pencapaian visi dan ruisi". 
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# Menurut kepala biro perenC!I!Illllll pengeljaan penyusunan anggarnn pada 

program yang sifiltnya interdcpoaden, "bal ini meojadikan kita bekelja 

terburo buro. Hampir dipastikan basilnya pun kumng optimaL Sebab, data 

infonnasi anggaran dibuat berdasarkan perkiraan kasar saja yang penting 

tercantum ada anggarnn. Padahal dalam pralcteknya bisa jadi apa yang 

tercantum lidak sesuai dengan kebutuhan yang rill. ini suatn hal yang 

dirasakan sangat lrumng dalam sistem sekarang ini" 

# Menurut kepala bagian Ketatalaksanaan Bapak Eddy Sutardi menyangkut 

ketersediaan SDM di Biro Perencanaan. "sekarang ini jumlah pegawai di 

lingkungan biro perencaoaan saja ada lrumng lebih 70 oi1Ulg. Dengan 

komposisi Srujana Strata 1 sebanyak 50 yang mayoritas berlatarbelakang 

pendidikan formal Saljana Hukum, Saljana Strata 2 sebanyak 10 orang 

dengan mayoritas berlatarbelakang pendidikan formal Magister Sains, 

sedengkan l 0 ornng be.rpendidikan formallulusan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas. Komposisi yang lrumng seimbang ini di mana di biro perencanaan 

yang mustinya didukung oleb mereka yang berpendidikan furmal ekonomi 

bampir bisa dikalakan kurnng jumlahaya. Jelas hal ini merepotkan kita 

dalam melakukan penyusunan perencanaan anggaran" 

# Menurut Kepala Biro Perencanaan mengenai fuktor utama yang menjadi 

bahan penetapan kebijekan, "data informasi yang meliputi: jumlah pegawai, 

prasarana dan sai1Ul0. program kegiatan, jumlab pegawai yang akan pensiun, 

perkiraan penerimaan pegawai dan knnjungan keJja Merderi dan pam 

pejabat eselon I balk dalam domain domestik maupun luar negeri" 

' I 
' ' ' ' 
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